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ABSTRAK

Nama : Widjanarko
Program Studi : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Sistem

Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas

Fokus di dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat
Jenderal Pembinaan Pelatithan dan Produktivitas.. Penelitian ini menggunakan
teori impiementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward George III. dalam
bukunya yang berjudul /mplementing Public Policy. Menurut Edward George 11
suatu kebijakan dapat dinilai implementasinya dengan mengacu pada empat
variabel yang terkait satu sama lain. Keempat variabel tesebut adalah variabel
komunikasi (dengan indikator : penyaluran, kejelasan dan konsistensi), variabel
sumber daya (sumber daya manusia, kewenangan, informasi dan sarana dan
parasana), variabel sikap dan variabel struktur birokrasi (standar operation
prosedur dan fragmentasi).

Poupulasi penelitian ini adalah 11 Kepala Balai latihan Kerja Unit pelaksana
Teknis Pusat.. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dengan
menggunakan skala Likert untuk dalam metodenya dan wawancara dengan
informan yang mengetahui tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sedangkan
data sekunder, berupa literatur, buku, artikel, perundang-undangan dan dokumen
yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan pengolahan data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa
impementasi kebijakan pembinaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas)
pada Balai Latthan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di
lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sudah
berjalan dengan baik. Ini di dapat dengan melihat variabel komunikasi
memperoleh skor relatif 77,17%, variabel sumber daya mendapatkan skor relatif
72,87%, variabel sikap dengan skor relatif 74,55% dan variabel struktur birokrasi
dengan skor relatif 73,94%. dapat dapat di golongkan baik. Rekapitulasi dari skor
relatif variabel-variabel diatas menunjukkan skor relatif 74,63% sehingga
berdasarkan acuan interpretasidengan skor tesebut dapat digolongkan baik.

Implementasi kebijakan pembinaan Sislatkernas pada BLK-UPTP dapat berjalan
lebih baik lagi maka Ditjen Binalattas perlu mengadakan pemetaan tentang
kualifikasi instruktur dan mengupayakan peningkatan kualifikasi instruktur
melalui diklat, sosialisasi, brmbingan teknis, workshop serta uji kompetensi bagi
instruktur dan penyediaan anggaran untuk menjadikan kejuruan-kejuruan yang
ada di BLK-UPTP dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi.

Kata kunci:
Analisis kebijakan, Sislatkernas, pelatihan kerja,
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ABSTRACT

Name : Widjanarko
StudyProgram : Population and Labor
Title . Analysis Implemeniation Policy’s of National Working

Training System (Sislatkernas) in Vocational Training
Centre on Centre Technical Implementer Unit of Directorate
General of Development of Training and Productivity

The focus in this research is Policy’s Implementation of National Working
Training System (Sislatkernas) in Vocational Training Centre on Centre Technical
Implementer Unit of Directorate General -of Development of Training and
Productivity. This research uses Edward George Il poliey implementation theory
of his book “Implementing Public Policy”. According to Edward George 111, as
policy can be assessed the its implementation with the connection of 4 variables. 4
variables are : communication variable (the indicator : distribution, clarity, and
consistency), resources variable (human resources, authority, information, and
facilities and infrastructure), attitude variable and birocracy structure variable
(standard operation procedure and fragmentation).

Population in this research is 11 head of Vocational Training Centre on Centre
Technical Implementer Unit. Primary data is likert questionnaire and interview to
knowing of National Working Training System (Sislatkernas). As secondary data
are literatures, books, articles, iegislation, and the other documents which related
with this research.

Based of research data processing, it can be concluded; the development policy
implementation of National Working Training System (Sislatkernas) at Vocational
Training Centre on Centre Technical Implementer Unit of Directorate General of
Development of Training and Productivity is running well. It can be seen the
communication variable has score 77,17%, resources variable has score 72,87%,
attitude variable has score 74,55% and birocracy structure variable has score
73,94%. This score can be classified as good. Recapitulation of variable relative
score shown relative score 74,63%. This score, based on reference interpretation
can be classified as good.

Policy implementation of National Working Training System (Sislatkernas) at
Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit can be running
better, so Directorate General of Development of Training and Productivity needs
to do a mapping about instructor gualification and see about instructor
qualification development through training, socialization, technical guidance,
workshop, and competencies test to instructor and budgeting provision to make
vocation on Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit
can be the place of competency test.

Keywords :
Policy analytics, Sislatkernas, Working Training.
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Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 5.1

Tabel 5.2

Tabel 5.3

Tabel 5.4

Tabel 5.5

Tabel 5.6

Tabel 5.7

Tabel 5.8

Tabel 5.9

Tabel 5.10

DAFTAR TABEL

Variabel penelitian dan indikator-
indikatornya

Matriks Pengembangan Instrumen
Skor Jawaban Kuesioner
Acuan Interpretasi

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 1

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pemyataan nomor 2

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 3

Resume hasil penelitian variabel
komunikasi tentang standar kompetensi
kerja

Pedoman nterpretasi variabel
komunikasi tentang standar kompetensi
kerja

Rekapitulasi data kuesioner unfuk
variabel komunikasi tentang standar
kompetensi kerja

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor {1

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 12

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 13

Resume hasil penelitian variabel
komunikasi tentang pelatuhan berbasis
kompetensi
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Tabel 5.21

Tabel 5.22

Tabel 5.23

Tabel 5.24

Tabel 5.25

Pedoman Interpretasi variabel
komunikasi tentang pelatihan berbasis
kompetensi

Rekapitulasi data kuesioner untuk

variabel komunikasi tentang pelatihan
berbasis kompetensi

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 21

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 22

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 23

Resume hasil penelitian variabel
komunikasi tentang sertifikasi
kompetensi

Pedoman Interpretasi variabel
komunikasi tentang sertifikasi
kompetensi

Rekapitulasi data  kuesioner untuk

variabel komunikasi tentang sertifikasi
kompetensi

Resume hasil penelitian variabel
komunikasi
Pedoman interpretasi variabel
komunikasi
Rekapitulasi data kuesioner unfuk

variabel komunikasi

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 4

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 5

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 6

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 7
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Rekapitulasi data kuesioner untuk
variabel sumber daya tentang standar
kompetensi kerja

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 14

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pemyataan nomor 15

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pemyataan nomor 16

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 17

Resume hasil penelitian variabel sumber
daya tentang pelatihan berbasis
kompetensi kerja

Pedoman Interpretasi variabel sumber

daya tentang pelatihan  berbasis
kompetensi kerja
Rekapitulasi data kuesioner untuk

variabe] sumber daya tentang pelatihan
berbasis kompetensi kerja

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 24

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas permyataan nomor 25

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 26

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 27
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Resume hasil penelitian variabel sumber
daya tentang pelatithan berbasis
kompetensi kerja

Pedoman Interpretasi variabel sumber

daya tentang pelatihan  berbasis
kompetensi kerja
Rekapitulasi data kuesioner untuk

variabel sumber daya tentang pelatihan
berbasis kompetensi kerja

Resume hasil penelitian variabel sumber
daya Sislatkernas

Pedoman Interpretasi variabel sumber
daya
untuk

Rekapitulast data kuesioner

variabel sumber daya

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 8

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 18

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 28

Resume hasil penelitian variabel sikap
Pedoman Interpretasi variabel sikap

Rekapitulasi data kuesioner untuk

variabel sikap

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 9

Distribusi frekuensi jawaban reponden
atas pernyataan nomor 10

variabel
standar
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terhadap

Resume hasil
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Distribusi frekuensi jawaban reponden
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Distribusi frekuensi jawaban reponden
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan

peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia

diseluruh dunia melalui perdagangan, investasi, petjalanan, budaya populer dan

bentuk interaksi-interaksi lain. Globalisasi juga sebagai proses transformasi segala

aspék kehidupan ditandai dengan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan,

teknologi serta terbentuknya pasar bebas dan liberalisasi perdagangan, yang
mempengaruhi struktur ekonomi, politik, pertahanan, sosial dan budaya suatu

negara.

Fenomena globalisasi semakin berkembang ini ditandai dengan beberapa

ciri sebagai berikut :

Perubahan dalam konsep ruang dan waktu, Perkembangan barang-
barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet
menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya,
sementara melalui pergerakan massa semacam twisme
memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang
berbeda.

Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda
menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan
perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan
multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade
Organization (WTQ).

Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa
(terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga
internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami
gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi
beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur,

dan makanan.
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e Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan
hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-
lain.( http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi)

Namun reaksi masyarakat dalam svatu negara dalam menerima konsep
globalisasi menimbulkan pro dan kontra. Pendukung pro globalisasi menganggap
bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi
masyarakat dunia. Mereka menilal bahwa suatu negara dengan negara lain saling
bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu
bentuknya adalah ketergantungan dalam bidz{ng ekonomi. Sedangkan yang yang
menolak globalisasi beranggapan bahwa globalisasi adalah bentuk peniajahan
perekonomian oleh negara-negara besar dan intitusi-institusi internasional seperti
Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO).

Arus globalisasi membuat perubahan mendasar dalam tata dunia
- internasional, terlebih pasa aspek ekonomi. Salah satu ciri perkembangan ekonomi
global adalah adanya liberalisasi arus barang, jasa, orang, modal dan investasi.
Adanya liberalisasi ini membuat sistem perekonomian dunia menjadi lebih
terbuka dimana terintegrasinya pasar keuangan secara internasional. Keadaan ini
saat berpengaruh signifikan dalam perkembangan ekonomi di kawasan Asia
Tenggara, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berupaya
untuk melakukan pengimbangan dan penyesuaian perekonomian di wilayahnya
terhadap perekonomian global dengan membentuk suatu komunitas ekonomi.
Dalam komunitas ini diharapkan adanya kebebasan arus barang, jasa, orang,
modal dan investasi seperti dalam perkembangan ekonomi interasional.

Komunitas yang menjadi cita-cita ASEAN dalam bidang ekonomi ini
mulai terealisasi dengan dikeluatkannya konsep AEC (ASEAN Economic
Community) sebagai salah satu dari tiga konsep blueprint ASEAN Community
pada Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-9 di Denpasar Bali tanggal 7 Oktober
2003. AEC bermaksud membangun ASEAN sebagai pasar tunggal dan produksi
dasar, melihat keragaman yang menjadi karakteristik di kawasan ini menjadi

kesempatan bagi komplementasi bisnis membuat ASEAN semakin dinamis dan
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kuat sebagai segmen dari rantai ekonomi global. Pembentukan AEC merupakan
usulan dari Perdana Menteri Singapura, Goh Chok Tong yang dimaksudkan untuk
lebih mengintegrasikan ekonomi negara-negara ASEAN agar lebih kuat
menghadapi persaingan yang semakin sengit dalam globalisasi.

Konfrensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 Singapura, tanggal 18 — 20
November 2007 di Singapura mensepakati percepatan Komunitas Ekonomi
ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Komunitas ini akan memfasilitasi
peredaran barang, jasa dan manusia di kawasan ini. Demikian ungkap Perdana
Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, ketika membuka acara tersebut {(Suara
Pembaharuan Online, last modified : 27/8/08).

Percepatan komunitas ekonomi ASEAN menjadi tahun 2015 menjadi
suatu ancaman dan peluang bagi negara Indonesia. Ancaman dan peluang di
Indonesia dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat besar, lebih dan 200
juta jiwa dan merupakan negarz dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia.
Ancaman akan terjadi apabila pemerintah Indonesia tidak dapat meningkatkan
daya saing dalam barang, jasa dan sumber daya manusiarya yang akhimnya akan
menambah pengangguran dan kemiskinan, begitu pula sebaliknya akan menjadi
peluang yang sangat besar apabila pemerintah Indonesia dapat meningkatkan daya
saing dalam barang, ' jasa dan sumber daya manusianya sehingga akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

Peningkatan daya saing sangat bergantung dari produktivitas dan kualitas
dari barang, jasa dan sumber daya manusia yang dihasilkan. Produktivitas dan
kualitas sangat bergantung juga kompetensi dan profesionalisme sumber daya
manusianya, namun menurut laporan World Economic Forum tahun 2003-2004
daya saing Indonesia menduduki peingkat ke 37 pada tahun 1999, turun menjadi
44 tahun 2000, menurun lagi ke urutan 49 tahun 2001, merosot ke urutan 69 di
tahun 2002 dan pada tahun 2003 mencapai peringkat terendah menjadi ke 72, naik
kembali ke urutan 60 di tahun 2004, merosot kembali di tahun 2005 ke urutan 69,
naik kembali ke urutan 50 di tahun 2006 dan turun kembali ke urutan 54 di tahun
2007 dan di tahun 2008 ke urutan 55 {diolah dari berbagai sumber).

Dari laporan World Economic Forum (WEF), terlihat disini daya saing
negara Indonesia belum dapat beranjak kembali ke peringkat 40 besar seperti pada
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satu dasawarsa sebelumnya. Mengacu pada faktor yang paling menghambat dunia
usaha, ketidakefisienan birokrasi menduduki ranking tertinggi, yakni disusul faktor
instabilitas kebijakan, korupsi minimnya infrastruktur dan soal pajak. Dengan
kondisi demikian sulit bagi Indonesia untuk bersaing mengejar ketertinggalan
dengan negara-negara lain, khususnya di Asia Pasifik. Pasalnya, Indonesia masth
tertinggal dari segi penegakan hukum, kualitas sumber daya manusia (SDM),
penguasaan teknologi, kondisi infrastruktur, keterkaitan antarsektor industri, dan
kurang kondusifnya kebijakan pemerintah. Indonesia memiliki sumber daya alam
yang meiimpah dan jumlah SDM yang banyak namun kualitas rendah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan
mekanisme jalur pelatihan kerja. Apabila misi dan fungsi jalur pendidikan
membangun sikap dan kemampuan dasar profesi, maka misi dan fungsi pelatihan
kerja adalah membangun pilar-pilar kompetensi profesi. Oleh karena itu, dalam
kaitannya dengan pendidikan formal, pelatihan kerja berperan sebagai komplemen
dan sekaligus juga suplemen pendidikan formal. Pelatihan kerja selalu terkait
dengan kompetensi kerja (Moedjiman, 2009:110). Untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan mekanisme jalur pclaﬁhan kerja, pemeriniah
Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan.

Menurut Nakamura dan Smallwood (1980 : 31) bahwa xcbijakan adalah
merupakan suatu instruksi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan
yang menjelaskan tujuan-tuyjuan dan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.
Selanjutnya, jika keputusan diambil untuk kepentingan orang banyak’(masyarakat)
atau berorientasi kepada kepentingan publik (public interest), maka kebijakan
tersebut dapat digolongkan kepada kebijakan publik.

Menurut Nakamura (1980:31), kebijakan publik dewasa ini telah
mengalami perubahan pendekatan. Dahulu yang dipakai adalah pendekatan kiasik,
dengan model linear, dimana kebijakan publik bersifat satu arah yaitu rangkaian
kegiatan yang hirarki dari atas ke bawah. Saat ini pendekatan baru yang digunakan
adalah dengan memandang kebijakan pblik sebagai suatu proses. Salah satu cara
untuk mempelajari imlementasi kebijakan adalah dengan memandang proses
kebijakan sebagai suatu sistem. Sistem yang dicirikan dengan sekumpulan elemen

yang secara langsung maupun yang tidak langsung sdling berhubungan,
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Menurut Dye (1978;3) kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk
mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini mengerjakan”
dan "tidak mengerjakan” sama-sama merupakan keputusan pemerintah. Kebijakan
publik adalah rangkaian keputusan yang mempunyai tujuan tertentu diikuti oleh
sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah} untuk memecahkan
masalah tertentu (Anderson,1979;3). Menurut Hoogerwert, 1983 dikutip Bakar
(2003;76), kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah
dan upaya untuk memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dengan
cara tertentu, yaitu tindakan yang terarah.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja tercantum dalam Undang-
undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pada bab V tentang
pelatihah kerja. Kebijakan lain yang yang lebih mengkhususkan tentang
peningkatan kualiias sumber daya manusia melalui pelatihan kerja adalah Peraturan
Pemerintah no.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 31 tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Keija Nastonal, menyatakan bahwa sistem pelatihan kerja nasional
(Sislatkernas) adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan

kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. Sislatkernas bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka
meningkatkan kualitas tenaga kerja

2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan
pengendalian pelatihan kerja

3. Mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya
pelatihan kerja.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja dibarapkan dapat
menjadi suatu solusi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam bersaing
dalam pasar regional dan global. Pelatthan kerja merupakan keseluruhan kegiatan
untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Oleh
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karena itu, pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas

serta mengembangkan karir tenaga kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 31 tahun 2006 dinyatakan bahwa
paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama,
yaitu standar komptensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi
kompetensi oleh lembaga yang independen. Standar kompetensi kerja perlu disusun
dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada
kebutuhan industri atau perusahaan. Hal ini penting, agar standar kompetensi kerja
dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun

internasional.

Penerimaan tenaga kerja secara nasional maupun internasional merupakan
tantangan bagi pemenntah Indonesia, ini disebabkan arus globalisasi menjadi
realita yang harus dihadapi dan dipersiapkan. Dengan diberlakukannya Asean
Economic Community tahun 2015 dimana adanya liberalisasi arus barang, jasa,
orang, modal dan investasi di kawasan Asean, maka kualitas tenaga kerja harus
sesuai dengan standar jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan. Apabila hal ini tidak
segera dilakukan, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara yang kurang
beruntung dalam persaingan pasar kerja regional dan global.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui salah satu unit kerjanya yakni
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Produktivitas, sebagai pembina Balai Latihan
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK~UPTP) yang salah satu tugas pokoknya
sebagai memberikan pelatihan kerja bagi anggota masyarakat dan industri
(Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Per.02/MEN-
SJ/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008) Dari pelatihan kerja ini diharapkan akan
menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi yang sesuai jabatan
atau pekerjaan yang dibutuhkan dan terserap di lapangan kerja yang tersedia.

BLK-UPTP hanya unit teknis pelaksana yang dimiliki Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang otonomi daerah yang menjadikan Balai Latihan Kerja eks-Depnaker
berubah statusnya sesuai dengan peraturan daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis
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Daerah (UPTD) baik dibawah pemerintah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen
Binalattas) sebagai pembina BLK-UPTP merupakan kepanjangan tangan dar
pemerintah pusat, maka penerapan kebijakan Sislatkernas diaplikasikan di BLK-
UPTP untuk menjadi role model (acuan) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja

berbasis kompetensi.

Pembinaan Sislatkernas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat saja, namun peran pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang
penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.{PP. No.31 tahun 2006
Pasal 21), sehingga penerapan dari sislatkernas merupakan upaya besar dan bersifat
nasional. Upaya tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari para pemangku
kepentingan, terutama pengambil keputusan baik ditingkat nasional maupun tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penerapan sislatkernas dapat dilaksanakan

secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

Menurut (Moedjiman, 2009:113) Indonesia masih menghadapi banyak
masalah dengan kondisi ketenagakerjaan. Baik segi kualitas, produktivitas dan
pendayagunaannya, maupun dari segi kesejahteraan serta daya saingnya. Struktur
lapangan kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, scktor perdagangan dan
sektor jasa kemasyarakatan yang sebagian besar termasuk dalam sektor informal.
Dari sisi pelatihan kerja, kondisinya juga sama, dari kondisi infrastruktur
pendidikan dan pelatihan kurang memadai, jumlah dan kapasitas lembaga pelatihan
yang masih terbatas, relevansi bidang dan jenis pendidikan dan pelatihan dengan
dunia kerja masih rendah dan kualitas lulusannya belum memadai untuk dapat
mengakses sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
Nasional (SKKNI).

Disisi lain, di tahun 2015 Indonesia telah menandatangani kesepakan antar
negara ASEAN yang tela menyepakati bahwa tenaga kerja dari negara-negara
ASEAN harus diperbolebkan dan tanpa diskriminasi serta hambatan untuk dapat
bekerja di negara-negara ASEAN (free flow of skilled labor). Percepatan ekonomi
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negara Asean tidak bukan waktu yang lama, beberapa profesi telah disepakati untuk
dibebaskan, diantaranya adalah profesi engineering, arsitek, akuntan, pemetaaan
wilayah, kedokteran, keperawatan, pariwisata dan lainnya. Dan di tahun-tahun
mendatang beberapa profesi akan disepakati untuk diibebaskan. Untuk itu
kebijakan sislatkernas yang telah digulirkan diharapkan menjadi suatu solusi atas
meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang pelatihan kerja yang

nantinya akan dapat merebut pasar kerja di regional maupun internasional.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan sislatkernas pada
BLK-UPTP di lingkungan Ditjen Binalattas perlu dilakukan kegiatan evaluasi
terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bersifat crucial karena
bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan
dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat
diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan
perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirwauskan dengan baik maka
tujuan kebijakan juga tidak dapat diwujudkan. Untuk menganalisa implementasi
kebijakan tersebut, dalam tesis ini penulis akan mencoba untuk menerapkan teori-

teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III (1980).

Menurut Edward III (1980) keberhasilan implementasi suatu kebijakan
dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi,
sumber daya, sikap dan strukiur birokrasi. Keempat faktor tersebut beroperasi
secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Grindle (1980)
menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi dua variabel
besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Sedangkan Van Meter dan
Hom (1975) ada lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan,
diantaranya standardan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar
organisasi dan penguatan aktivitas, kerakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial,
ekonomi dan politik

Dari pernyataan diatas maka peneliti mencoba meneliti analisis kebijakan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produkivitas
Depnakertrans RI.
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1.2. Perumusan Masalah

Dari uvraian latar belakang diadakannya penelitian ini, maka rumusan

masalah pada penelitian ini dibatasi hanya dua permasalahan pokok, diantaranya
adalah :

a.

Bagaimanakah implementasi pembinaan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas?

Upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mempercepat implementasi
pembinaan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai

informasi sebagai berikut :

a.

Mengetahui proses implementasi pembinaan kebijakan Sistem Pelatinan Kerja
Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat
Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas.

Mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mempercepat
implementasi pembinaan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada
Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan

bermanfaat, antara lain :

a. Bagi akademisi, untuk menambah khasanah pengetahuan terutama
mengenai implementasi kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

b. Bagi Ditjen Binalattas, untuk memberikan acuan dalam mengambil
kebijakan dan keputusan dalam mempercepat Sistem Pelatihan Kerja
Nasional
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¢. Bagi peneliti lanjutan, sebagai sumber referensi bagi penelitian-penelitian
selanjutnya berhubungan dengan implementasi kebijakan Sistem Pelatihan

Kerja Nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan
sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, sebagai pendahuluan akan mengungkap latar
belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
serta sistemnatika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan membahas tentang kebijakan
publik, meliputi konsep kebijakan publik, proses kebijakan publik, formulasi
kebijakan dan implementasi kebijakan.

Bab HI Metode Penelitian, bab ini akan membahas tentang metode dasar,
jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampling, teknik pengumpulan
data, instrumen penelitian, teknik pengolahan data, pengujian validitas dan
reliabilitas intstrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab 1V Gambaran Umum Sistem Pelaiihan Kerja Nasional, bab ini akan
membahas yang berkenaan dengan tujuan Sislatkernas, prinsip dasar pelatihan
kerja, program pelatihan kerja, standar kompetensi kerja nasional Indenesia,
penyelenggara pelatihan kerja, peserta pelatihan dan sertifikasi.

Bab V Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Ditjen
Binalattas, pada bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian dan
pembahasan mengenai hasil implementasi kebijakan temuan akan menjelaskan
beberapa analisis yang berkenaan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada
Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat di Ditjen Binalattas.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini berisi tentang
kesimpulan hasil tanalisis data temuan yang ada. Berdasarkan hasil temuan
tersebut penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan mengajukan
beberapa saran yang dapat digunakan Ditjen Binalattas dalam menentukan
langkah strategis dalam pelaksanaan Sislatkernas.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

Arus globalisasi membuat perubahan mendasar dalam tata dunia
internasional, terlebih pasa aspek ekonomi. Salah satu ciri perkembangan ekonomi
global adalah adanya liberalisasi arus barang, jasa, orang, modal dan investasi.
Adanya liberalisasi ini membuat sistem perekonomian dunia menjadi lebih
terbuka dimana terintegrasinya pasar keuangan secara internasional. Keadaan ini
saat berpengaruh signifikan dalam perkembangan ekonomi di kawéasan Asia
Tenggara, sechingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) berupaya
untuk melakukan pengimbangan dan penyesuaian perckonomian di wilayahnya
terhadap perekonomian global dengan membentuk suatu komunitas ekonomi.

Percepatan komunitas ekonomi ASEAN menjadi tahun 2015 menjadi
suatu ancaman dan peluang bagi negara Indonesia. Ancaman dan peluang di
Indonesia dikarenakan jurnlah penduduk di Indonesia sangat besar, lebih dari 200
juta jiwa dan merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia.
Ancaman akan terjadi apabila pemerintah Indonesia tidék dapat meningkatkan
daya saing dalam barang, jasa dan sumber daya manusianya yang akhirnya akan
menambah penganggurarn dan kemiskinan, begitu pula sebaliknya akan menjadi
peluang yang sangat besar apabila pemerintah Indonesia dapat meningkatkan daya
saing dalam barang, jasa dan sumber daya manusianya sehingga akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduknya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan
mekanisme jalur pelatthan kerja. Apabila misi dan fungsi jalur pendidikan
membangun sikap dan kemampuan dasar profesi, maka misi dan fungsi pelatihan
kerja adalah membangun pilar-pilar kompetensi profesi. Oleh karena itw, dalam
kaitannya dengan pendidikan formal, pelatihian kerja berperan sebagai komplemen
dan seckaligus juga suplemen pendidikan formal. Pelatihan kerja selalu terkait
dengan kompetensi kerja (Moedjiman, 2009:110). Untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dengan mekanisme jalur pelatihan kerja, pemerintah

Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan,

Analisis implementqsf..., Widjanarko, Pasﬁﬁ?&%‘%?t%’s" I%%griesia




12

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja tercantum dalam Undang-
undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pada bab V tentang
pelatihan kerja. Kebijakan lain yang yang lebih mengkhususkan tentang
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja adalah Peraturan
Pemerintah no.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan sislatkernas pada
BLK-UPTP di lingkungan Ditjen Binalattas perlu dilakukan kegiatan evaluasi
terhadap kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bersifat crucial karena
bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan
denganu baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan dapat
diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan
perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka
tujuan kebijakan juga tidak dapat diwujudkan.

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang mempunyai tujuan
tertentu diikuti oleh sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) untuk
memecahkan masalah tertentu (Anderson, 1979:3). Kebijakan publik menurut (Dye,
1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk tidak melakukan atau tidak
melakukan (public policy is whatever goverments choose fo do or not to do).
Definisi kebijakan publik dari Dye tersebut mengandung makna bahwa (1)
kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;
(2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan
oleh badan pemerintah; (3) kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program
baru atau tetap pada status quo adalah suatu kebijakan publik.

Menurut Hoogerwert (1983) dikutip Bakar (2003:76), kebijakan publik
merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah dan upaya untuk
memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu
dengan tindakan yang terarah. Dwijowijoto (2003:56) menambahkan bahwa
pemerintah hanya mengerjakan seluruh kegiatan yang kebijakannya menyangkut
kegiatan yang bersifat strategis dan masyarakat tidak mampu melaksakannya.
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Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu
kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yaﬂg tertulis dalam bentuk
peraturan perundang- undangan dan peraturan yang tidak fertulis tetapi telah
disepakati bersama secara umum dikenal dengan konvensi.

Mustopadidjaja (1992:16-17) merumuskan bahwa kebijakan adalah
keputusan suatu organisasi (publik atau bisnis) yang bertujuan mengatasi
permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan
yang dapat dilakukan pedoman perilaku dalam (a) pengambilan keputusan lebih
lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun unit organisasi
pelaksana kebijakan, dan (b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang
telah ditetapkan, baik berhubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun
dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang telah divraikan diatas,
maka kebijakan publik terdiri dari unsur pembuat kebijakan, program-program atau
rangkaian kegiatan atau tindakan terientu untuk mengatasi masalah tertentu atau
untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah umumnya membuat kebijakan publik
untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mengatur suatu hal untuk mencapai tujuan
dan memperbaiki keadaan masa datang. Kebijakan pemerintah tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional, dibuat untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja dalam
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja untuk dapat bersaing dalam
pasar regional dan global.

Menurut Anderson dalam Islamy (1994) dikutip Widodo (2007:14) dapat
diketemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat politis (merupakan tindakan pemerintah mengenai
suatu maslah tertentu) dan ber sifat negatif (keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak melakukan sesuatu)

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasar pada peraturan perundangan
tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
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Menurut Wibawa (1994:15) kebijakan publik harus mengandung tiga
komponen dasar yaitu harus ada tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik dan cara
mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga yaitu cara mencapai sasaran
merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen lainnya
yaitu tujuan dan sasaran kebijakan dan cara inilah yang sering disebut sebagai
implementasi.

Dengan banyaknya pihak yang terkait dalam kebijakan publik dan
keberadaan kebijakan itu sendini berkaitan dengan kepentingan dengan banyak
orang maka setiap kebijakan publik harus dapat memberikan manfaat dan
keuntungan bagi orang banyak. Untuk memenuhi tuntutan dari kepentingan umum
dan mendapat dukungan serta sember daya untuk menunjang tuntutan tersebut
maka suatu kebijakan harus dibuat dengan baik, perlu pengkajian yang cermat
dalam setiap tahapan proses kebijakan.

2.2, Proscs Kebijakan Publik
Proses pembuatan kebijakan publik berlangsung dalam suatu lingkungan
sosial politik dan kelembagaan dengan unsur yang komplek, subjek dan objek yang
berbeda-beda, latar belakang yang bervariasi, dan dengan kepentingan serta motif-
motif yang majemuk. Hal ini menurut Mustopadidjaja (2002:3) bisa terjadi karena
proses pembuatan kebijakan publik bukanlah semata-mata kegiatan teknis-
teknokratis, tetapi juga kegiatan sosiopolitis yang dinamis, dan berlangsung dalam
sistem kelembagaan yang kompleks.
Menurut (Howlet dan Ramesh, 1995:11) menyatakan bahwa proses
kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :
1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah
bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Fomulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusaﬁ pilihan-
pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah
memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk
melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
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5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan
menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Menurut Cochran dan Malone (1999:39), proses pembuatan kebijakan
publik terbagi kedalam lima tahapan, yakni identifikasi masalah dan agenda setting,
formulasi kebijakan, adopsi, implementasi dan evaluasi. Para pakar kebijakan
publik kemudian menyederhanakan proses kebijakan publik tersebut menjadi tiga
tahapan. Menurut Mustopadidjaja (2002:3) dari sudut manajemen proses
pembuatan kebijakan dapat dipandang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi
paling tidak kelompok kegiatan utama, yaitu (1) formulasi kebijakan, (2)
pelaksanaan kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan, yang dapat digambarkan sebagai
bertkut :

Gambar, 2.1. Rangkaian Kegiatan Kebijakan Publik

h 4

| Formulasi Kebiiakan Publik

Y

Issue/Masalah Publik Implementasi Kebijakan Publik

f 3 A

Evaluasi Kebiiakan Publik

Sumber : Mustopadidjaja (2002 : 3)

Adapun susunan hierarki proses pembuatan kebijakan terdiri dari tiga
tingkatan (level), mulai dari tingkatan teratas sampai dengan tingkatan terendah
berturut-turut adatah policy level, organization level dan operational level (Bromley,
1989:33). Susunan hierarki proses tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.2,

Seperti tampak pada gambar 2.2, policy level merupakan tingkatan
kebijakan yang paling tinggi dalam suatu hirarki ketatanegaraan, karena untuk
menetapkan suatu policy level pihak ekskutif harus mendapatkan persetujuan dari
pihak legislatif. Sebagai contoh, diberlalmkannya. Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus
mendapatkan pengesahan dari pihak legislatif Hierarki keluarnya kebijakan
tersebut dalam teori Bromley digambarkan dalam suatu rangkaian proses yang
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dapat keluar dari policy level maupun organization level yang akan berinteraksi

dalam pattern of interaction untuk menghasilkan beberapa outcomes.

Gambar 2.2. Hierarki Proses Pembuatan Kebijakan (Daniel W. Bromley)

Policy Level —
4
Institusional Arrangement

g

Organizational Level | 4———

g

Institusional Arrangement
J

Operation Level

g

Pattern of Interaction

QOutcomes

4

Assesment
Sumber : Bromley (1989:33)

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat memodifikasi instifusional
arrangemeni yang telah ada atau sebaliknya akan terjadi stafus gow. Pada kondisi
status gou yang tidak efisien atau pada kondisi adanya konflik kepentingan antara
beberapa pihak yang berkaitan, maka pemerintah dapat melakukan campur tangan
dengan mengelvarkan institusional arrangement yang baru. Bertemunya berbagai
kepentingan setelah kelvamya institusional arrangement akan menghasilkan suatu
pattern of interaction, sehingga muncul outcomes lain yang akan disusul dengan
adanya institusional arrangement baru lagi setelah dilakukan assemens terlebih
dahulu.

Hogwood dan Gunn (1986:126) juga menyatakan bahwa kebijakan publik
mengandung resiko untuk gagal, yang dikategorikan menjadi tidak
terimplementasikan dan tidak berhasil dalam implementasi. Oleh karena itu, suatu
kebijakan publik perlu dievaluasi untuk menilai seberapa jauh keefektifan kebijakan
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publik dan sejauh mana tujuan dapat dicapai untuk dipertanggung jawabkan kepada
konstituen. Hal ini juga dapat menjelaskan adanya ‘suatu perbedaan antara
rancangan (desain) kebijakan dengan implementasinya, dan mendukung teori
bahwa kebijakan yang bagus belum tentu berhasil diimplementasikan karena
kelemahan dalam implementasikannya (Found, 1992:1)

Dalam penelitian ini akan dievaluasi hanya satu tahapan proses kebijakan
publik yaitu tahap implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini di
sebabkan karena Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasionsl baru tiga tahun berjalan, namun dalam menghadapi Adsean
Economic Community tahun 2015, Indonesia telah menandatangani kesepakatan
antar negara ASEAN telah menyepakati bahwa tenaga kerja dari negara-negara
ASEAN harus diperbolehkan dan tanpa diskriminasi serta hambatan untuk dapat
bekerja di negara-negara ASEAN (free flow of shkilled labor), sehingga
implementasi kebijakan tentang Sislatkernas menjadi sangat penting dalam
peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja untuk bersaing
dalam pasar kerja nasional dan regional.

2.3. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam
seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan
bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus
diimplementasikan agar mempunyai dampak ataw tujuan yang diinginkan.
Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan
tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana dalam
implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan tekmnik dipakai secara
bersama dan simultan untuk menjalankan kebijakan agar dampak dan tujuan
kebijakan dapat diperoleh.

Implementasi kebijakan (policy implementation) pada dasarnya merupakan
kegiatan praktis, yang dibedakan dengan dari formulasi kebijakan, yang pada
dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan
pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri
(Dunn,1999:80). Sedangkan menurut (Lester dan Stewart, 2000:104) Implementasi
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dipandang dalam pengertian luas, merupakan alat administrasi hukum dimana
berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan batk
oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebijakan (Meter dan Hom, 1978:45). Menurut Mazmaniman dan
Sabatjer (1981:122) menjelaskan makna implementasi ini sebagai kejadian-kejadian
dan kegiatan-kegiatan yang timnbul setelah disyahkan pedoman-pedoman kebijakan
negara, yang meliputi baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun
untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari definisi-definisi diatas tampak bahwa dalam proses pembuatan
kebijakan, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk
diperhatikan. Kebijakan-kebijakan hanya scbatas angan saja kalau tidak
diimplementasikan secara benar. Kurangnya perhatian dari pejabat atau badan-
badan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan negara dapat berakibat
kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan negara tersebut, yaitu tidak mencapai
sasaran seperti yang direncanakan, karena dalam suatu proses kebijakan selaln
terbuka terhadap kemungkinan terjadinva perbedaan antara yang diharapkan oleh
pembuat keputusan dengan apa yang hendak dicapai. Ini yang disebut dengan
istilah implementation gap (Andre Dunsire 1978:23).

Menurut Edward 11 (1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses
yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan
direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan
kebijakan publik tidak akan terwujudkan. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun
baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalu kebijakannya
tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan
bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan
kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.
Dalam evaluasi implementasi kebijakan, Edwards menyatakan bahwa ada empat
variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau
sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980:1). Keempat faktor tersebut
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beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya, Interaksi
antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti tampak pada gambar 2.3. di
bawah ini :

Gambar 2.3. Empat faktor yang berpengaruh
Implementasi kebijakan publik (George C. Edwards IIT)

Komunikasi

Implementasi

Sumber : Edward III (1980:148)

Adapun ganibaran tentang variabel-variabel tersebut dapat diterangkan
sebagai berikut.
1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi
berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain
menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya (Anwar
Arifin, 2000:5). Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka
yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh
pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan
sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya hanya
dipahami melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk
suatu.peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan
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dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.
Menurut Edward III, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses
komunikasi kebijakan, yakni penyaluran/transmisi, konsistensi dan kejelasan.

1.1. Penyaluran Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka
yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
Keputusan -keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada
personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapai
diikuti, Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan
cermat oleh para pelaksana. Namun sering kali keputusan telah dibuat dan perintah
pelaksanaanya juga telah dikeluarkan, namun demikian proses pelaksanaan
keputusan tersebut tidak berjalan secara langsung sebagaimana diharapkan, Bisa
jadi keputusan-keputusan itu diabaikan dan terjadi kesalapahaman terhadap
keputusan-keputusan tersebut atau mercka mempunyai keleluasaan untuk
memaksakan pandangan-pandangannya terhadap keputusan yang mungkin berbeda
dengan pandangan-pandangan atasan mercka atau pandangan-pandangan yang
menjadi acuan.

Hal ini mungkin mungkin dapat tefjadi disebabkan adanya hambatan-
hambatan dalam penyaluran komunikasi terhadap suat.u‘ keputusan atau hambatan
yang dibuat. Menurut Winarno (2002:127) hambatan-hambatan tersebut adalah
sebagai berikut :

- Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang
dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan ini menimbulkan distorsi
terhadapa komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana
menggunakan kekuasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melakukan
suatu keputusan,

- Adanya hierarki birokasi yang berlapis-lapis dan mempunyai struktur yang ketat,
sehingga kondisi ini akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi
kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung
dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga
mendistorsikan perintah-perintah pelaksana.
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- Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang
selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-
persyaratan suatu kebijakan.

Pada pola komunikasi formal, hubungan saluran komunikasi dalam suatu
hirarki birokrasi dapat dibagi menjadi tiga jenis (Azhar Kasim, 1993:71), yaitu :

- Komunikasi kebawah, yaitu komunikasi yang berasal dari pimpinan tertinggi
ditujukan kepada pimpinan menengah kepada manajemen tingkat rendah, dan
diteruskan kepada bawahan;

- Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari bawahan dan ditujukan
kepada atasan menurut garis hirarki dalam organisasi. Pejabat dari setiap tingkat
hirarki bertindak sebagai penyaring informasi yang disalurkan ke atas melalui
pengintegrasian, pembuatan ikhtisar dan ringkasan. Media komunikasi yang
digunakan sama dengan yang dipakai dalam komunikasi ke bawah, serta media
lain seperti hasil survey, pertemuan khusus antara pimpinan dengan para
pekerja, panitia khusus dan sebagainya; dan

-  Komunikasi lateral, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang
menduduki jabatan-jabatan sefingkat dalam struktur organisasi (komunikasi
horizontal) dan antara orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan yang
berbeda tingkatan, tetapi tidak ada hubungan komando langsung(komunikasi
diagonal).

1.2. Kejelasan Komunikasi

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya,
maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga
petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas,
maka para pelaksana akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka
lakukan. Ketidakjelasan pelaksanaan suatu kebijakan juga dapat terjadi, karena ada
pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak menyenangi atau tidak menyetujui
tethadap pelaksanaan suatu kebijakan yang ditetapkan atau dikhawatirkan akan
merugikan atau mengecewakan salah satu pihak,

Ketidakjelasan dalam berkomunikasi, mungkin juga disecbabkan mereka

mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri
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pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda
dengan pandangan atasan mercka atan pandangan-pandangan yang seharusnya
dijadikan acuan.
1.3. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi disini mengandung pengertian bahwa implementasi kebijakan
ingin berjalan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana
dalam memahami secara jelas dan benar terhadap pedoman yang dilaksanakan.
Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dard konsistensi dan
kejelasan perintah-perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah-perintah yang
disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila
perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para
pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, perintah-
perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para
pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas
dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang
diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi
cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu, sumber-sumber merupakan suvatu yang
penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting

meliputi :

2.1. Kecukupan dan kualifikasi

Sumber-sumber yang dimaksud disini adalah sumber daya manusia sebagai
pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang
cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud
sumber daya manusia yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana
yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan
dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak
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fidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki
ketrampilan yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki

ketrampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.2, Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah adanya kewenangan yang dimiliki
oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan.
Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap
pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan
dalam suatu kebijakan.

2.3. Informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan.
Informasi dalam sumber daya adalah adanya informasi yang dimiliki oleh sumber
daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi
untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan
atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk
memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.4. Sarana dan pl"a'sarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan
prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan
dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas
yang ditetapkan. .

3. Sikap

Yang dimaksud dengan sikap disini adalah sikap para pelaksana yang
mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para
pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konseksuensi dalam
implementasi kebijakan. Menurut (Winarno, 2004:142) jika péra pelaksana bersikap
baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan,
kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan
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oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif
para pelaksanzi berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu
kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan tugas
tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan,
namun akan berbeda jika sikap para pelaksana tidak sepakat dalam melihat subtansi
suatu kebijakan.yang berbeda dengan pandangan-pandangan mereka. Di samping
itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari damppak dari suatu kebijakan
dengan melihat secara selektif persyaratan-persyaratan, atau mengabaikan beberapa

persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan.
Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi
untuk kesepakatan kolektif duam rangka memecahkan masalah-masalah sosial
dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan
suatu kebijakan tertentu. ‘

Merurut Edwards III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi, yaitu
prosedur-prosedur kerja baku atau standarc operaling procedures (SOP) dan
fragmentasi. Standard operating procedures berkembang sebagai ianggapan
internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta
keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang
komplek dan tersebar luas.

SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebiakan baru yang
membutuhkan cara-cara kerja atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam
cara-cara lazim dari suatu organisasi, semakin besar pula SOP menghambat
implementasi. Namun SOP juga memiliki manfaat, dimana organisasi dengan
prosedur perencanaan yang baik dan kontrof yang sejalan dengan program-program
yang memungkinkan akan lebih dapat menyesuaikan dengan tanggung jawab yang
baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri tersebut.

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascgsayghadds Hithesia




25

Dari keterangan diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya SOP atau
petunjuk pelaksanaan walaupun dibuat secara sedérhana, tidak akan menyulitkan
aparat pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan tanpa mengurangi makna
secara keseluruhan.

Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi
disini adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan fugas yang melibatkan
unit-unit diluar organisasi. Konsekuensi buruk dari fragmentasi birokrasi adalah
uaha untuk menghambat koordinasi. Para birokrat dengan alasan-alasan prioritas
dari organisasinya masing-masing, mendorong para birokrat untuk menghindari
koordiansi dengan organisasi lain, padahal terkadang penyebaran wewenang dan
sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan komplek membutuhkan
koordinasi. Hambatan ini diperburuk oleh struktur pemerintah yang terpecah-pecah,
padahal semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan,
semakin berkurang kemungkinan untuk berhasil.

Dari keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa fragmentasi yang dimaksud
adalah penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa
adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh
dalam melaksanakan suatu kebijakan.
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BAB HI
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Dasar

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan
peelitian yang telah dirumuskan pada Bab 1 dan memperoleh gambaran yang
mendalam tentang objek yang diteliti yaitu bagaimana implementasi kebijakan
sistem pelatihan kerja nasional pada Balai Latihan Kerja-UPTP di lingkungan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produltivitas.

Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan kebijakan dapat
tercapai melalui pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang
telah ditetapkan. Hasil pelaksanaan kebijakan dapat juga disebut dengan kinerja
kebijakan yang dalam penelitian ini ditentukan oleh sejumlah variabel seperti
komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

3.2. Jepis penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian deskriptif.. Menurut Irawan (1999:61) dengan metode deskriptif
memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara
mendalam dan bukan hanya membuat peta umum dari objek penelitian tersebut.

Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang mengambil sample
dari suatu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Setelah
data dan informasi terkumpul kemudian dianalisis untuk pengujuian hipotesa dan
hasilnya dipaparkan secara deskriptif (Riduwan, 2004, 275). Sedangkan menurut
Arikunto (1995:344) metode deskriptif menggambarkan keadaan subjek/objek
penelitian (lembaga, masyarakat,organisasi dll} pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

3.3. Variabel Penelitian

Seperti yang telah diungkapkan dalam Bab II, variabel penelitian dalam
penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards
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IT1, dimana tingkat keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4
{empat) faktor kritis atau variabel. Keempat variabel tersebut adalah komunikasi
(communication), sumber daya (resources), sikap (attitudes) dan struktur birokrasi
{(bureaucratic structure). Keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan
saling berinteraksi satu sama lainnya (Edward III, 1980:10). Keempat variabel
tersebut tidak dapat diukur secara langsung, namun diukur atau diprediksi melalui
variabel-variabel indikatornya. Adapun secara lengkap variabel-veriabel

penelitian beserta indikatornya dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1.
Variabel-variabel penelitian dan indikator-indikatornya
Variabel Indikator
1. Komunikasi 1. Penyaluran komunikasi

2. Kejelasan komunikasi
3. Konsistensi komunikasi
2. Sumber Daya 1. Kecukupan dan kualifikasi

2. Kewenangan

3. Informasi

. 4. Sarana dan prasarana

3. Sikap 1. Kesediaan menerima dan melaksanakan tugas
4. Struktur Birokrasi 1. Petunjuk pelaksanaan

2. penyebaran tanggung jawab

Sumber : Hasil olahan peneliti

3.4. Populasi dan Sampling
3.4.1, Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Balai Latihan Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) pada Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas, Depnakertrans R.I. Jumlah BLK-UPTP yang ada
adalah 11 BLK UPTP (BLKI Banda Aceh, BBLKI Medan, BB2PLDN- Cevest,
B2PLKLN-Bandung, BBLKI Serang, BLKI Semarang, BBLKI Surakarta, BLKI
Samarinda, BBLKI Makassar, BLKI Ternate dan BLKI Sorong).
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3.4.2. Sampling

Penﬁambilan sampel dilakukan terhadap seluruh populasi atau juga disebut
sensus. Hal ini dilakukan karena populasinya sedikit sehingga harus diambil
semua. (Arikunto, 1995:107)

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data daan informasi yang digunakan bersifat kualitatif
dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,
kalimat dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk
angka-angka. Berdasarkan sumber datanya, maka data yang dikumpulkan dalam

penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

3.5.1. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui :

3.5.1.1. Sensus
Sensus dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner (Lampiran 1)
merupakan dafiar yang berisikan suatu rangkaian pertanyaan mengenai
sesuatu hal atau dalam sesuatu bidang. Kuesioner dapat berupa pertanyaan
tertutup, terbuka maupun kombinasi. Dalam penelitian ini kuesioner yang
digunakan bersifat tertutup. Dan setiap pertanyaan disediakan 5 (lima)
alternatif jawaban, untuk dipilih satu jawaban yang paling mendekati

kebenaran.

3.5.1.2, Wawancara

Metode wawancara adalah metode penelitian yang datanya dikumpulkan
melalui wawancara dengan responden (key informan). Metode wawancara
digunakan bila data yang diperlukan sebagian besar atau seluruhnya berada
didalam benak pikiran responden (Irawan, 1999:64). Wawancara dilakukan
oleh responden atau informan untuk memperoleh data/informasi yang terkait
dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, informan dipilih secara
sengaja yaitu yang memiliki kompetensi pengetahuan dibidang yang diteliti.
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Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (lampiran
2) dengan daftar pertanyaan yang telah disusun dan disesuaikan dengan
karakteristik informan masing-masing.

Informan yang menjadi target wawancara adalah :

- Kasubdit Program Pelatihan, Direktorat Stankomproglat Ditjen Binalattas.

- Kasubdit Standarisasi Pelatihan, Direktorat Stankomproglat Ditjen Binalattas

3.5.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari buku, dokumen, artikel, laporan dan
lain sebagainya tenfang sistem pelatihan kerja nasional dan implementasi
kebijakan

3.6. Instrumen penelitian,

Instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner. Dengan
kuesioner diharapkan pendapat atau persepsi dari responden diketahui secara
objektif, Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dikembangkan berdasarkan
indikator-indikator yang berkaitan dengan masing-masing variabel penelitian.
Secara rinci instrumen penelitian diuraikan dalam matriks pengembangan
instrumen yang tcrtuang dalam tabel 3.2.

Jumlah pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan variabel penelitan
adalah sebanyak 30 (tiga puluh) pernyataan. Dimana jumlah pernyataan untuk
masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 9 (sembilan) pernyataan untuk
variabel komunikasi terhadap Sislatkernas, 12 (dua belas) pernyataan untuk
variabel sumber daya terhadap Sislatkernas, 3 (tiga) pernyataan untuk variabel
sikap terhadap Sislatkernas dan 6 (emam) pernyataan untuk variabel struktur
birokrasi terhadap Sislatkernas.

Adapun untuk mengkuantitatifkan pendapat responden adalah dengan
ﬁlenggunakan skala Likert. Menurut Irawan (1999:86) data kualitatif dapat di
kuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk
mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang suatu

kejadian atau gejala sosial.
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Tabel 3,2,
Matriks Pengembangan Instrumen
Variabel Indikator No. Pertanyaan
1. Komunikasi 1. Penyaluran komunikasi 1,11,21
2. Kejelasan komunikasi 2,12,22
3. Konsistensi komunikasi 3,13,23
2. Sumber Daya 1. Kecukupan dan kualifikasi 4,14,24
2. Kewenangan 5,15,25
| 3. Informasi 6, 16,26
4. Sarana dan prasarana 7,17,27
3. Sikap 1. Kesediaan menerima dan melaksa 8,18,28
nakan tugas
4, Struktur Birokrasi | 1. Petunjuk pelaksanaan 9,19,29
2. penyebaran tanggung jawab 10, 20, 30

Sumber : Hasil olahan peneliti

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data diperoleh dari jawaban kuesioner, kemudian diclah melalui tahapan

editing, koding dan disajikan dalam bentuk matriks tabuiasi. Setiap jawaban

kuesioner diberi penilaian (skor) dengan skala yang dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Tabel 3.3.
Skor Jawaban Kuesioner
Jawaban Kesioner Skor
| A 5
B 4
C 3
D 2
E 1

Sumber ; Hasil olahan peneliti
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Tabel 3.3. diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk setiap butir pernyataan yang jawabannya adalah :

e A

+ B

e C

eD

eFE :

Sangat baik/Sangat jelas dan mengerti/Sangat mangarah/Sangat

didukung/ Sangat jelas/Sangat tersedia/Sangat konsisten/Sangat

memadai/Sangat mendukung/Sangat terbanfu/Sangat diakui/Sangat

menjamin/Sangat tegas (diberi skor 5)

Baik  /lelas dan mengerti /Mangaral/  Didukung/ Jelas/
Tersedia/Konsisten  /Memadai/ Mendukung/  Terbantw/
Diakui/Menjamin/Tegas (diberi skor 4)

: Agak baik/Agak jelas dan mengerti/ Agak mangarah/Agak

didukung/ Agak jelas/Agak tersedia/Agak konsisten/Agak
memadai/Agak mendukung/Agak terbantuw/Agak diakui/Agak
menjamin/Agak tegas (diberi skor 3)

Tidak baik/Tidak jelas dan mengerti/Tidak mangarab/Tidak
didukung/ Tidak jelas/Tidak tersedia/Tidak konsisten/Tidak
memadai/Tidak mendukung/Tidak terbantu/Tidak diakui/Tidak
menjamin/Tidak tegas (diberi skor 2) |

Sangat tidak baik/Sangat tidak jlelas dan mengerti/Sangat tidak

. -mangarah/Sangat tidak didukung/ Sangat tidak jelas/Sangat tidak

tersedia/Sangat tidak konsisten/Sangat tidak memadai/Sangat tidak
mendukung/Sangat tidak terbantu/Sangat tidak diakui/Sangat tidak
menjamin/Sangat tidak tegas (diberi skor 1)

Selanjutnya jawaban responden yang sudah diberi skor diolah dengan

menggunakan bantuan perangkat lunak komputer Statistical Package for Social
Sciences (SPSS for Windows versi 15)

3.8. Pengujian Validitas dan Realbilitas Instrumen Penelitian

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan
untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, dan suatu instrumen dikatakan
reliabel jika instrumen tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur objek

yang sama akan menghasilkan data yang sama. Menurut Sugiyono (2003:137)
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dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data,
maka diharapkan hasil penelitian akan valid dan reliabel.

Jika instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk
mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Ini senada dengan dengan
apa yang dikatakan oleh Singarimbun (1981:87), bahwa untuk menjamin mutu
seluruh proses pengumpulan data dalam suatu penelitian diperlukan uji validitas
dan realibilitas terhadap instrumen penelitian yang digunakan. Bila instrumen
penelitian itu telah memenuhi pengujian-pengujian tersebut, maka hasil

pengukuran instrumen akan dapat memberikan informasi yang baik.

3.8.1.Pengujian Validitas Instrumen

Sebelum instrument digunakan untuk penelitian terlebih dahulu harus
dilakukan pilot test (uji coba) untuk mengetahui validitas dan reliabilitas
instrument pada populasi yang mirip dengan populasi sebenarnya. Secara umum
uji validitas adalah untuk melihat apakah butir-butir pernyataan yang
dipergunakan mampu mengukur apa yang ingin diukur.

Validitas alat pengumpul data dapat digolongkan dalam beberapa jenis
yaitu validitas konstruk (comstruct validity), validitas isi (content validity),
validitas ekstemal (external validity), validitas prediksi (predictive validity) dan
validitas rupa (face validity). Namun dalam penelitian ini dibatasi hanya pada
validitas konstruk. Validitas konstruk yaitu uji validitas untuk melihat konsistensi
antara suatu bufir-butir pernyataan dalam suatu kuesioner dengan suatu konstruk
variable yang akan diteliti. Adapun langkah yang ditempuh untuk pengujian ini
adalah:

o Langkah 1: Mendefinisikan konsep operasional yang akan diukur.

¢ Langkah 2: Melakukan uji coba skala pengukur tersebut pada
responden. Responden diminta untuk memberi pendapat pada setiap

butir pertanyaan.

e langkah 3: Menghitung korelasi antara masing-masing pemnyataan

dengan teknik korelasi “product moment™.
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Pengujian uji tersebut dapat menggunakan bantuan perangkat lunak
komputer Statistical Package for Social Séiences (SPSS). Jika dari hasil uji
tersebut, diperoleh nilai r hitung lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi
5% dan tampak seluruh butir-butir pemyataan mengelompok pada konstruk yang
diukur, Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan tersebut memiliki
validitas konstruk. Dalam bahasa statistik, artinya terdapat konsistensi internal,
yaitu butir-butir pernyataan mengukur aspek yang sama. Hal ini dimungkinkan
karena pemyataan tersebut disusun dengan kalimat yang baik dan tidak

menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Menurut Riduwan (2004:110), keputusan kevalidan suatu item dapat
diambil dengan memperhatikan kaidah berikut :
o Jika tpinug > tuses berarti valid, dan sebaliknya
o Jika tpinmg < tipe berarti tidak valid

3.8.2. Pengujian Realibilitas Instrumen
Pada penelitian ini pengujian reabilitas instrumen akan dilakukan secara
internal. Dengan cara ini, reabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis-

konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Menurut

Sugiyono (2003:149) pengujian reliabilitas dengan infernal consistency dilakukan - -

dengan cara mencobakan instrumen sekali saja.
- Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menganalis pada pengujian
reliabilitas dengan cara internal ini adalah metoda Alpha Crombach’s. Adapun

rumus yang digunakan adalah :
k 13258
- ()
k-1 Si
dimana,
i) : nilai Alpha Cronbach’s
k : jumlah item pernyataan
Si : varians skor item ke-i
S : varians skor total
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Menurut Riduwan (2004:128) untuk mengetahui reliabilitas maka‘
dilakukan perbandingan antara ril (nilai Alpha Cronbach’s) hasil perhitungan
dengan nilai tabel r Product Moment pada derajat kebebasan dk=n-1 dan
signifikasi level 5 %. Kemudian untuk menentukan keputusan kereliabilan item-
item untuk faktor atau variabel tertentu dalam kuesioner digunakan kaidah sebagai
berikut :

o Jika r); > e berarti reliabel, dan sebaliknya
o Jika 1y < righe berarti tidak reliabel

3.9. Teknik Analisis Data

Untuk menggambarkan tingkat dukungan setiap variabel terhadap
implementasi kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat, maka digunakan parameter skor rata-rata dan skor
relatif dari item-item pernyataan untuk setiap vanabelnya. Kedua parameter
tersebut diperoleh melalui rekapitulasi hasil jawaban responden atas kuesioner
yang diberikan.

Sebagai acuan untuk menginterpretasikan nilai skor réta—rata dan skor
relatif yang diperoleh dari hasil perhitungan dapat digunakan klasifikasi interval
skor (Riduwan, 2004:88). Adapun untuk acuan interpretasi dapat digambarkan
dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Acuan interpretasi
Interval Penilaian
0% < skor <20% Tidak Baik
20% <skor <40% Kurang Baik
40% < skor <60% Cukup Baik
60% < skor <80% Baik
80% < skor <100% Sangat Baik

Sumber : Riduwan (2004)
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Skor relatif merupakan perbandingan antara nilai skor dengan nilai
harapan dan dinyatakan dalam persen. Secara sitematis skor relatif tersebut dapat

dinyatakan dengan rumus berikut.

NS
SR = x 100%
NH
dimana,
SR : skor relatif dalam persen

NS : nilai skor
NH  : nilai harapan

Nilai skor merupakan jumlah dari hasil perkalian antara jumlah item
pemyataan dengan jumlah responden dan skor jawaban riil (nyata). Sedangkan
nilai harapan merupakan jumlah dari hasil perkalian antara jumlah item
pemnyataan dengan jumlah keseluruhan responden (sample) dan skor tertinggi,
yaitu 5.
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BABIV
GAMBARAN UMUM SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

Sistem Pelatihan Kerja Nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 13 tahun 2003 bertujuan untuk peningkatkan pelatihan kerja dalam
rangka pembangunan ketenagakerjaan. Pelatihan kerja diselenggarakan dan
diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk member,
memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja
dan dunia usaha dan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada standar
kompetensi kerja. Standar kompetensi kerja adalah rumusan tentang kemampuan
untuk menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap
mental di tempat kerja, sesuai dengan spesifikasi dan kualifikesi tertentu yang
dipersyaratkan oleh pekerjaan. Standar kompetensi kerja dapat bersifat individual
perusahaan/kelompok perusahaan, dan dapat pula bersifat nasional dalam arti
lintas perusahaan/kelompok perusahaan.

Standar kerja nasional atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi berdasarkan tingkat kesulitan
pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan, SKKNI
dijadikan acuan dalam penyusunan program pelatihan kerja dan penyusunan
materi uji kompetensi. SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha
yang sekurang-kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan dan sikap
kerja.

Guna mendukung mobilitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar
global, maka prioritas untuk dikembangkan adalah SKKNI. Dengan disusun dan
dikembangkannya SKKNI terutama untuk sektor dan bidang yang telah disepakati
oleh negara-negara ASEAN diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat méngisi
pasar kerja global. Oleh karena itu pelatihan kerja harus berbasis pada kompetensi
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kerja dan merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serfa
mengembangkan karir tenaga kerja. |

Sitlatkernas juga bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan, pembinaan dan pengedalian pelatihan kerja serta
mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya
pelatihan kerja. Pelatihan kerja disini berorientasi pada kebutuhan pasar dan
pengembangan sumber daya manusia dan berbasis pada kompetensi kerja.
Dikarenakan berbasis pasar, maka tanggung jawab ini dibebankan pada dunia
usaha, pemerintah dan masyarakat.

Program pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi disusun
berdasarkan standar kompetensi kerja nasional, standar internasional dan standar
industri. Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak
berjenjang, namun tetap mengacu pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (gambar 4.1). kerangka Kualifikasi nasional Indonesia ditetapkan oleh
Peraturan Presiden. Namun Peraturan Presiden yang mengatur tentang KKNI
belum diterbitkan hingga sekarang.

Gambar 4.1.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

.- KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL ~
: AN L PE AT AR EROES]
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Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan yang relevan,
efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi kerja. Dalam
menyelenggarakan suatu pelatihan harus didukung dengan sarana dan prasarana
yang memenuhi syarat untuk menjamin tercapainya standar kompetensi.
Penyediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang mutlak dalam pelatihan
berbasis kompetensi.

Ditjen Binalattas dalam hal ini mengupayakan agar BLK-UPTP tersedia
sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelatihan berbasis
kompetensi. Untuk itu Ditjen Binalattas mengeluarkan suate program yang
disebut dengan “Revitalisasi BLK”. Revitalisasi BLK ini di harapkan untuk
penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelatihan yang berorientasi pada
kebutuhan pasar kerja. Revitalisasi BLK juga mengupayakan agar sarana dan
prasarana pada setiap kejuruan di BLK UPTP untuk dapat menjadi Tempat Uji
Kompetensi (TUK). Hal ini menjadi prioritas Ditjen Binalattas agar peserta
pelatihan dan masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi tidak perlu ke
kota-kota besar, cukup di kejuruan-kejuruan yang ada BLK UPTP yang dianggap
memenuhi syarat dalam melaksanakan Tempat Uji Kompetensi.

Dalam menyelenggarakan pelatihan keija di kejuruan-kejuruan yang ada
di BLK UPTP, maka harus didukung oleh tenaga kepelatihan yang memenuhi
persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Kualifikasi
kompetensi tenaga kepelatihan mencakup kompetensi feknis, pengetahuan dan
sikap kerja.

Pelatihan kerja dapat juga diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah atau lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki izin dari instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pelatihan kerja swasta juga
diharuskan menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Ini dikarenakan
manfaat yang diterima jika lembaga pelatihan kerja swasta memasukan program
pelatihan berbasis kompetensi dalam penyelenggaraannya. Pelatihan berbasis
kompetensi berbeda dengan pelatthan yang bersifat konvensional, salah satu
indikatornya adalah output pelatihan yaitu peserta pelatihan lebih banyak terserap
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didunia kerja apabila telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dibandingkan
peserta pelatihan dengan metode konvensional.

Dalam menyelenggarakan pelatihan, peserta pelatihan yang telah
menyelesaikan program pelatihan, berhak mendapat sertifikat pelatihan dan/atau
sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga
pelatihan kerja kepada peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan
program pelatihan kerja yang diikuti. Sedangkan sertifikat komptensi kerja
diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada lulusan pelatihan
dan/atau masyarakat yang telah lulus uji kompetensi..

Pembinaan Sislatkernas diarahkan untuk meningkatkan relevansi, kualitas
dan efisiensi pelatihan kerja serta standarisasi sertifikasi kompetensi kerja.
Pembinaan umum terhadap sislatkernas dilakukan oleh instansi pemerintah yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan, sedangkan pembinaan teknis
terhadap pelaksanaan Sislatkernas dimasing-masing sektor dilakukan oleh instansi
pemerintah yang membidangi sektor yang bersangkutan, Pelaksanaan sislatkernas
di daerah di serahkan kepada pemerintah daerah untuk bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan Sislatkernas didaerahnya sesuai dengan tugas dan
wewenang penyelenggaraan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dari pemyataan diatas diketahui bahwa paradigma baru peningkatan
kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi
kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga
yang independen. Standar kompetensi kerja perlu disusun dan dikembangkan
diberbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu kepada kebutuhan industri
atau perusahaan. Hal ini penting, agar standar kompetensi kerja dapat diterima di
dalam dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud diatas akan menjadi acvan
dalam mengembangkan program pelatihan, Untuk keperluan pengembangan
pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan
keseluruhan unsurnya dalam suatu kesatuan sistem pelatihan berbasis kompetensi.
Untuk mengetahui sejauh mana lulusan pelatthan telah memenuhi standar
kompetensi yang ditetapkan, perlu dilakukan sertifikasi kompetensi melalui uji

kompetensi.
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Sertifikasi kompetensi tersebut diatas dilakukan oleh lembaga sertifikasi
korﬁpetensi yang independen. Hal ini penting, agar tidak terjadi konflilk
kepentingan antara penyelenggaraan pelatihan sebagai produsen dan lembaga
sertifikasi sebagai penjamin mutu lulusan.

Ketiga pilar pengembangan kualitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud
diatas, perlu disinergikan kedalam suatu sistem pelatihan kerja nasional
(Sislatkernas). Adapun Sistem Pelatihan Kerja Nasional dapat digambarkan
sebagai berikut (Gambar 4.2) :

Gambar 4.2.
Sistem Pelatihan Kerja Nasional

SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

PROGRAM PELATIHAN | -
Berbasis Kompetensi . [} =

° Berjenjang/TOK . I /°
Demand Driven ! ILUSAN b
Institutional/ LILUS '
Pemagangah ] !

R TECS RS
. ANGEATSNKERIA ‘

",

HaExmremin

Ul LEMBAGA PELATIHAN KERIA -

) AKREDITASI

Sistem pelatihan kerja nasional merupakan panduan arah kebijakan umum
bagi terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistematis dan sinergis dalam
penyelenggaraan  pelatthan  diberbagai bidang, sektor, instansi dan
penyelenggaraan pelatthan dalam melakukan kegiatannya sehingga tujuan

pelatihan nasional dapat dicapai secara efisien dan efektif.
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Dengan terselenggaranya Sistem Pelatihan Kerja Nasional diharapkan
dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing dengan

tenaga kerja negara lain dalam rangka memenuhi pasar kerja untuk tingkat
regional maupun global.

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pas‘iﬁﬁfmﬁﬂ’lﬁ%%esia




BAB YV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai implementasi kebijakan Sistem
Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
(BLK-UPTP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas. Analisis disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan
pengolahan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara kepada
informan serta berbagai tulisan yang terkait dengan kebijakan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional.

Analisis implementasi kebijakan sistem pelatihan kerja nasional
(sislatkernas) dilakukan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan
oleh George C. Edward 1II. Adapun dalam hal ini yang akan dianalisis adalah
implementasi kebijakan sislatkernas di BLK — UPTP di lingkungan Ditjen

Binalattas dan upaya-upaya mempercepat implementasi tersebut.

5.1. Hasil Pengujian Instrumen

Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian terlebih dahulu harus
didilakukan uji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilifas instrumen.
Populasi yang dijadikan sampel adalah 10 responden. Adapun hasil pengujian
validitas dan reliabilitas instrumen terhadap setiap item pernyataan berkenaan
dengan variabel yang dijelaskan dalam Edward III, yakni komunikasi, sumber
daya, sikap dan struktur birokrasi, dihasilkan seperti yang tertera dibawah ini,

5.1.1. Hasil Pengujian Validitas Instrumen

Dari hasil pengujian, didapatkan hasil bahwa setiap item pernyataan dari
setiap variabel mempunyai t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa setiap item atau butir pernyataan dari instrumen adalah
valid (Jampiran 3)
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5.1.2. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Hasil pengujian reliabilitas dengan jumlah 10 responden dan derajat
kebebasan dk=1 serta taraf signifikasi 5%, maka diperoleh r tabel adalah 0,666.
Sedangkan dari hasil pengujian reliabilitas, didapatkan hasil bahwa variabel-
variabel yang dijelaskan dalam implementasi dari Edward III, masing-masing
lebih besar dari nilai tabel r Product Moment. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa keseluruhan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah

reliabel.(lampiran 4)

5.2. Deskripsi Setiap Variabel terhadap Pelaksanaan Kebijakan Sislatkernas

Dibawah ini divraikan hasil analisis data terhadap data yang diperoleh dari
hasi! kuesioner yang disebar kepada responden. Rekapitulasi data hasil kuesioner
tercanfum dalam lampiran 3. Teknik analisis data yang digunakan adalah yang
tercantum dalam bab III. Dengan teknis analisis tersebut, maka diuraikan
gambaran tingkat dukungan setiap variabel yang dikemukakan oleh Edward C.
George III yakni komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi terhadap
implementasi kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
pelatihan dan Produktivitas

5.2.1. Variabel Komunikasi

Pengaruh variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan
Sislatkernas (tabel 3.2) yang diteliti melalui kuesioner yang berisi pernyataan-
pernyataan yang berkenaan dengan indikator-indikator dari variabel komunikasi
(penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi) yang
dikemukakan oleh Edward C. George Il dengan tiga pilar utama dalam
Sislatkernas (standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi dan
sertifikasi kompetensi).

Adapun masing-masing pernyataan yang berkenaan dengan indikator-
indikator dari variabel komunikasi terhadap tiga pilar utama Sislatkernas dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
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5.2.1.1. Variabel Komunikasi tentang Standar Kompetensi Kerja

1) Pernyataan nomer 1.

Apakah menurut anda, penyaluran komunikasi dari Ditjen Binalattas tentang
penyelenggaraan pelatihan harus selalu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
sudah baik dilaksanakan?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat baik, 9 orang (81,82%) menjawab baik, 1 orang (9,09%) menjawab agak
baik dan tidak ada seorang pun {0,00%) yang menjawab tidak baik dan sangat
tidak baik (tabel 5.1).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab baik tentang penvaluran komunikasi dari Ditjen Binalattas tentang
penyelenggaraan pelatihan harus selalu berdasarkan Standar Kompetensi Kerja
Standar Kompetensi Kerja merupakan hal vang sangat pokok dalam menyusun
program pelatihan berbasis kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan ini adalah 44
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 80,00%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa penyaluran informasi oleh Ditjen Binalattas tentang

Standar Kompetensi Kerja sudah terlaksana dengan baik.

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 1
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat Baik 5 1 9,09 % 5
Baik 4 9 81,82 % 36

Agak Baik 3 1 9,09 % 3
Tidak Baik 2 0 0% 0
Sangat Tidak Baik 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 44

Sumber : hasil olahan peneliti
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2) Pernyataan nomer 2.
Apakah menurut anda, informasi ydng anda terima dari Ditjen Binalaitas
mengenai Standar Kompetensi Kerja sudah cukup jelas dan cukup dimengerti?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pemyataan ini adalah sebagai berikut : 4 orang (36,36 %)
menjawab sangat jelas dan sangat dimengerti, 7 orang (63,64 %) menjawab jelas
dan dimengerti, dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab agak jelas dan
agak dimengerti, tidak jelas dan tidak dimengerti serta sangat tidak jelas dan tidak
dimengerti (tabel 5.2). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih
dominan menjawab jelas dan sangat dimengerti tentang informasi yang diterima
dari Ditjen Binalattas mengenai Standar Kompetensi Kerja.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 2 adalah 48
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
permnyataan ini adalah 87,27 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa informasi yang diterima dan Ditjen Binalattas mengenai

Standar Kompetensi Kerja sudah terlaksana dengan sangat baik.

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 2

Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Si(or

Sangat jelas dan sangat dimengerti 5 4 9,09 % 20

Jelas dan dimengerti 4 7 | 81,82% | 28

Agak jelas dan agak dimengerti 3 0 0% 0

Tidak jelas dan tidak dimengerti 2 0 0% 0

Sangat tidak jelas dan tidak dimengerti 1 0 0% 0

Jumlah 11 100 % 48

Sumber : hasil olahan peneliti
3) Pernyataan nomer 3

Apakah Standar Kompetensi Kerja sudah mengarah kepada persepsi yang sama

untuk dapat dilaksanakan dalam Sistem Pelatihan Kerja Nasional?
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Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 2 orang (18,18 %)
menjawab sangat baik, 7 orang (63,64 %) menjawab baik, 2 orang (18,18 %)
menjawab agak baik dan tidak ada seorang pun (0.00%) yang menjawab tidak
baik dan sangat tidak baik (tabel 5.3).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab baik tentang Standar Kompetensi Kerja sudah mengarah kepada
persepsi yang sama untuk dapat dilaksanakan dalam Sistem Pelatihan Kerja
Nasional.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan ini adalah 44
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 80,00%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa Standar Kompetensi Kerja sudah mengarah kepada
persepsi yang sama untuk dapat dilaksanakan dalam Sistem Pelatihan Kerja

Nasional sudah terlaksana dengan baik.

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 3
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat Baik 5 2 18,18 % 10
Baik 4 7 63,64 % 28
Agak Baik 3 2 18,18 % 6
Tidak Baik 2 0 0 % 0
Sangat Tidak Baik 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 44

Sumber : hasil olahan peneliti

Resume Hasi! Penelitian Variabel Komunikasi tentang Standar Kompetensi
Kerja

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel komunikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja dapat di tunjukkan

pada tabel 5.4 dan gambar 5.1. Jumlah item pertanyaan pada variabel komunikasi
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terhadap standar kompetensi ketja adalah 3 pernyataan, sehingga skor terendah
yang diperoleh adalah 3 (3 x 1) dan skor tertinggi adalah 15 (3 x 5). Bila interval
skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel pedoman,
tabel 5.5. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk menggambarkan
tingkat dukungan variabe! komunikasi tentang standar kompetensi kerja.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel komunikasi tentang standar kompetensi
kerja yang tercantum dalam tabel 5.6., maka diperoleh nilai harapan, nilai skor,

skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan 0 165

b. nilai skor 1 136

c. nilai rata-rata 9

d. skor relatif 182,42 %

Tabel 5.4.
Resume hasil penelitian Variabel Komunikasi tentang Standar Kompetensi Kerja
Pemyataan Skor Relatif (%) Kategori

Pernyataan nomor 1 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 2 82,27 % Sangat baik
Pernyataan nomor 3 80,00 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tabel 5.5
Pedoman Interpretasi variabel komunikasi tentang standar kompetensi kerja
Interval o
Skor relatif Skor rata-rata Penilaian
0 % <skor<20% 3,0<skor<54 Tidak baik

20 % <skor <40 % 54 <skor<738 Kurang baik

40 % < skor <60 % 7,8 <skor £10,2 Cukup baik

60 % <skor <80 % 10,2 <skor £ 12,6 Baik

80 % < skor < 100 % 12,6 <skor<15 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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tabel 5.6
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel komunikasi

Tentang Standar Kompetensi Kerja

No. Pilihan jawaban Jumiah Skor jawaban
Petanyaan | A | B | C [ D | E {Reponden | A | B | C | D E
11911 [0]0 1 5136 | 3 0 0
2 4 | 710 (101}0 11 20 |28 | 0 0 0
21712 ]|0/|0 11 1012816 O 0
Jumlah | 7 | 23| 3 |0 O 35192 9| 0O 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Gambear 5.1.
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pernyataan

variabel komunikasi tentang standar kompetensi kerja

60 1 55 55 55

48
50 T 44 44

40 -

30 ' = —

20 i L

10 _ . I

0 . R
nomaor 1 nomeor 2 nomor 3

0O persepsi 44 48 44
G harapan 55 58 55

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.5 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel komunikasi tentang
standar kompetensi kerja, maka nilai skor rata-rata 9 atau skor relatif
82,42 Y%emenunjukkan secara umum komunikasi tentang standar kompetensi kerja
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antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat dikategorikan sangat
baik |

Ditjen Binalattas yang bertanggung jawab dibidang pelatihan dan
produktivitas di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk
menjalin komunikasi dengan baik dengan penyelenggara pelatihan dalam rangka
menetapkan bahwa setiap pelatihan kerja harus menggunakan Standar
Kompetensi Kerja di BLK UPTP.

Upaya-upaya tersebut seperti yang digariskan dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 pasal 10 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun
2006 pasal 8, sehingga sebagai pembina BLK UPTP mewajibkan agar setiap
program pelatihan yang diselenggarakan di BLK UPTP harus selalu mengacu
pada Standar Kompetensi Kerja.

5.2.1.2. Variabel Komunikasi tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi

4) Permyataan nomer 11

Menurut pendapat anda, penyaluran informasi dari Ditjen Binalattas tentang
Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,02 %) menjawab
sangat baik, 6 orang (54,55 %) menjawab baik, 4 orang (36,36 %) menj a\;v'(‘lb agak
baik dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab tidak baik dan sangat
tidak baik (tabel 5.7). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih
dominan menjawab baik tentang penyaluran informasi dari Ditjen Binalattas
tenitang Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 41
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 74,55 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa penyaluran informasi dari Ditjen Binalattas tentang

Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah terlaksana dengan baik.
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Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 11
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat Baik 5 1 9,09 % 5
Baik 4 6 54,55 % 24
Agak Baik 3 4 36,36 % 12
Tidak Baik 2 0 0% ¢
Sangat Tidak Baik 1 0 0%

Jumlah 11 100 % 41

Sumber : hasil olahan peneliti

5) Pernyataan nomer 12
Menurut anda, apakah kejelasan informasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi sudah dapat dipahami dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09 %) menjawab
sangat baik, 9 orang (81,82 %) menjawab baik, 1 orang (36,36 %) menjawab agak
baik dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab tidak baik dan sangat
tidak baik (tabel 5.8). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih
dominan menjawab baik dari pernyataan tentang kejelasan informasi tentang

Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah dapat dipahami dengan baik.

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 12
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat Baik 5 1 9,09 % 5

Baik 4 9 81,82 % 36

Agak Baik 3 1 9,09 % 3

Tidak Baik 2 0 0% 0

Sangat Tidak Baik 1 0 0% 0

Jumlah 11 100 % 44

Sumber : hasil olahan peneliti
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Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 44
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 80,00 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa kejelasan informasi tentang Pelatihan Berbasis

Kompetensi sudah dapat dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

6) Pernyataan nomer 13
Apakah menurut anda, Pelatihan Berbasis Kompeftensi sudah dapat dilaksanakan
secara konsisten di Balai Latihan Kerja UPTP?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 6 orang (81,82 %)
menjawab baik, 5 orang (36,36 %) menjawab agak baik dan tidak ada seorang pun
(0,00%) yang menjawab sangat konsisten, tidak konsisten dan sangat tidak
konsisten (tabel 5.9). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih
dominan menjawab konsisten dari pernyataan tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi sudah dapat dilaksanakan secara konsisten di Balai Latihan Kerja
UPTP.

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 13
Klasifikasi Jawaban Babot Nilai Frekuenst Skor

Sangat konsisten 5 0 0,00 % 0
Konsisten 4 6 54,55 % 24
Agak konsisten 3 5 45,45 % 15
Tidak konsisten 2 0 0% 0
Sangat Tidak konsisten 1 0 0% 0
Jumnlah 11 100 % 39

Sumber : hasil olahan peneliti
Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan ini adalah 39

sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 70,91 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
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diintepretasikan bahwa Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah dapat dilaksanakan
~ di BLK UPTP dalam kategori baik.

Resume Hasil Penelitian Variabel Komunikasi tentang Pelatithan Berbasis
Kompetensi

Jawaban responden atas pernyataan-pemnyataan yang berkenaan dengan
variabel komunikasi tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat di tunjukkan
pada tabel 5.10 dan gambar 5.2. Jumlah item pertanyaan pada variabel
komunikasi terhadap staridar kompetensi kerja adalah 3 pernyataan, sehingga skor -
terendah yang diperoleh adalah 3 (3 x 1) dan skor tertinggi adalah 15 (3 x 5). Bila
interval skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel
pedoman, tabel 5.11. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk
menggambarkan tingkat dukungan variabel komunikasi tentang Pelatihan

Berbasis Kompetensi.

Tabel 5.10.
Resume hasil penelitian Variabel Komunikasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi _

Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pernyataan nomori1 - 74,55 % Baik
Pernyataan nomor 12 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 13 70,19 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti
Tabel 5.11
Pedoman Interpretasi variabel komunikasi tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi
Interval o
Skor relatif Skor rata-rata Penilaian
0% <skor<20% 3,0<skor<54 Tidak baik

20 % <skor <40 % 5,4 <skor<7,8 Kurang baik

40 % <skor <60 % 7,8 <skor 10,2 Cukup baik

60 % < skor < 80 % 10,2 <skor< 12,6 Baik

80 % < skor <100 % 12,6 <skor <15 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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tabel 5.12
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel komunikasi

Tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan [ A | B | C [ D | E |[Reponden { A | B | C | D E
11 It 6} 4 |0]0 11 512412 0 0
12 1 (9] 111¢1]0 11 5 (3] 3 0 0
13 0| 6| 51010 11 0 (24115 ¢© 0
Jumlah | 2 (21|10 [ 0| O 10 (84|30 O 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Gambar 5.2
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pemyataan

variabel komunikasi tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi
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{1 harapan 55 55 55

Sumber ; hasil olahan peneliti

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel komunikasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang tercantum dalam tabel 5.12., maka diperoleh nilai harapan, nilai
skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :
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a. nilai harapan : 165

b. nilai skor 1124

c. nilai rata-rata Y

d. skor relatif 175,15 %

Dengan memperhatikan tabel 5.11 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel komunikasi tentang
Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 9 atau skor relatif
75,15 %menunjukkan secara umum komunikasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat
dikategorikan baik

Ditjen Binalattas yang bertanggung jawab dibidang pelatihan dan
produktivitas di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk
menjalin komunikasi dengan baik dengan penyelenggara pelatihan dalam rangka
menetapkan bahwa setiap pelatihan harus berdasarkan standar kompetensi. Hal ini
seperti yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 10
ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 pasal 9.

Pelatihan berbasis kompetensi diantaranya adalah pelatihan kerja dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, praktis, ada kepastian pengakuan bagi
peserta pelatihan dari dunia usaha sebagai pengguna jasa. pelatihan berbasis
kompetensi ini berorientasi dengan dunia kerja, dimana program dan materinya
merupakan turupan dari  Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang
ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pihak terkait dan disyahkan melalui
Keputusan Menakertrans , dengan demikian maka diharapkan lulusan (output)
pelatihan ini dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.Upaya-upaya tersebut seperti
yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 10 ayat (2)
dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2006 pasal 8, sehingga sebagai pembina
BLK UPTP mewajibkan agar setiap program pelatihan yang diselenggarakan di
BLK UPTP harus selalu mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.
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5.2.1.3. Variabel Komunikasi terhadap Sertifikasi Kompetensi

7) Pernyataan nomer 21

Apakah saudara/i mengerti informasi dari Ditjen Binalattas tentang sertifikasi
kompetensi dan para peserta pelatihan sudah mulai dikenalkan dalam proses
pembelajaran pelatihan?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09 %) menjawab
sangat mengerti dan sudah dilaksanakan, 5 orang (45,45 %) menjawab mengerti
dan dilaksanakan, S orang (45,45 %) menjawab agak mengerti dan dilaksanakan
dan agak dilaksanakan serta tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab tidak
mengerti dan tidak dilaksanakan, sangat tidak mengerti dan tidak dilaksanakan
(tabel 5.13). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut tidak ada yang dominan
dalam pernyataan diatas. Responden menjawab mengerti dan agak mengerti
mengenai informasi tentang sertifikasi kompetensi dan peserta pelatihan sudah
mulai dikenalkan dalam proses pembelajaran pelatihan.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 40
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu § x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 72,73 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat

diintepretasikan bahwa Para Kepala BLK UPTP mengerti akan informasi yang
| disampaikan oleh Ditjen Binalattas dalam hal sertifikasi kompetensi dan mulai
diperkenalkan dalam proses pembelajaran pelatihan dan hal ini masuk dalam

penilaian baik..

Tabel 5.13
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 21
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat mengerti 5 1 9,09 % 5
Mengerti 4 5 45,55 % 20
Agak mengerti 3 5 |4555% 15
Tidak mengerti 2 0 0%

Sangat Tidak mengerti 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 40

Sumber : hasil olahan peneliti
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8) Pernyataan nomer 22

Sertifikasi Kompetensi harus dilakukan melalui uji kompetensi oleh lembaga yang
independen. Apakah kejelasan informasi petunjuk pelaksanaan dalam uji
kompetensi sudah diketahui dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 3 orang (27,27 %)
menjawab sangat baik, 7 orang (63,64 %) menjawab baik, 1 orang (9,09 %)
menjawab tidak baik dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab agak
baik dan sangat tidak baik (tabel 5.14). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut
pernyataan yang paling dominan adalah baik. Dari pernyataan kejelasan informasi

mengenai petunjuk pelaksanaan uji kompetensi sudah diketahui dengan baik.

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 22
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat baik 5 3 [27271%| 15
baik 4 7 63,64 % 28

Agak baik 3 0 0% 0
Tidak baik 2 1 9,03 % 2

Sangat Tidak baik 1 0 0%

Jumlah 11 100 % 45

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 45
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (vaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 81,82 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa kejelasan informasi mengenai petunjuk pelaksanaan uji

kompetensi dengan penilaian sangat baik.
9) Pernyataan nomer 23

Menurut pendapat anda, hasil dari sertifikasi kompetensi sudah dapat diakui

dalam menjamin mutu lulusan?
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Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 0 orang (0 %) menjawab
sangat diakui, 4 orang (36,36 %) menjawab diakui, 7 orang (63,64 %) menjawab
agak diakui, 0 orang (0 %) menjawab tidak diakui dan sangat tidak diakui. (tabel
5.15). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut permnyataan yang dominan
adalah agak diakui.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 37
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu S x 11), maka skor relatif untuk item
pemyataan ini adalah 67,27 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa Sertifikasi kompetensi sudah dapat diakui dalam

menjamin lulusan dalam penilaian baik.

Tabel 5.15
Distribust Frekt}ensi jawaban responden atas pernyataan nomeor 23
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat diakui 5 0 0 % 0
Diakui 4 4 [3636%| 16
Agak diakui 3 7 63,64 % 21
Tidak diakui 2 2 0%
Sangat Tidak diakui 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 37

Sumber : hasil olahan peneliti

Resume Hasil Penelitian Variabel Komunikasi terhadap Sertifikasi
Kompetensi

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabe] komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi dapat di tunjukkan pada tabel
5.16 dan gambar 5.3. Jumlah item pertanyaan pada variabel komunikasi terhadap
standar kompetensi kerja adalah 3 pernyataan, sehingga skor terendah yang
diperoleh adalah 3 (3 x 1) dan skor tertinggi adalah 15 (3 x 5). Bila interval skor
disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel pedoman, tabel
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5.17 yang digunakan sebagai acuan operasional untuk menggambarkan tingkat

dukungan variabel komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi.

Tabel 5.16.
Resume hasil penelitian Variabel Komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pemyataan nomorl | 72,73 % Baik
Pernyataan nomor 12 81,82 % Sangat Baik
Pernyataan nomor 13 67,27 % Baik
Sumber : hasil olahan peneliti
Tabel 5.17
Pedoman Interpretasi variabel komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi
Interval —
Skor relatif Skor rata-rata el
0% <skor<20% 3,0 <skor<5.,4 Tidak baik
20 % < skor <40 % 54 <skor <7.8 Kurang baik
40 % < skor < 60 % 7,8 <skor=<10,2 Cukup baik
60 % < skor < 80 % 10,2 <skor 12,6 Baik
80 % < skor < 100 % 12,6 <skor <15 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

tabel 5.18
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel komunikasi

Tentang Sertifikasi Kompetensi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A { B | C | D] E |Reponden | A | B | C D E
21 1155 (0]¢0 11 5125|125 0 0
22 31710110 11 15{28 | 0 2 0
23 4 |7 01}1010 11 20 28 0 0
Jumlah g8 119y 5 |1} 0 40 [ 81 |25 2 0

Sumber : hasil olahan peneliti
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Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk wvariabel komunikasi tentang Sertifikasi
Kompetensi yang tercantum dalam tabel 5.18., maka diperoleh nilai harapan, nilai

skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nitai harapan 165

b. nilai skor 1122

c. nilai rata-rata : 9

d. skor relatif 27394 %

Gambar 5.3
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pemyataan

variabel komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi
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Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.17 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel komunikasi tentang
Sertifikasi Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 9 atau skor relatif 73,94 %
menunjukkan secara umum komunikasi tentang Sertifikasi Kompetensi antara
Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat dikategorikan baik

Sertifikasi Kompetensi diberikan setelah dinyatakan lulus melalui uji
kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Ditjen Binalattas sebagal yang
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bertanggung jawab dibidang pelatihan dan produktivitas di Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berupaya agar pelatihan di BLK UPTP sudah mengacu ke
standar komptensi, ini dimaksudkan agar peserta pelatihan yang lulus pelatihan
dapt diteruskan melaksanakan uji kompetensi karena materi yang diujikan tidak

berbeda jauh dengan uji kompetensi.

RESUME HASIL PENELITIAN VARIABEL KOMUNIKASI

Dari hasil skor relatif yang dimiliki dari masing-masing tiga pilar utama
Sislatkernas, maka dapat diperoleh skor relatif (dengan nilai rata-rata 9) Standar
Kompetensi Kerja lebih besar dari skor relatif Pelatihan Berbasis Kompetensi dan
Sertifikasi Kompetensi dengan perbandingan 82,42 % : 75,25 % : 73,94 % dan
dengan dapat dikategori sangat baik, baik dan baik. Jawaban responden atas
pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan variabel komunikasi berdasarkan
Standar Kompetensi Kerja, Pelaihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi
Kompetensi (tiga pilar utama Sislatkemas) dapat di tunjukkan pada tabel 5.19
dibawah ini.

Tabel 5.19
Resume hasil penelitian variabel komunikasi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori

Pernyataan nomor | 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 2 82,27 % Sangat baitk
Pernyataan nomor 3 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 11 74,55 % Baik
Pemyataan nomor 12 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 13 70,19 % Baik
Pernyataan nomor 21 72,73 % Baik
Pernyataan nomor 22 81,82% Sangat baik
Pernyataan nomor 23 67,72 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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Tabel 5.20
Pedoman Interpretasi variabel komunikasi
Interval
Penilaian
Skor relatif Skor rata-rata
0% <skor<20% 9,0 <skor<16,2 Tidak baik

20 % <skor <40 % 16,2 < skor <23,4 Kurang baik
40 % < skor <60 % 23,4 <skor<30,6 Cukup baik
60 % < skor < 80 % 30,6 < skor<37,8 Baik

80 % <skor <100 % 37,8 <skor <45 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

tabel 5.21
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel komunikasi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan { A | B { C [ D | E | Reponden | A | B [ C D E
1 1 9 1 0{ 0 11 5 ‘36 3 0 0
2 4 17 0100 11 201 281 0 0 0
3 2 | 7 2 10| 0 11 10 ] 28 | 6 0 0
11 1 6 4 0| O 11 5124 1124 0 0
12 1 9 1 6 0 11 51313 0 0
13 0| 6 51010 11 0 ]24)15] 0 0
21 1 5 5 0| 0 11 5125125 0 0
22 3 7 0 1} 0 11 15 28 | O 2 0
23 4 | 7 0 100 11 201 281 0 0 0
Jumlah | 17|63 18| 1| 0 85 |257|64| 2 | 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah item pernyataan pada variabel komunikasi terhadap 3 pilar utama
Sislatkernas berjumlah 9 pernyataan. Skor terendah adalah 9 (9 x 1) dan skor
tertinggi adalah 45 (9 x 5). Bila interval skor disesuaikan dengan tabel 3.4, maka
dapat diperoleh sebuah pedoman yang dapat dijabarkan di tabel 5.20 yang

dijadikan acuan dapat menggambarkan tingkat dukungan variabel komunikasi.
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Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada rekapitulasi data
kuesioner untuk variabel komunikasi terhadap 3 pilar Sislatkernas, yang
tergambar dalam tabel 5.21 dan gambar 5.4, maka dapat diperoleh nilai harapan,

nilai skor, skor rata-rata dan skor relatif sebagai berikut :

a. nilai harapan : 495

b. nilai skor : 382

c. skor rata-rata 126

d. skor relatif : 77,17 %

Gambar 5.4
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap

pernyataan-pernyataan variabel komunikasi
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Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.19 sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel komunikasi, maka
nilai skor rata-rata 27,02 atau skor relatif 77,17 % menunjukkan bahwa secara
umum komunikasi yang dijalin antara Ditjen Binalattas dengan Kepala Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat mengenai implementasi Sislatkernas
dapat dikategorikan baik.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang
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pembinaan pelatihan dan produktivitas (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Tranmigrasi No.05/Men/IV/2007 tanggal 5 April 2007 tentang organisasi dan tata
kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) berupaya mendorong agar
Sislatkernas dapat berjalan di BLK UPTP. Upaya-upaya yang dilakukan Ditjen
Binalattas dengan menyiapkan rumusan kebijakan dalam pelatihan kerja guna
mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka
meningkatkan kualitas tenaga kerja seperti yang ingin dicapai dalam Sislatkernas.

Komunikasi merupakan faktor salah satu variabel yang penting dalam
pelaksanaan suatu kebijakan. Bila komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka
dapat dipastikan implementasi yang akan dijalankan tidak dapat berjalan dengan
yang diharapkan.

Komunikasi yang dijalin dengan Kepala BLK UPTP di lakukan dalam
rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun dalam kunjungan kerja di BLK UPTP.
{sumber ; informan 1). Komunikasi ini dapat dijalin dengan sangat baik
dikerenakan BLK-UPTP masih dibawah koordinasi Ditjen Binalattas, sehingga
dalam melaksanakan suatu kebijakan dibidang pelatihan kerja maka BLK-UPTP-
lah yang pertama sebagai pelaksana kebijakan tersebut dan merupakan
kepanjangan tangan dari pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

5.2.2. Variabel Sumber Daya

Pengaruh variabel Sumber daya terhadap implementasi kebijakan
Sislatkernas (tabel 3.2) yang diteliti melalui kuesioner yang berisi pernyataan-
pernyataan yang berkenaan dengan indikator-indikator dari variabel Sumber dava
(kualifikasi dan kualifikasi, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana)
yang dikemukakan oleh Edward C. George IIT dengan tiga pilar utama dalam
Sislatkernas (standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis- kompetensi dan
sertifikasi kompetenst).

Adapun masing-masing pernyataan yang berkenaan dengan indikator-
indikator dari variabel sumber daya terhadap tiga pilar utama Sislatkernas dapat
dideskripsikan sebagai berikut :
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5.2.2.1. Variabel Sumber daya terhadap Standar Kompetensi Kerja

10) Pernyataan nomer 4.

Menurut anda, dalam menerapkan Standar Kompetensi Kerja dalam proses
pembelajaran pelatihan sudah dapat dimengerti oleh para instruktur?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 6 orang (54,55 %)
menjawab dimengerti, 5 orang (45,45 %) menjawab agak dimengerti dan tidak
ada seorang pun {0,00%) yang menjawab sangat dimengerti, tidak dimengerti dan
sangat tidak dimengerti (tabei 5.22).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab dimengertt tentang penerapkan Standar Kompetensi Kerja dalam
proses pembelajaran pelatihan sudah dapat dimengerti oleh para instruktur.
Standar Kompetensi Kerja merupakan hal yang sangat pokok dalam menyusun
program pelatihan berbasis kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 39
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu § x 11), maka skor relatif untuk item
pemyataan' ini adalah 70,91%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa penerapan Standar Kompetensi Kega dalam proses

pembelajaran pelatihan oleh para instruktur dalam penilaian baik.

Tabel 5.22
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 4

Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat Baik 5 0 0% 0

Baik 4 6 54,55 % 24

Agak Baik 3 5 45,45 % 15

Tidak Baik 2 0 0% 0

Sangat Tidak Baik 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 39

Sumber : hasil olahan peneliti
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11) Pernyataan nomer 5

Dalam melaksanakan program pelatihan, apakah sudah ada kejelasan tentang
kewenangan para instruktur untuk menjalankan Standar Kompetensi Kerja dalam
proses pembelajaran?

Dari data kuesioner byang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 3 orang (27,27%)
menjawab sangat jelas, 4 orang (36,36%) menjawab jelas, 3 orang (27,27%)
menjawab agak jelas, 1 orang (9,09%) menjawab tidak jelas dan tidak ada
(0,00%) yang mecnjawab sangat tidak jelas (tabel 5.23). Maka berdasarkan hasil
penelitian tersebut responden lebih dominan menjawab jelas dalam kewenangan
para instruktur untuk menjalankan Standar Kompetensi Kerja dalam proses
pembelajaran.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 5 adalah 42
sedangkan nilail harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 76,36 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa kewenangan para instruktur untuk menjalankan Standar
Kompetensi Kerja dalam proses pembelajaran sudah terlaksana dengan penilaian
baik.

Tabel 5.23
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 5
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat jelas 5 3 27.27% 15
Jelas 4 4 | 36,36% 16
Agak jelas 3 3 27,27% 9
Tidak jelas 2 1 9,09 % 2
Sangat tidak jelas 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 42

Sumber : hasil olahan peneliti
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12) Pernyataan nomer 6

Dalam melaksanakan Standar Kompetensi Kerja kedalam suatu program
pelatihan , apakah para instruktur sudah mendapatkan informasi yang sangai
Jelas tentang petunjuk yang harus dilaksanakan?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 2 orang (18,18%)
menjawab sangat jelas, 7 orang (63,64%) menjawab jelas, 2 orang (18,18%)
menjawab agak jelas dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak jelas dan sangat
tidak jelas (tabel 5.24). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden
lebih dominan menjawab jelas dalam kewenangan para instruktur untuk

menjalankan Standar Kompetensi Kerja dalam proses pembelajaran.

Tabel 5.24
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 6
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi | Skor
Sangat jelas 5 2 18,18% 10
Jelas ; 4 7 | 63,64% 28
Agak jelas 3 2 18,18%
Tidak jelas 2 0 0%
Sangat tidak jelas 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 44

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumiah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor & adalah 44
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11}, maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 80,00 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa dalam melaksanakan Standar Kompetensi Kerja kedalam
suatu program pelatihan, informasi yang diterima para instruktur sudah dalam

penilaian baik.

13) Pernyataan nomer 7.
Menurut anda, dalam menetapkan Standar Kompetensi Kerja kedalam program
pelatihan apakah sudah cukup tersedia sarana dan prasarana (Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang dibutuhkan?
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Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 4 orang (36,36%)
menjawab tersedia, 7 orang (63,64%) menjawab agak tersedia dan tidak ada
seorang pun (0,00%) yang menjawab sangat tersedia, tidak tersedia dan sangat
tidak tersedia (tabel 5.25). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden
lebih dominan menjawab agak tersedia sarana dan prasarana dalam menetapkan

Standar Kompetensi Kerja kedalam program pelatihan

Tabel 5.25
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 7
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat tersedia 5 0 0% 0
Tersedia 4 4 36,36 % 16
Agak tersedia 3 7 63,64 % 21
Tidak tersedia 2 0 0% 0
Sangat Tidak tersedia 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 37

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan ini adalah 37
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11}, maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 67,27%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa menetapkan Standar Kompetensi Kerja kedalam program
pelatihan, sarana dan prasarana (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

dapat dikatakan dalam penilaian baik.

Resume Hasil Penelitian Variabel Sumber daya tentang Standar Kompetensi
Kerja

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel Sumber daya berdasarkan Standar Kompetensi Kerja dapat di tunjukkan
pada tabel 5.26 dan gambar 5.5. Jumlah jtem pertanyaan pada variabel Sumber
daya terhadap standar kompetensi kerja adalah 4 pernyataan, sehingga skor
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terendah yang diperoleh adalah 4 (4 x 1) dan skor tertinggi adalah 20 (4 x 5). Bila
interval skor disesvaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel
pedoman, tabel 5.27. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk
menggambarkan tingkat dukungan variabel Sumber daya tentang standar
kompetensi kerja.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel Sumber daya tentang standar
kompetensi kerja yang tercantum dalam tabel 5.28., maka diperoleh nilai harapan,

nilai skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan : 220

b. nilat skor : 162

c. nilai rata-rata D12

d. skor relatif :73.64% S

Tabel 5.26
Resume hasil penelitian Variabel Sumber daya tentang Standar Kompetensi Kerja
Pemyataan Skor Relatif (%} Kategori

Pernyataan nomor 4 70,91 % Baik
Pernyataan nomor 5 76,36 % Baik
Pernyataan nomor 6 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 7 67,27 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti
Tabel 5.27

Pedoman Interpretasi variabel Sumber daya tentang standar kompetensi kerja

Interval
Penilaian
Skor relatif Skor rata-rata
0% <skor<20% 4,0 <skor<7,2 Tidak baik
20 % <skor<40 % 7,2 <skor<10,4 Kurang baik
40 % < skor < 60 % 10,4 < skor £ 13,6 Cukup baik
60 % < skor < 80 % 13,6 < skor<16,8 Baik
80 % < skor <100 % 16,8 <skor<20 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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Tentang Standar Kompetensi Kerja
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No. Pilihan jawaban Jumiah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D | E |Reponden | A | B | C | D E
4 0l6 |5 (0|0 11 0 |24|15] 0 0
5 304131430 11 15| 16 2 0
6 51712 (0|0 11 25 | 28 0 0
7 o4} 710|0 11 0 1621 O | ©
Jumlah | 8 |21 | 17 | 1 {0 40 | 84 [ 49 | 2 Q

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.27 diatas sebagai pedoman untuk

menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel Sumber daya

tentang standar kompetensi kerja, maka nilai skor rata-rata 12 atau skor relatif

73,64% menunjukkan secara umum Sumber daya yang dimiiiki Ditjen Binalattas

terhadap standar kompetensi kerja dapat dikategorikan baik

Gambar 5.5.
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pernyataan

variabel Sumber daya tentang standar kompetensi kerja
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Sumber : hasil olahan peneliti
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Sumber daya yang dimiliki Ditjen Binalattas dalam penerapan Standar
Kompetensi Kerja sudah baik, ini dapat dilihat dari kesiapan dan kesanggupan
instruktur dalam menerapkan standar kompetensi dalam setiap program pelatihan
dan sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut sudah difasilitasi
oleh Ditjen Binalattas melalui beberapa keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan hal tersebut. Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah :

e Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  No.
Per.21/MEN/X/2007 tentang Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia

e Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas No.
Kep.297/LATTAS/X11/2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

5.2.2.2. Variabel Sumber daya terhadap Pelatihan Berbasis Kompetensi

14) Pernyataan nomer 14.

Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, menurut pendapat
saudara/i apakah instruktur sudah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap
kerja yang memadai?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat memadai, 4 orang (36,36%) menjawab memadai , 3 orang (27,27%)
menjawab agak memadai dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak memadai
dan sangat tidak memadai (tabel 5.29).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab memadai tentang pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki instruktur
dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 39
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 70,91%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa para instruktur memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja dalam menerapkan pelatihan berbasis kompetensi dalam penilaian
baik.
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Tabel 5.29
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pemyétaan nomor 14
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat memadai 5 1 9,09% 5
Memadai 4 4 36,36 % 16
Agak memadai 3 6 54,55 % 18
Tidak memadai 2 0 0%
Sangat Tidak memadai 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 39

Sumber : hasil olahan peneliti

15) Pernyataan nomer 15

“Dalam melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi, apakah sudah dipahami

dengan baik tugas dan kewenangan masing-masing instruktur?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat

responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab

sangat paham, 6 orang (54,55%) menjawab paham, 4 orang (54,55%) menjawab

agak paham, dan tidak ada (0,00%) vang menjawab tidak paham dan sangat tidak

paham (tabel 5.30). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih

dominan menjawab paham dalam melaksanakan tugas dan kewenangan

kewenangan para instruktur dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.

Tabel 5.30
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 15
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat paham 5 1 9,09% 5
Paham 4 6 | 54,55% 24
Agak paham 3 4 27.27% 12
Tidak paham 2 0 0% 0
Sangat tidak paham 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 41

Sumber : hasil olahan peneliti
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Jumiah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 15 adalah 41
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 74,55 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa para instruktur dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dalam

penilaian baik.

16) Pernyataan nomer 16

Menurut pendapat anda, dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
apakah sudah tersedia informasi (petunjuk, tata cara pelaksanaan) yang dimiliki
oleh setiap pelaksana ?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahni bahwa pendapat
responden atase pemyataan ini adalah sebagai berikut : 3 orang (27,27%)
menjawab sangat tersedia, 6 orang (54,55%) menjawab tersedia, 2 orang (18,18%)
menjawab agak tersedia dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak tersedia dan
sangat tidak tersedia (tabel 5.31). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut
responden lebih dominan menjawab tersedia informasi (petunjuk, tata cara

pelaksanaan) dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Tabel 5.31
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 16
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuenst Skor
Sangat jelas 5 3 18,18% 15
Jelas 4 6 | 63,64% 24
Agak jelas 3 2 18,183% 6
Tidak jelas 2 0 0%
Sangat tidak jelas 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 45

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 16 adalah 45
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaifu 5 x 11), maka skor relatif untuk item

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascaﬁﬁf@&%ft’és%ﬂ%nesia




73

pernyataan ini adalah 81,82 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
informasi (petunjuk, tata cara pelaksanaan) yang dimiliki oleh setiap pelaksana

dalam penilaian baik.

17) Pernyataan nomer 17.
Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, menurut anda, apakah
sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 6 orang (54,55%)
menjawab baik, 3 orang (27,27%) menjawab agak baik dan tidak ada seorang pun
(0,00%) yang menjawab sangat baik, tidak baik dan sangat tidak baik (tabel 5.32).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab baik tentang sarana dan prasarana dalam melaksanakan Pelatihan
Berbasis Kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 39
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 70,91%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pelatihan

Berbasis Kompetensi dalam penilaian baik.

Tabel 5.32
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 17
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat baik 5 0 0% 0
baik 4 6 54,55 % 24
Agak baik 3 5 45,45 % 15
Tidak baik 2 0 0% 0
Sangat Tidak baik 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 39

Sumber : hasil olahan peneliti
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Resume Hasil Penelitian Variabel Sumber daya terhadap Pelatihan Berbasis
Kompetensi '

Jawaban responden atas pemnyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel Sumber daya berdasarkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat di
tunjukkan pada tabel 5.33 dan gambar 5.6. Jumlah item pertanyaan pada variabel
Sumberdaya terhadap standar kompetensi kerja adalah 4 pernyataan, sehingga
skor terendah yang diperoleh adalah 4 (4 x 1) dan skor tertinggi adalah 20 (4 x 5).
Bila interval skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah
tabel pedoman, tabel 5.34. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk
menggambarkan tingkat dukungan variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis
Kompetensi.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis
Kompetensi yang tercantum dalam tabel 5.35, maka diperoleh nilai harapan, nilai

skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan 1220

b. nilai skor : 164

c. nilat rata-rata ;12

d. skor relatif : 74,55 %

Tabel 5.33.
Resume hasil penelitian Variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis Kompetensi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori

Pernyataan nomor 14 70,91 % Baik
Pernyataan nomor 15 74,55 % Baik
Pernyataan nomor 16 81,82 % Sangat Baik
Pernyataan nomor 17 70,91 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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Tabel 5.34
Pedoman Interpretasi variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis Kompetensi
Interval
Penilaian
Skor relatif Skor rata-rata
0% <skor<20% 4,0 <skor<7,2 Tidak baik
20 % <skor=<40 % 7,2 <skor <10,4 Kurang baik
40 % < skor £ 60 % 10,4 <skor<13,6 Cukup baik
60 % < skor <80 % 13,6 <skor < 16,8 Baik
80 % < skor < 100 % 16,8 <skor <20 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tbel 5.35
Rekapitulasi data kuesoiner untuk

variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis Kompetensi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D | E |Reponden | A | B | C | D E
14 1146 |0]0 11 511618 | O 0
15 1164 |[0]|0 11 512412 0 0
1 3162 0|0 11 1512416 | O 0
17 0|65 |]0]0 11 0 |24]15] O 0
Jumlah | § (22|17 {0 O 251 88 |51 0 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.34 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel Sumber daya
tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 12 atau skor
relatif 74,55% menunjukkan secara umum Sumber daya yang dimiliki Ditjen

Binalattas terhadap Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat dikategorikan baik
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Gambar 5.6.

Grafik persepsi dan harapan responden terhadap permnyataan-pernyataan

variabel Sumber daya Pelatihan Berbasis Kompetensi
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Sumber : hasil olahan peneliti

Sumber daya yang dimiliki Ditjen Binalattas dalam penerapan Pelatihan
Berbasis Kompetensi sudah baik, ini dapat dilihat dari kesiapan dan kesanggupan
pera pelaksana yang ada di BLK-UPTP dalam menerapkan pelatihan berbasis
kompetensi dalam setiap penyelenggaraan pelatihan. Penyelenggaraan pelatihan
berbasis kompetensi juga didukung oleh Ditjen Binalattas dalam hal sarana dan
prasarana yang ada di BLK-UPTP dengan program “Revitalisasi BLK”. Program
ini salah satunya bertujuan untuk pengadaan peralatan pelatihan baru yang
disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada.

Ditjen Binalattas juga menerbitkan pedoman-pedoman sebagai petunjuk
pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Adapun pedoman-pedoman tersebut
adalah :

¢ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

No.Kep.162/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan

Berbasis Kompetensi.

e Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

No.Kep.224/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Penyusunan Modul

Pelatihan Berbasis Kompetensi.
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o Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.225/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Program Pelatihan
Berbasis Kompetensi.

¢ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.226/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Format Program

Pelatihan Berbasis Kompetensi.

5.2.2.3. Yariabel Sumber daya terhadap Sertifikasi Kompetensi

18) Pernyataan nomer 24.

Dalam mempersiapkan sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan,
menurul pendapal anda, apakah jumiah dan kualifikasi yang dimiliki aparat
pelaksana di BLK UPTP yang saudara/i pimpin sudah memadai?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 6 orang (54,54,%)
menjawab agak memadai, 5 orang (45,45%) menjawab agak memadai dan tidak
ada (0,00%) yang menjawab sangat memadai, tidak memadai dan sangat tidak
meradai (tabel 5.36). |

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab agak memadai dalam jumlah aparat pelaksana dan memiliki kualifikasi

dalam mempersiapkan sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan.

Tabel 5.36
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 24
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat memadai 5 0 0% 0
Memadai 4 0 0% 0
Agak memadai 3 6 54,55 % 18
Tidak memadai 2 5 45,45 % 10
Sangat Tidak memadai 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 28

Sumber : hasil olahan peneliti
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Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 28
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 50,91%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa aparat pelaksana dan memiliki kualifikasi yang memadai
dalam mempersiapkan sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan dalam

penilaian cukup baik.

19) Pernyataan nomer 25

Menurut pendapat anda, bagaimanakah pembagian kewenangan para pelaksana
dalam menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan sertifikasi kompeitensi
bagi peserta pelatihan sudah berjalan dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai bertkut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat baik, 6 orang (54,55%) menjawab baik, 3 orang (27,27%) menjawab agak
baik, 1 orang menjawab kurang baik (9,09%) dan tidak ada (0,00%) yang
menjawab sangat tidak baik (tabel 5.37). Maka berdasarkan hasil penelitian
tersebut responden lebih dominan menjawab baik dalam pembagian kewenangan
para pelaksana dalam menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan

sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan.

Tabel 5.37
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 25
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat baik 5 1 9,09% 5
Baik 4 6 | 54,55% 24
Agak baik 3 3 27,27%
Tidak baik 2 1 9,09 %
Sangat tidak baik 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 40

Sumber : hasil olahan peneliti
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Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan nomor 25 adalah 40
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 72,73 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa pembagian kewenangan para pelaksana dalam
menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan sertifikasi kompetensi bagi

peserta pelatihan berada dalam kategori penilaian baik.

20) Pernyataan nomer 26
Menurut anda, bagaimanakah informasi yang diberikan pelaksana kepada
peserta dalam mengikuti pelatihan kerja mengarah pada sertifikasi kompetensi ?
Dad data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 2 orang (18,18%)
menjawab sangat baik, 5 orang (45,45%) menjawab baik, 4 orang (36,36%)
menjawab agak baik dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak baik dan sangat
tidak t baik (fabel 5.38). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden
lebih dominan menjawab baik tentang informasi yang diberikan pelaksana kepada

peserta dalam mengikuti pelatihan kerja mengarah pada sertifikasi kompetensi.

Tabel 5.38
Distribust Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 26

Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat jelas S 2 18,18% 10

Jelas 4 5 | 4545% 20

Agak jelas 3 4 | 36,36 % 12

Tidak jelas 2 0 0% 0

Sangat tidak jelas 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 42

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 26 adalah 42
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 76,36 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa informasi yang diberikan pelaksana kepada peserta dalam
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mengikuti pelatihan kerja sudah mengarah pada sertifikasi kompetensi kerja

dalam penilaian baik.

21) Pernyataan nomer 27.
Bagaimanakah sarana dan prasarana yang dimiliki BLK-UPTP untuk sertifikasi
kompetensi, sudah cukup memadai?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai bermkut : 2 orang (18,18%)
menjawab memadai, 6 orang {54,45%) menjawab agak memadai, 3 orang
(27,27%) menjawab tidak memadai dan tidak ada ssorang pun (0,00%) yang
menjawab sangat memadai dan sangat tidak memadai (tabel 5.39).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab agak memadai tentang sarana dan prasarana yang dimiliki BLK-UPTP
untuk sertifikasi kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 32
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pemyataan ini adalah 58,15%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki BLK-UPTP untuk

sertifikasi kompetensi dalam penilaian cakup baik.

Tabel 5.39
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 27
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat baik 5 0 0% 0
baik 4 2 18,18 % 8
Agak baik 3 6 54,55 % 18
Tidak baik 2 3 2727T% 6
Sangat Tidak baik 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 32

Sumber : hasil olahan peneliti
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Resume Hasil Penelitian Variabel Sumber daya terhadap Sertifikasi
Kompetensi

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel Sumber daya terhadap berdasarkan Sertifikasi Kompetensi dapat di
tunjukkan pada tabel 5.40 dan gambar 5.7. Jumlah item pertanyaan pada variabel
Sumber daya terhadap Sertifikasi Kompetensi adalah 4 pernyataan, sehingga skor
terendah yang diperoleh adalah 4 (4 x 1) dan skor tertinggi adalah 20 (4 x 5). Bila
interval skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel
pedoman, tabel 5.41. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk

menggambarkan tingkat dukungan variabel Sumber daya Sertifikasi Kompetensi.

Tabel 5.40
Resume hasil penelitian Variabel Sumber daya terhadap Sertifikasi Kompetensi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pernyataan nomor 24 50,91 % Cukup Baik
Pemyataan nomeor 25 72,73 % Baik
Permyataan nomor 26 76,56 % Baik
Pernyataan nomor 27 58,15 % Cukup Baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tabel 5.41
Pedoman Interpretasi variabel Sumber daya terhadap Sertifikasi Kompetensi
Interval o
Skor relatif Skor rata-rata Penilaian
0% <skor<20% 4,0 <skor<7,2 Tidak baik

20 % <skor<40 % 7,2 <skor 10,4 Kurang baik

40 % < skor <60 % 10,4 <skor<13,6 Cukup baik

60 % <skor <80 % 13,6 <skor<16,8 Baik

80 % <skor <100 % 16,8 <skor <20 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel

rekapitulasi data kuesioner untuk variabel Sumber daya Sertifikasi Kompetensi

yang tercantum dalam tabel 5.42., maka diperoleh nilai harapan, nilai skor, skor

rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan

b. nilai skor

¢. nilai rata-rata

d. skor relatif

1220
1142
12
:64,55%

Tabel 5.42
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel Sumber daya terhadap Sertifikasi
Kompetensi

No. Pilihan jawaban Jumiah Skor jawaban
Peranyaan | A | B | C | D | E | Reponden | A C| D E
24 00 6 |50 11 010 18] 10 0
25 1163 (1]0 11 5 (2419 2 0
26 21514 0] 0 i1 10120 12 0
27 01216 310 11 0| 8 18] 6 6
Jumlah | 3 |13 190 | O 15 15257 18 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.41 diatas sebagai pedoman wuntuk

menginferprefasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel Sumberdaya

Sertifikasi Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 12 atau skor relatif 64,55%

menunjukkan secara umum Sumber daya yang dimiliki Ditjen Binalattas terhadap

Sertifikasi Kompetensi dapat dikategorikan baik
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Gambar 5.7.
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel Sumber daya terhadap Sertifikasi Kompetensi

60

50 —
40

30
20
10

I
LA
SR
T
Lo
53

£,

St b
it By
e

0

nomor 24 nomor 25 nomor 26 nomor 27

O persepsi 28 40 42 32
Q harapan 55 55 55 55

Ditjen Binalattas sebagai pembina BLK-UPTP di lingkungan Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya memaksimalkan peran dan fungsi BLK
sebagai penyelenggara pelatihan yang berbasis kompetensi. Dengan pelatihan
berbasis kompetensi diharapkan peserta pelatihan dapat tersertifikasi sesuai

dengan kompetensi-kompetensi yang didapatkannya melalui pelatihan,

RESUME HASIL PENELITIAN VARIABEL SUMBERDAYA

Dari hasil skor relatif yang dimiliki dari masing-masing tiga pilar utama
Sislatkernas, maka dapat diperoleh skor relatif (dengan nilai rata-rata 12)
Pelatihan Berbasis Kompetensi lebih besar dari skor relatif Standar Kompetensi
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi dengan perbandingan 74,55 % : 73,64% :
64,55% dan dengan dapat dipenilaian baik, baik dan baik.

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel komunikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja, Pelatihan Berbasis
Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (tiga pilar utama Sislatkernas) dapat di
tunjukkan pada tabel 5.43 dibawah ini.
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Tabel 5.43
Resume hasil penelitian variabel Sumberdaya Sislatkernas
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Permnyataan nomor 4 7091 % Baik
Pemyataan nomor 5 76,36 % Baik
Pernyataan nomor 6 80,00 % Baik
Pernyataan nomor 7 67,27 % Baik
Pernyataan nomor 14 70,91 % Baik
Permyataan nomor 15 74,55 % Baik
Pernyataan nomor 16 81,82 % Sangat Baik
Pemyataan nomor 17 70,91 % Baik
Pemyataan nomor 24 50,91 % Cukup Baik
Pernyataan nomor 25 72,73 % Baik
Pernyataan nomor 26 76,36 % Baik
Pemyataan nomor 27 58,15 % Cukup Baik
Sumber : hasil olahan peneliti '
Tabel 5.44
Pedoman Interpretasi variabel Sumber daya
Interval \
Skor relatif Skor rata-rata Sh o
0% <skor <20 % - 12 <skor<21,6 Tidak baik
20 % <skor<40 % 21,6 <skor<31.2 Kurang baik
40 % < skor <60 % 31,2 < skor <40,8 Cukup baik
60 % < skor < 80 % 40,8 < skor < 50,4 Baik
80 % < skor <100 % 50,4 < skor <60 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah item pernyataan pada variabel Sumberdaya terhadap 3 pilar utama
Sislatkernas berjumlah 12 pernyataan. Skor terendah adalah 12 (12 x 1) dan skor
tertinggi adalah 60 (12 x 5). Bila interval skor disesuaikan dengan tabel 3.4, maka
dapat diperoleh sebuah pedoman yang dapat dijabarkan di tabel 5.44 yang
dijadikan acuan dapat menggambarkan tingkat dukungan variabel Sumberdaya.
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Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada rekapitulasi data
kuesioner untuk variabel Sumberdaya terhadap 3 pilar Sislatkernas, yang
tergambar dalam tabel 5.45 dan gambar 5.8, maka dapat diperoleh nilai harapan,

nilai skor, skor rata-rata dan skor relatif sebagai berikut :

a. nilai harapan : 660
b. nilai skor : 481
c. skor rata-rata : 36
d. skor relatif 172,87 %
tabel 5.45
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel Sumber daya
No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C { D { E | Reponden | A | B C D | E
4 0 6 5 010 11 0 {24 15 0 0
5 3 1431|110 11 151 16 210
6 51712 |00 i1 25 | 28 4 0|0
7 0 4 7 0] 0 11 0 16 21 0 0
14 1146 |0]0 11 5116 | 18 | 0[O
15 116 4 0] 0 11 5 |24 12 | 0[O0
16 3162 |0]O0 11 15 | 24 6 00
17 0165 |]0]0 11 01241 15 00
24 0 0 6 510 11 0 0 i8 1104 0
25 1 (6] 3 ]1]0 11 5| 24 9 2|0
26 2 | 51441010 11 10§20 12 | O | O
27 0|2 6 |30 11 0] 8 18 | 6 | O
Jumlah | 16| 56 | 53 [10] 0 80 {224 | 157 | 20| ©

Sumber : hasil olahan peneliti
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Gambar 5.8
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap

pernyataan-pernyataan variabel Sumber daya
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Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.44 sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel sumberdaya, maka
nilai skor rata-rata 36 atau skor relatif 72,87 % menunjukkan bahwa secara umum
sumberdaya Ditjen Binalaftas dengan Kepala Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pusat mengenai implementasi Sislatkernas dapat dikategorikan baik.

Sebagai pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di bidang standarisasi
kompetensi dan program pelatihan, pembinaan instruktur dan tenaga kepelatihan,
lembaga dan sarana pelatihan kerja, pemagangan serta produktivitas (salah satu
fungsi Ditjen Binalattas) berupaya agar tujuan dari Sislatkemas dapat
dilaksanakan di BLK-UPTP.

Sebagai pelaksana kebijakan, Ditjen Binalattas melalui BLK-UPTP
mendorong agar sumber daya-sumber daya yang ada di BLK-UPTP dapat
melaksanakan kebijakan yang ada dalam Sislatkernas, Sumber daya disini antara
lain :

o Kepala BLK-UPTP sebagai top management dari suatu BLK, diharapkan
kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengelola BLK berdasarkan

acuan dari Sislatkernas itu sendiri.
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e Instruktur yang kompeten sebagai salah satu ujung tombak dalam
terselenggaranya pelatihan yang efektif dah efisien.

e Sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan berbasis kompetensi.
Sarana dan prasana disini termasuk modul, program, bahan dan peralatan

pelatihan yang berdasarkan standar kompetensi,

5.2.3. Variabel Sikap

Pengaruh variabel Sikap terhadap implementasi kebijakan Sislatkernas
(tabel 3.2) yang diteliti melalui kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang
berkenaan dengan indikator-indikator dari variabel sikap yang dikemukakan oleh
Edward C. George 1l dengan tiga pilar utama dalam Sislatkernas (standar
kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi) dari
Kepala BLK-UPTP dalam mendukung kebijakan Sislatkernas.

Adapun masing-masing pernyataan yang berkenaan dengan indikator-
indikator dari variabel sikap terhadap tiga pilar utama Sislatkernas dapat
-dideskripsikan sebagai berikut :

5.2.3.1. Variabel Sikap terhadap Standar Kompetensi Kerja

22)Pernyataan ncmer 8.

Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana sikap para instrukiur dalam penerapan
Standar Kompetensi Kerja dalam pelatihan kerja, apakah sudah menerima dan
melaksanakan dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahuwi bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 6 orang (54,55%)
menjawab baik, 5 orang (45,45%) menjawab agak baik, dan tidak ada (0,00%)
yang menjawab sangat baik, tidak baik dan sangat tidak baik (tabel 5.46). Maka
berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan menjawab baik
tentang sikap para pelaksana dalam pelaksanaan penerapkan Standar Kompetensi
Kerja dalam pelatihan kerja.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 39
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 70,91%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
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diintepretasikan bahwa para instruktur memiliki pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja dalam menerapkan pelatihan berbasis kompetensi dalam penilaian
baik

Tabel 5.46
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 8
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuenst Skor
Sangat memadai 5 0 0% 0
Memadai 4 6 54,55% 24
Agak memadai 3 5 4545 % 15
Tidak memadai 2 0 0%
Sangat Tidak memadai 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 39

Sumber : hasil olahan peneliti

5.2.3.2. Variabel Sikap Pelatihan Berbasis Kompetensi

23) Pernyataan nomer 18.

Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, apakah para pelaksana
memberikan dukungan untuk mencapai tujuan pelatihan yang dikarapkan?

Dari data kuesioner yang terkumpu! dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat mendukung, 7 orang (63,64%) menjawab mendukung, 3 (27,27%) orang
menjawab agak mendukung dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak
mendukung dan sangat tidak mendukung (tabel 5.47). Maka berdasarkan hasil
penelitian tersebut responden lebih dominan menjawab mendukung tentang sikap
para pelaksana dalam mencapai tujuan pelatihan yang diharapkan,

Jumlah skor yang diperoleh untuk itemn pernyataan ini adalah 42
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 X 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 76,36%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa sikap para pelaksana dalam mencapai tujuan pelatihan
yang diharapkan.dalam penilaian baik

Universl nesia
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Tabel 5.47

Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 18
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat mendukung 5 1 9,09 % 5

Mendukung 4 7 63,64% 28

Agak mendukung 3 3 2727 % 9

Tidak mendukung 2 0 0%
Sangat Tidak mendukung 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 42

Sumber : hasil olahan peneliti

5.2.3.2. Variabel Sikap Sertifikasi Kompetensi

24) Pernyataan nomer 28,

Dalam melaksanakan program sertifikasi kompetensi, apakah Lembaga
Sertifikasi Profesi mendapat dukungan penuh dari para pelaksananya?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat didukung, 7 orang (63,64%) menjawab didukung, 3 (27,27%) orang
menjawab agak didukung dan tidak ada (0,00%) yang menjawab tidak didukung
dan sangat tidak didukung (tabel 5.48). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut
responden lebih dominan menjawab didukung tentang Lembaga Sertifikasi
Profesi yang mendapat dukungan dalam pelaksanaan program sertifikasi
kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 42
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pemyataan ini adalab 76,36%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi yang mendapat dukungan
dalam pelaksanaan program sertifikasi kompetensi.dalam penilaian baik
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Tabel 5.48
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 28
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat mendukung 5 1 9,09 % 5
Mendukung 4 7 63,64% 28
Agak mendukung 3 3 2727 %
Tidak mendukung 2 0 0%
Sangat Tidak mendukung 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 42

Sumber : hasil olahan penelit

RESUME HASIL PENELITIAN VARIABEL SIKAP

Dari hasil skor relatif yang dimiliki dari masing-masing tiga pilar utama
Sislatkernas, maka dapat diperoleh skor relatif (dengan nilai rata-rata 12)
Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai nilai yang
sama namun lebih besar dari skor relatif Standar Kompetensi Kerja dengan
perbandingan 76,36% : 76,36% : 70,91% dan dengan mendapat dipenilaian baik,
baik dan baik.

Jawaban responden atas pernyatazn-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel sikap berdasarkan Standar Kompetensi Kerja, Pelatihan Berbasis
Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (tiga pilar utama Sislatkernas) dapat di
tunjukkan pada tabel 5.49 dibawah ini.

Tabel 5.49
Resume hasil penelitian variabel Sikap
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pemyataan nomor 8 70,91 % Baik
Pernyataan nomor 18 76,36 % Baik
Pernyataan nomor 28 76,36 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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Tabel 5.50
Pedoman Interpretasi variabel Sikap
Interval
Penilaian
Skor relatif Skor rata-rata
0% <skor<20% 3 <skor<5,4 Tidak baik
20 % <skor <40 % 5,4 <skor<7.8 Kurang baik
40 % <skor <60 % 7,8 <skor<19,2 Cukup baik
60 % < skor <80 % 10,2 <skor<12,6 Baik
80 % < skor <100 % 12,6 <skor <135 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

tabel 5.51
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel Sikap

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D | E | Reponden | A B C|D]|E
8 0165 0] 0 i1 0 24 i5s101} 0
18 i 7 3 040 I1 b 28 9 (0[O0
28 1 7 3 0| 0 11 5 28 0[O0
Jumlah 2120 11§00 10| 8 |33] 00

Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah item pernyataan pada variabel sikap terhadap 3 pilar utama
Sislatkernas berjumiah 3 pernyataan. Skor terendah adalah 3 (3 x 1) dan skor
tertinggi adalah 15 (3 x 5). Bila interval skor disesuaikan dengan tabel 3.4, maka
dapat diperoleh sebuah pedoman yang dapat dijabarkan di tabel 5.50 yang
dijadikan acuan dapat menggambarkan tingkat dukungan variabel Sikap. Dengan
mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada rekapitulasi data
kuesioner untuk variabel sikap terbadap 3 pilar Sislatkernas, yang tergambar
dalam tabel 5.51 dan gambar 5.9, maka dapat diperoleh nilai harapan, nilai skor,
skor rata-rata dan skor relatif sebagai berikut :

a. nilai harapan 1165
b. nilai skor ;123
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¢. skor rata-rata :9
d. skor relatif 174,55 %

Gambar 5.9
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap
pernyataan-pemyataan variabel Sikap
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Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.50 sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel sikap, maka nilai
skor rata-rata 9 atau skor relatif 74,55% menunjukkan bahwa secara umum
kesediaan dan kernauan unfuk mengimplementasikan Sislatkernas dikategorikan
baik.

Kesediaan dan kemauan dari para peleksana dalam mendukung
implementasi Sislatkernas di BLK-UPTP sudah baik dijalankan. Ini
dimungkinkan karena keberadaan BLK-UPTP yang masih dalam koordinasi
Ditjen Binalattas. Sikap para pelakasana di BLK-UPTP memudahkan Ditjen
Binalattas untuk dapat menyiapkan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan
Sislatkernas agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Kemudahan Ditjen Binalattas dalam mengkoordinir BLK-UPTP salah
satunya adalah BLK-UPTP dalam merencanakan angparan selalu berpijak pada
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sistem pelatihan yang di gariskan oleh Ditjen Binalattas, sehingga memudahkan
Ditjen Binalattas dalam mengontrol garis kebijakannya, Namun pelaksanaan
tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi dengan program-program
bimbingan teknis, sosialisasi, maupun dari penyediaan anggaran untuk masing-

masing kejuruan menjadi tempat uji kompetensi (TUK).

5.2.4. Variabel Struktur Birokrasi

Pengaruh variabel Struktur Birokrasi terhadap implementasi kebijakan
Sislatkernas (tabel 3.2) yang diteliti melalui kuesioner yang berisi pernyataan-
pernyataan Yang berkenaan dengan indikator-indikator dari variabel Struktur
Birokrasi (Standart Operation Prosedure dan fragmentasi) yang dikemukakan
oleh Edward C. George Il dengan tiga pilar utama dalam Sislatkernas (standar
kompetensi kerja, pelatthan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi) dari
Kepala BLK-UPTP dalam mendukung kebijakan Sislatkernas.

Adapun masing-masing pernyataan yang berkemaan dengan indikator-
indikator dari variabel Struktur Birokrasi terhadap tiga pilar utama Sislatkernas
dapat dideskripsikan sebagai berikut :

5.2.4.1. Variabel Struktur Birokrasi terhadap Standar Kompetensi Kerja

25) Pernyataan nomer 9

Dalam menerapkan Standar Kompetensi Kerja perlu adanya petunjuk
pelaksanaan. Apakah petunjuk pelaksanaan sudah dijalankan dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 7 orang (63,64%)
menjawab baik, 4 orang (36,36%) menjawab agak baik, dan tidak ada (0,00%)
yang menjawab sangat baik, tidak baik dan sangat tidak baik (tabel 5.52).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab baik tentang menerapkan Standar Kompetensi Kerja perlu adanya
petunjuk pelaksanaan dan hal tersebut sudah dijalankan.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 40
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item

pernyataan ini adalah 72,73%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
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diintepretasikan bahwa prosedur standar operasi tentang standar kompetensi kerja
berada ddlam penilaian baik.

Tabel 5.52
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 9
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat Baik 5 0 0% 0
Baik 4 7 63,64 % 28
Agak Baik 3 4 36,36 % 12

Tidak Baik 2 0 0%
Sangat Tidak Baik 1 0 0% 0
Jumlah 11 100 % 40

Sumber : hasil olahan peneliti

26) Pernyataan nomer 10.

Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja,
disyaratkan tidak adanya rumpané tindih dalam pelaksanaan. Apakah hal
tersebut sudah berjalan dengan baik?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berkut : 3 orang (27,27%)
menjawab baik, 5 orang (45,45%) menjawab agak baik, 3 orang (27,27%)
menjawab tidak baik dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab sangat
baik dan sangat tidak baik (tabel 5.53). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut
responden lebih dominan menjawab baik tentang dalz;m pelaksanaan Standar
Kompetensi Kerja, disyaratkan tidak adanya tumpang tindih.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 10 adalah 33
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pemyataan ini adalah 60 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan Standar
Kompetensi Kerja, tidak ada overlapping dalam pelaksanaannya dengan penilaian
baik.
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Tabel 5.53
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 10

Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat jelas dan sangat dimengerti 5 0 9,09 % 0

Jelas dan dimengerti 4 3 81,82% | 12

Agak jelas dan agak dimengerti 3 5 0% 15

Tidak jelas dan tidak dimengerti 2 3 0%
Sangat tidak jelas dan tidak dimengerti 1 0 0% 0
Jumlah 11 100% | 33

Sumber : hasil olahan peneliti

Resume Hasil Penelitian Variabel Struktur Birokrasi terhadap Standar
Kompetensi Kerja

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel struktur birokrasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja dapat di
tunjukkan pada tabel 5.54 dan gambar 5.10. Jumlah item pertanyaan pada variabel
struktur birokrasi terhadap standar kompetensi kerja adalah 2 pernyataan,
sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 2 (1 x 2) dan skor tertinggi adalah

10 (2 x 5). Bila interval skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh = .

sebuah tabel pedoman, tabel 5.55 yang digunakan sebagai acuan operasional
untuk menggambarkan tingkat dukungan variabel struktur birokrasi terhadap
standar kompetensi kerja.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel struktur birokrasi tentang standar
kompetensi kerja yang tercantum dalam tabel 5.56., maka diperoleh nilai harapan,
nilai skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. pilai harapan : 110
b. nilai skor : 73
c. nilai rata-rata M
d. skor relatif : 66,36 %
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Tabel 5.54 _
Resume hasil penelitian Variabel struktur birokrasi terhadap Standar Kompetensi
Kerja
Pemnyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pernyataan nomor 9 72,73% Baik
Pernyataan nomor 10 60,00 % Cukup baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tabel 5.55
Pedoman Interpretasi variabel struktur birokrasi terhadap standar kompetensi
kerja
Interval
Penilaian
Skor relatif Skor rata-rata
0% <skor<20% 2,0 <skor<44 Tidak baik
20 % <skor <40 % 4.4 <skor<4,8 Kurang baik
40 % < skor <60 % 4 8 <skor £6,2 Cukup baik
60 % < skor <80 % 6,2 <skor < 8.6 Baik
80 % < skor < 100 % 8,6 <skor<10 Sangat baik
Sumber : hasil olahan peneliti
tabel 5.56

Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel struktur birokrasi
terhadap Standar Kompetensi Kerja

No. Pilihan jawaban Jumiah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D[ E |Reponden | A | B { C | D E
9 17| 40|60 11 0 |28112| O 0
0 [0|4]5|3|0] 11 [0]|16]15] 60
Jumlah | O (11| 9 (3| © 0 |44 |27 6 0

Sumber : hasil olahan peneliti
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Gambar 5.10.
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pemyataan-pernyataan
variabel struktur birokrasi terhadap standar kompetensi kerja

3
|

40

1) J N— ~

20

10

0

nomor 9 nomor 10

O persepsi 40 33
o harapan 55 o 55

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.55 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel struktur birokrasi
tentang standar kompetensi kerja, maka nilai skor rata-rata 6 atau skor relatif
66,36 %menunjukkan secara umum struktur birokrasi tentang standar kompetensi
kerja antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat dikategorikan
baik

Dengan adanya KepMen Nakertrans No. Per.21/MEN/X/2007 tentang
Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan
Kep.Dirjen Lattas No. 297/Lattas/X11/2007 tentang pedoman tata cara penyusunan
pedoman dalam menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
memudahkan para pelaksana untuk prosedur menyusun suatu standar kompetensi
yang ditetapkan dalam program pelatthan, namun yang sering terjadi
permasalahan adalah dalam menyusun svatu unit kompetensi dalam pelatihan dan
menjabarkan dalam kriteria unjuk kerja sering terjadi kesalapahaman dalam

menyusun oleh para pelaksana (instruktur) (sumber informan 2).
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5.2.4.2, Variabel Struktur Birokrasi terhadap Pelatihan Berbasis Kompetensi
27) Pefnyataan nomer 19

Menurut pendapat anda, apakah para pelaksana terbantu dalam melaksanakan
Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan adanya petunjuk pelaksanaanya?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 4 orang (36,36%)
menjawab sangat terbantu, 6 orang (54,55%) menjawab terbantu, 1 orang (9,09%)
menjawab agak terbantu dan tidak ada (0,00%) yang menjawab, tidak terbantu
dan sangat tidak terbantu (tabel 5.57).

Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden lebih dominan
menjawab terbantu dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi di
kaenakan adanya prosedur dalam pelaksanaannya.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pemyataan ini adalah 47
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x !1), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 85,45%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa prosedur standar operasi dalam pelaksanaan pelatihan

berbasis kompetensi berada dalam penilaian sangat baik.

Tabel 5.57
Distribusi Frekuensi jawaban respenden atas pemyataan nomor 19
Klasifikasi Jawaban = | Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat terbantu 5 4 36,36 % 20
Terbantu 4 6 54,55 % 24
Agak terbantu 3 1 9,09 %
Tidak terbantu 2 0 0%
Sangat Tidak terbantu 1 0 0%
Jumlah 11 100 % 47

Sumber : hasil olahan peneliti
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28) Pernyataan nomer 20.
Apakah dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah ada
pembagian tanggung jawab secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pekerjaan/tanggung jawab?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahuwi bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat jelas, 6 orang (54,55%) menjawab jelas, 4 orang (36,36%) menjawab agak
jelas dan tidak ada seorang pun (0,00%) yang menjawab tidak jelas dan sangat
tidak jelas (tabel 5.58). Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut responden
lebih dominan menjawab jelas tentang pembagian tanggung jawab secara jelas
dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 20 adalah 41
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 74,55 %. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa terdapat pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan
Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah baik.

Tabel 5.58
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 20 _
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor
Sangat jelas 5 1 9,09 % 5
Jelas _ 4 6 |5455% | 24
Agak jelas 3 4 |36,36% | 12
Tidak jelas 2 0 0%
Sangat tidak jelas 1 0 0%
Jumlah 11 100% | 41

Sumber : hasil olahan peneliti

Resume Hasil Penelitian Variabel Struktur Birokrasi terhadap Pelatihan
Berbasis Kompetensi

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel struktur birokrasi berdasarkan Pelatihan Berbasis Kompetensi dapat di
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tunjukkan pada tabel 5.59 dan gambar 5,11, Jumlah item pertanyaan pada variabel
struktur birokrasi terhadap Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah 2 pernyataén,
sehingga skor terendah yang diperoleh adalah 2 (1 x 2) dan skor tertinggi adalah
10 (2 x 5). Bila interval skor disesuaiakan dengan tabel 2.4, maka akan diperoleh
sebuah tabel pedoman, tabel 5.60. yang digunakan sebagai acuan operasional
untuk menggambarkan tingkat dukungan variabel struktur birokrasi tentang
Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel struktur birokrasi tentang Pelatihan
Berbasis Kompetensi yang tercantum dalam tabel 5.61, maka diperoleh nilai
harapan, nilai skor, skor rata-rata dan skor relafif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan : 110
b. nilai skor . 88
c. nilai rata-rata 6
d. skor relatif : 80,00 %
Tabel 5.59
Resume hasil penelitian Variabel struktur birokrasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pernyataan nomor 19 85,45 % Sangat Baik
Pernyataan nomor 20 74,55 % Batk
Sumber : hasil olahan peneliti
Tabel 5.60
Pedoman Interpretasi variabel struktur birokrasi Pelatihan Berbasis Kompetensi
Interval o
Skor relatif Skor rata-rata Penilaian
0% <skor<20% 2,0 <skor<4,4 Tidak baik
20 % < skor <40 % 4.4 <skor<4,8 Kurang baik
40 % < skor <60 % 4,8 <skor<6,2 Cukup baik
60 % < skor <80 % 6,2 <skor<8,6 Baik
80 % < skor < 100 % 8,6 <skor <10 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti
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tabel 5.61
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel struktur birokrasi
Tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D{ E |(Reponden } A | B | C D E
19 4 | 6 1 010 i1 20124 | 3 0 0
20 1 6 4 10| 0 11 5 12412 0 0
Jumlah S5112{ 5 |0 O 25 [ 48 | 15 0 0

Sumiber : hasil olahan peneliti

Gambar 5.11.
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel struktur birokrasi tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi

£ persepsi 4 M
O harapan 55 55

Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.60 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel struktur birokrasi
tentang Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 6 atau skor
relatif 80,00% menunjukkan secara umum struktur birokrasi tentang Pelatihan
Berbasis Kompetensi antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat
dikategorikan baik
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Dengan diterbitkanya beberapa aturan yang mengatur tentang Pelatihan
berbasis Kompetensi maka standar prosedur pelaksanaan pelatihan berbasis
kompetensi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun aturan-aturan tersebut antara
lain :

e Kep.Dirjen Lattas No.162/Lattas/VI/2006 tentang pedoman pelaksanaan
pelatihan Berbasis Kompentensi

e Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.224/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Penyusunan Modul
Pelatihan Berbasis Kompetensi.

¢ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.225/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Program Pelatihan
Berbasis Kompetensi.

e Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.226/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Format Program
Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Deﬁgan pedoman-pedoman yang mengatur tentang hal tersebut, maka
penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut dapat dieliminir dan tidak
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

5.2.4.3. Variabel Struktur Birokrasi terhadap Sertifikasi Kompetensi

29) Pernyataan nomer 29
Struktur birokrasi yang ada memudahkan kegiatan koordinasi serta dapat
menjamin terselenggaranya sertifikasi kompetensi?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 4 orang (36,36%)
menjawab sangat menjamin, 6 orang (54,55%) menjawab menjamin, 1 orang
(9,09%) menjawab tidak menjamin dan tidak ada (0,00%) yang menjawab, agak
menjamin dan sangat tidak menjamin (tabel 5.62). Maka berdasarkan hasil
penelitian tersebut responden lebih dominan menjawab menjamin terjalinnya
koordinasi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi karena struktur birokrasi

yang ada sekarang ini.
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Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan ini adalah 46
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yéitu 5 x 11), maka skor relatif untuk item
pernyataan ini adalah 83,64%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
diintepretasikan bahwa struktur prosedur yang ada menjamin terjalinnya
koordinasi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan penilaian sangat
baik

Tabel 5.62
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 29
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuenst Skor
Sangat menjamin 5 4 36,36 % 20
Menjamin 4 6 54,55 % 24
Agak menjamin 3 0 0%
Tidak menjamin 2 1 9,09 %
Sangat Tidak menjamin I 0 0%
Jumlah 11 100 % 46

Sumber : hasil olahan peneliti

30) Pernyataan nomer 20. y .
Dalam melaksanakan program sertifikasi kompetensi, apakah lembaga sertifikasi
profesi telah melakukan pembagian tanggung jawab secara tegas sehingga tidak
terjadi tumpang tindih, antara tugas dengan kewenangan?

Dari data kuesioner yang terkumpul dapat diketahui bahwa pendapat
responden atas pernyataan ini adalah sebagai berikut : 1 orang (9,09%) menjawab
sangat jelas, 4 orang (36,36%) menjawab jelas, 4 orang (36,36%) menjawab agak
jelas, 2 orang (18,18%) menjawab tidak jelas dan tidak ada (0,00%) yang
menjawab sangat tidak jelas (tabel 5.63). Maka berdasarkan hasil penelitian
tersebut responden lebih dominan menjawab jelas tentang tidak ada tumpang
pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi.

Jumlah skor yang diperoleh untuk item pernyataan nomor 30 adalah 37
sedangkan nilai harapannya adalah 55 (yaitu 5 x 11), maka skor relatif untuk jtem
pernyataan ini adalah 67,27%. Dengan mengacu pada tabel 3.4 maka dapat
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diintepretasikan bahwa terdapat pembagian tanggung jawab dalam melaksanakan
Sertifikasi Kompetensi adalah baik. '

Tabel 5.63
Distribusi Frekuensi jawaban responden atas pernyataan nomor 30
Klasifikasi Jawaban Bobot Nilai Frekuensi Skor

Sangat jelas 5 1 9.09 % 5
Jelas 4 4 |3636% | 16
Agak jelas 3 4 13636% | 12

Tidak jelas 2 1 0%

Sangat tidak jelas 1 0 0%
Jumlah il 100% | 37

Sumber : hasil olahan peneliti

Resume Hasil Penelitian Variabel Struktur Birokrasi tentang Sertifikasi
Kompetensi

Jawaban responden atas pemyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel struktur birokrasi berdasarkan Sertifikasi Kompetensi dapat di tunjukkan
pada tabel 5.64. dan gambar 5.12. Jum!lah item pertanyaan pada variabel struktur
birokrasi terhadap Sertifikasi Kompetensi adalah 2 pemyataan, sehingga skor
terendah yang diperoleh adalah 2 (1 x 2) dan skor tertinggi adalah 10 (2 x 5). Bila
interval skor disesuaiakan dengan tabel 3.4, maka akan diperoleh sebuah tabel
pedoman, tabel 5.65. yang digunakan sebagai acuan operasional untuk
menggambarkan tingkat dukungan variabel struktur birokrasi tentang Sertifikasi
Kompetensi.

Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel struktur birokrasi tentang Sertifikasi
Kompetensi yang tercantum dalam tabel 5.66, maka diperoleh nilai harapan, nilai
skor, skor rata-rata dan skor relatif berturut-turut sebagai berikut :

a. nilai harapan 1110
b. nilai skor : 83
¢. nilai rata-rata S
d. skor relatif 1 75,45 %
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Tabel 5.64
Resume hasil penelitian Variabel struktur birokrasi tentang Sertifikasi Kompetensi
Pernyataan Skor Relatif (%) Kategori
Pernyataan nomor 29 83,64 % Sangat Baik
Pernyataan nomeor 30 67,27 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tabel 5.65
Pedoman Interpretasi variabel struktur birokrasi tentang Sertifikasi Kompetensi
Interval -
Skor relatif Skor rata-rata iy
0% <skor<20% 2,0<skor<44 Tidak baik

20 % <skor<40 % _ 4.4 < skor < 4,8 Kurang baik

40 Y% < skor <60 % 4.8 <skor<6,2 Cukup baik

60 % < skor <80 % 6,2 <skor < 8,6 Baik

80 % < skor <100 % 8,6 <skor <10 Sangat baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tentang Sertifikasi Kompetensi

tabel 5.06
Rekapitulasi data kuesoiner untuk variabel struktur birokrasi

No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D | E [Reponden [ A | B [ C | D E
29 4 |60 |10 11 201241 0| 2 0
30 1144 |2]0 i1 5116112 4 0
Jumlah | 5 |10 4 | 3| O 251401 12| 6 0

Sumber : hasil olahan peneliti

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascmgg mgnesia




106

Gambar 5.12..
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap pernyataan-pernyataan
variabel struktur birokrasi tentang Sertifikasi Kompetensi
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Sumber : hasil olahan peneliti

Dengan memperhatikan tabel 5.65 diatas sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhifungan data kuesioner variabel struktur birokrasi
tentang Sertifikasi Kompetensi, maka nilai skor rata-rata 6 atau skor relatif
75,45% menunjukkan secara umum struktur birokrasi tentang Sertifikasi
Kompetensi antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK UPTP dapat
dikategorikan baik

Dengan adanya pedoman dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP)
No. 301 tahun 2006 tentang Pedoman Uji Kompetensi dan pedoman BNSP
No.302 tahun 2006 tentang Penerbitan Sertifikasi Kompetensi maka petunjuk
pelaksanaan tentang sertifikasi kompetensi sudah jelas. BLK-UPTP di bawah
koordinasi Ditjen Binalattas mencoba menjadikan BLK-UPTP juga menjadi
Tempat Uji Kompetensi (TUK), sehingga memudahkan peserta pelatihan untuk
dapat langsung melaksanakan vji kompetensi di BLK-UPTP. Dengan tersebarnya
TUK di BLK-UPTP, sangat memudahkan dalam meningkatkan kualitas maupun
kuantitas sumber daya manusia kompetén di Indonesia. Namun di sisi lain masih
terbatasnya Lembaga Sertifikasi Profesi (38 LSP) yang ada menjadikan jumlah
orang yang tersertifikasi juga terbatas
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RESUME HASIL PENELITIAN YARIABEL STRUKTUR BIROKRASI

Dari hasil skor relatif yang dimiliki dari masing-masing tiga pilar utama
Sislatkernas, maka dapat diperoleh skor relatif (dengan nilai rata-rata 6), Pelatihan
Berbasis Kompetensi lebih besar dari skor relatif Sertifikasi Kompetensi dan
Standar Kompetensi Kerja dengan perbandingan 80,00% : 75,45 % : 66,36% dan
dengan dapat dikategori baik, baik dan baik.

Jawaban responden atas pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan
variabel struktur birokrasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja, Pelaihan
Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi {tiga pilar utama Sislatkernas)
dapat di tunjukkan pada tabel 5.67. dibawah ini.

Tabel 5.67
Resume hasil penelitian variabel struktur birokrasi
Pemyataan Skor Relatif (%0) Kategori
Pernyataan nomor 9 72,73 % Baik
Pernyataan nomor 10 60,00 % Baik
Pernyataan nomor 19 85,45 % Sangat Baik
Pernyataan nomor 20 74,55 % Baik
Pernyataan nomor 29 83,64 % _ Sangat Baik
Pernyataan nomor 30 67,27 % Baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Tabel 5.68
Pedoman Interpretasi variabel struktur birokrasi
Interval L
Skor relatif Skor rata-rata Penilaian
0% <skor<20% 6,0 <skor<10,8 Tidak baik

20 % <skor<40 % 10,8 <skor < 15,6 Kurang baik
40 % < skor < 60 % 15,6 < skor < 20,4 Cukup baik
60 % < skor <80 % 20,4 <skor <25,2 Baik
80 % < skor <100 % 25,2 <skor <30 Sangat baik

Sumbser : hasil olahan peneliti
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Tabel 5.69
Rekapitulasi data kuesoiner untuk vaﬁabel struktur birokrasi
No. Pilihan jawaban Jumlah Skor jawaban
Pertanyaan | A | B | C | D| E |Reponden| A [ B | C D E
9 0|17 4]10]0 11 0 | 28112 O 0
10 0135|360 11 0|12 15| 6 0
19 416|100 11 2024 | 3 0 0
20 1 6 4 10t 0 11 524 |12 0 0
29 4 |61 0]17]0 11 20 16 | O 2 0
30 1 4 4 1210 11 5116 (12 4 0
Jumlah | 1032|1861 0 50 {128 (54| 12 | ©
Sumber : hasil olahan peneliti
Gambar 5.13
Grafik persepsi dan harapan responden terhadap
pernyataan-pernyataan variabel struktur birokrasi
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Sumber : hasil olahan peneliti

Jumlah item pernyataan pada variabel struktur birokrasi terhadap 3 pilar
utama Sislatkernas berjumlah 6 pernyataan. Skor terendah adalah 6 (6 x 1)} dan

skor tertinggi adalah 30 (6 x 5). Bila interval skor disesuaikan dengan tabel 3.4,

maka dapat diperoleh sebuah pedoman yang dapat dijabarkan di tabel 5.67. yang
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dijadikan acuan dapat menggambarkan tingkat dukungan variabel struktur
birokrasi. Dengan mengacu pada hasil perhitungan yang ditampilkan pada
rekapitulasi data kuesioner untuk variabel struktur birokrasi terhadap 3 pilar
Sislatkernas, yang tergambar dalam tabel 5.69. dan gambar 5.4, maka dapat

diperoleh nilai harapan, nilai skor, skor rata-rata dan skor relatif sebagai berikut :

a. nilai harapan 1330
b. nilai skor 1244
¢. skor rata-rata : 18
d. skor relatif 173,94 %

Dengan memperhatikan tabel 5.68 sebagai pedoman untuk
menginterpretasikan hasil perhitungan data kuesioner variabel struktur birokrasi,
maka nilai skor rata-rata 18 atau skor relatif 73,94% menunjukkan bahwa secara
umum struktur birokrasi yang dijalin antara Ditjen Binalattas dengan Kepala Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat mengenai implementasi Sislatkernas
dapat dikategorikan baik.

Dengan adanaya aturap-aturan dan pedoman yang mengatur tentang
petunjuk pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi,
maka tinggal mendorong untuk memperbanyak jumlah Standar Kompetensi Kerja,
Tempat Uji Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia indonesia yang kompeten.

Dengan memperbanyak Standar Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi
Profesi maka perlu dikembangkan Mutual Recognition Agrrement standar
kompetensi dengan negara lain sehingga sistern sertifikasi negera Indonesia diakui
dengan negara lain. Disamping tersebarnya Tempat Uji Kompetensi akan

memudahkan peserta uji kompetensi mendapatkan sertifikasi kompetensi.

5.2.5. Variabel Komunikasi, Sumber Daya, Sikap dan Struktur Birekrasi
Secara keseluruhan variabel yang dikemukakan oleh Edward C George I
terhadap pendapat responden atas pernyataan-pernyataan dilakukan dengan cara
merata-ratakan nilai skor relatif setiap variabel. Setelah didapar skor relatif rata-
rata, maka dapat diinterpretasikan menurut tabel acuan interpretasi (tabel 3.4).
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Untuk mendapat gambaran umum tentang skor relatif dan ketegori variabel
penelitian dapat ditunjukkan dalam tabel 5.70 berikut ini :

Tabel 5.70
Rekapitulasi skor relatif untuk variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan
struktur birokrasi
No Variabel Skor relatif (%) Kategori
1. | Komunikasi 77,17 Baik
2. | Sumber Daya 72,87 ’ Baik
3. | Sikap 74,55 Baik
4, | Struktur Birokrasi 73,94 Baik
Skor Relatif Rata-rata 74,63 Baik

Sumber : hasil olahan peneliti

Dari hasil perhitungan diperoleh niiai skor relatif rata-rata adalah 74,63%,
menurut tabel 3.4, dengan nilai tersebut dapat diklasifikasikan dalam kategori baik.
Dengan demikian implementasi pembinaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat pada Direktorat Jenderal
Pemboinaan Pelatihan dan Produktivitas dalam kategori baik.

Pembinaan Sisem Pelatihan Kerja Nasional yang dilaksanakan di Balai
Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat dalam penilaian baik implementasinya.
Ini dikarenakan BLK-UPTP berada dalam koordinasi Ditjen Binalattas, hal ini
sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Binalattas (PerMenNakertrans
Nomor:Per.05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Tenaga Kerja dan Tansmigrasi) yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan
dan produktivitas. Sedangkan menurut fungsinya Ditjen Binalattas menyiapkan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi tekmis, penyusunan
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis
dan evaluasi di bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan
instruktr dan tenaga kepelatthan, lembaga dan sarana pelatihan kerja,
~ pemaganga serta produktivitas.
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Sebagai pembina BLK-UPTP, Ditjen Binalattas berupaya agar
pelaksanaan sistem pelatihan kerja nasional dapat terselenggara di BLK-UPTP.
Hal ini menjadikan acuan dari BLK-UPTP dalam merencanakan anggaran yang
disusun menuju sistem pelatihan kerja nasional yang efisien dan efektif. Pelatihan
kerja yang efisien dan efektif berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan berbasis
pada kompetensi kerja. Program pelatihan berbasis kompetensi disusun
berdasarkan standar kompetensi kerja. Penetapan tentang Standar Kompetensi
Kerja tertuang dalam PerMen Nakertrans No. Per.21/MEN/X/2007 tentang Tata
Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kep. Ditjen
Lattas No. Kep.297/Lattas/X11/2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Penetapan standar kompetensi kerja dijabarkan dalam program pelatihan
kerja berdasarkan unit-unit kompetensi yang ada. Dari unit-unit kompetensi inilah
dibuat program pelatihan. Dikarenakan berdasarkan unit kompetensi maka disebut
program pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan berbasis kompetensi sudah diterapkan di BLK-UPTP. Kebijakan
ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Sislatkernas, Untuk mendukung
kebijakan tersebut Ditjen Binalattas mengeluarkan pedoman-pedoman untuk
terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi. Adapun pedoman-pedoman
tersebut diantaranaya : (

¢ Kep.Dirjen Lattas No.162/Lattas/V1/2006 tentang pedoman pelaksanaan
pelatihan Berbasis Kompentensi

e Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.224/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Penyusunan Modul
Pelatihan Berbasis Kompetensi.

s Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.225/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Program Pelatihan
Berbasis Kompetensi.

e Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
No.Kep.226/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman Format Program
Pelatihan Berbasis Kompetensi.
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Dengan pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan para lulusan pelatihan
tersebut dapat dilanjutkan dengan uji kompciensi. Hal ini dimungkinkan karena
mereka mendapat pelajaran yang hampir sama dengan apa yang akan diujikan.
Perolehan sertifikasi kompetensi ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) dan dilakukan di Tempat Uji Kompetensi(TUK).

Ditjen Binalattas melalui program revitalisasi BLK, mencoba upaya agar
sarana dan prasarana yang ada di BLK-UPTP dapat di jadikan TUK, sehingga
dengan adanya TUK di BLK-UPTP, membuat peserta pelatihan atau anggota
masyarakat lain tidak perlu harus ke kota-kota besar untuk mengikuti uji
kompetensi. Revitalisasi BLK lebih ditekankan pada perbaikan bengkel dan
pengadaan peralatan pelatihan baru yang sespai dengan kebutuhan pasar dan
menjadi alat untuk vji kompetensi. Diharapkan dengan tersebarnya TUK di BLK-
UPTP, sangat memudahkan dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas

sumber daya manusia di Indonesia
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dari hasil

penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1.

Proses implementasi pembinaan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional

pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Pembinaan

Pelatihan dan Produktivitas tergolong baik, hal ini dapat disimpulkan sebagai

berikut :

a. Komunikasi yang dijalin antara Ditjen Binalattas dengan Kepala BLK-
UPTP sudah berjalan dengan baik. Komunikasi merupakan faktor salah
satu variabel yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Bila
komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka dapat dipastikan
implementasi yang akan dijalankan tidak dapat berjalan dengan yang
diharapkan. Komunikasi yang dijalin dengan Kepala BLK UPTP di
lakukan dalam rapat-rapat koordinasi, sosialisasi maupun dalam
kunjungan kerja di BLK UPTP. Komunikasi ini dapat dijalin dengan
sangat baik dikerenakan BLK-UPTP masih dibawah koordinasi Ditjen
Binalattas, sehingga dalam melaksanakan suatu kebijakan dibidang
pelatihan kerja maka BLK-UPTP-lah yang pertama sebagai pelaksana
kebijakan tersebut dan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam
mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Dukungan sumber daya dalam implementasi pembinaan Sislatkernas,
Ditjen Binalattass sebagai pelaksana kebijakan dan standarisasi teknis di
bidang standarisasi kompetensi dan program pelatihan, pembinaan
instruktur dan tenaga kepelatihan, lembaga dan sarana pelatihan kerja,
pemagangan serta produktivitas (salah satu fungsi Ditjen Binalattas)
berupaya agar tujuan dari Sislatkernas dapat dilaksanakan di BLK-UPTP.
Sebagai pelaksana kebijakan, Ditjen Binalattas melalui BLK-UPTP
mendorong agar sumber daya-sumber daya yang ada di BLK-UPTP dapat
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melaksanakan kebijakan yang ada dalam Sislatkernas. Sumber daya disini

antara lain :

Kepala BLK-UPTP sebagai fop management dari suatu BLK,
diharapkan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengelola
BLK berdasarkan acuan dari Sislatkernas itu sendiri.

Instruktur yang kompeten sebagai salah satu ujung tombak dalam
terselenggaranya pelatihan yang efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana yang mendukung pelatihan berbasis
kompetensi. Sarana dan prasana disini termasuk modul, program,
bahan dan peralatan pelatihan yang berdasarkan standar

kompetensi

Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi juga didukung oleh

- Ditjen Binalattas dalam hal sarana dan prasarana yang ada di BLK-

UPTP dengan program “Revitalisasi BLK”. Program ini salah satunya

bertujuan untuk pengadaan peralatan pelatihan baru yang disesuaikan

dengan kebutuhan pasar yang ada.

Ditjen Binalattas juga menerbitkan pedoman-pedoman sebagai petunjuk

pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Adapun pedoman-pedoman

tersebut adalah :

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas No.Kep.162/LATYAS/VI/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas No.Kep.224/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas No.Kep.225/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman
Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas No.Kep.226/LATTAS/VI/2006 tentang Pedoman
Format Program Pelatihan Berbasis Kompetensi.
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¢. Dukungan dari sikap adalah kesediaan dan kemauan dari para pelaksana
dalam mendukung implementasi Sislatkemas di BLK-UPTP sudah baik

dijalankan. Ini dimungkinkan karena keberadaan BLK-UPTP yang masih
dalam koordinasi Ditjen Binalattas. Sikap para pelakasana di BLK-UPTP
memudahkan Ditjen Binalattas unfuk dapat menyiapkan perumusan
kebijakan dalam pelaksanaan Sislatkernas agar pelaksanaannya berjalan
efektif dan efisien.
Kemudahan Ditjen Binalattas dalam mengkoordinir BLK-UPTP salah
satunya adalah BLK-UPTP dalam merencanakan anggaran selalu berpijak
pada sistem pelatihan yang di gariskan oleh Ditjen Binalattas, sehingga
memudahkan Ditjen Binalattas dalam mengontrol garis kebijakannya.
Namun pelaksanaan tersebut seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi
dengan program-program bimbingan teknis, sosialisasi, maupun dari
penyediaan anggaran untuk masing-masing kejuruan menjadi tempat uji
kompetensi (TUK).

d. Dukungan struktur birokrasi adalah Dengan adanya aturan-aturan dan
pedoman y.ang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan sertifikasi
kompetensi dan pelatihan berbasis kompetensi, maka tinggal mendorong
untuk memperbanyak jumlahk Standar Kompetensi Kerja, Tempat Uji
Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia indonesia yang kompeten.

Dengan memperbanyak Standar Kompetensi dan Lembaga Sertifikasi
Profesi maka perlu dikembangkan Mutual Recognition Agrrement standar
kompetensi dengan negara lain sehingga sistem sertifikasi negera
Indonesia diakui dengan negara lain. Disamping tersebarnya Tempat Uji
Kompetensi akan memudahkan peserta uji kompetensi mendapatkan

sertifikasi kompetensi.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka upaya-upaya apa yang harus dilakukan
untuk mempercepat implementasi pembinaan kebijakan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Direktorat Pembinaan Pclat_ihan dan Produktivitas.adalah :
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a. Pada pemnyataan No. 24 vyaitu “Dalam mempersiapkan sertifikasi
kompetensi bagi para peserta peiafihan, menurut pendapat anda, apakah
Jjumlah aparat pelaksana dan memiliki kualifikasi di BLK UPTP yang
saudara/i pimpin sudah memadai?
skor relatif yang di dapat dalam pemnyataan ini adalah 50,91%, dan ini
berada dalam kategori cukup baik, maka untuk upaya mempercepat
kebijakan Sislatkernas maka, perlu memperbanyak uji kompetensi bagi
instruktur, sehingga dalam proses pelatihan berbasis kompetensi, para
pengajarnya (instruktur) sudah kompeten dalam memberikan materi-
materi yang berdasarkan unit-unit kompetensi.

b. Pada pernyataan No. 27 yaitu “Bagaimanakah sarana dan prasarana yang
dimiliki BLK-UPTP untuk sertifikasi kompetensi, sudah cukup memadai?
skor relatif yang di dapat dalam pernyataan ini adalah 58,15%, dan ini
berada dalam kategori cukup baik, maka untuk upaya mempercepat
kebijakan Sislatkernas maka sarana dan prasarana BLK-UPTP harus
disesuaikan untuk Tempat Uji Kompetensi. Ini diharapakan agar untuk
mendapatkan sertifikasi kompetensi, para peserta pelatihan atau
masyarakat tidak perlu harus menjalankan perjalanan jauh, namun cukup
ke BLK-UPTP untuk dapat di uji sertifikasi. _
Berdasarkan laporan hasil mapping Dircktorat Bina Lembaga dan Sarana
tahun 2008, Kondisi workshop dan peralatan BLK-UPTP dalam kategori
baik, kecuali BLKI Banda Aceh dan BLKI Sorong yang dalam kategori
cukup.

Berdasarkan BLK-UPTP dan kejuruan yang telah mendapat Tempat Uji
Kompetensi dapat diperoleh data sebagai berikut :

No. | NamaBLK-UPTP Kejuruan yang Mendapat TUK
1. BLKI Banda Aceh -
2, BBLKI Medan Otomotif
3. B2PLKLN-Cevest Otomotif, Mesin dan Teknologi
Informasi
4, B2PLKDN-Bandung Otomotif dan Las
BBLXKI Serang Las
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6 BLKI Semarang Otomotif, Las dan Mesin
7. BBLKI Surakarta Otomotif

3 BLKI Samarinda -

9 BLKI Makassar Teknik pendingin

10. BLKI Ternate -
11 BLKI Sorong -

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran sebagai

berikut :

1.

Menambah khasanah pengetahuan terutama mengenai implementasi
kebijakan Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Sistem Pelatihan Kerja
Nasional merupakan dasar acnan dalam menyelenggarakan pelatihan kerja.
Pelatihan Kerja yang berdasarkan standar kompetensi kerja, Pelatihannya
berbasis kompetensi dan tersertifikasi kompetensinya peserta pelatihan.
Kebijakan Sislatkernas harus segera diimplementasikan secara nasional,
karena ini salah satu peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan
kerja diharapkan dapat menjadi suatu soiusi dalam meningkatkan sumber
daya manusia dalam bersaing dalam pasar regional dan global, sehingga
sumber daya manusia di Indonesia dapat mengisi pasar regional dan global.
Ditjen Binalattas harus segera melakukan pemetaan terhadap kualifikasi
instruktur yang ada di BLK-UPTP, schingga dapat diperoleh hasil
kualifikasi instruktur perlu di upgrade kualitasnya melalui diklat,
bimbingan teknis, sosialisasi dan workshop serta perlu diadakan wji
kompetensi bagi instruktur agar pelatihan berbasis kompetensi dapat
berjalan lebih baik lagi.

Ditjen Binalattas juga perlu menyediakan anggaran untuk menjadikan
setiap kejuruan yang ada di BLK-UPTP menjadi Tempat Uji Kompetensi.
Ini di maksudkan agar peserta pelatihan dan masyarakat yang ingin
mendapatkan sertifikat kompetensi tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, cukup
di BLK-UPTP yang ada untuk melaksanakan uji kompetensi tersebut,
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3. Diharapkan dari tesis ini dapat memberikan referensi bagi peneliti lanjutan
yang ingin meneliti tentang kebijakan maupun tentang Sistem Pelatihan

Kerja nasional.
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: Pedoman Wawancara

: Pengujian Validitas Instrumen
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: Surat Keterangan Penelitian

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelaiihan Kerja Nasional
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Lampiran 1

Kepada Yth : ‘
Bapak / Ibu Kepala BLK UPTP
Di Tempat

Hal :  Kuesioner kepada Kepala BLK UPTP berkenaan dengan analisis
implementasi kebijakan Pembinaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(PP No. 31 Tahun 2006) pada Ditjen Binalattas.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, nama Widjanarko, mahasiswa
Pasca Sarjana Program Studi Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Dengan ini
bermaksud menyebarkan kuesioner kepada Bapak / Ibu Kepala BLK UPTP di
lingkungan Ditjen Binalattas.

Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang
lebih lengkap dan akurat bagi penyusunan tesis saya yang mengambil topik
“Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (PP. No. 31 tahun 2006) pada BLK-UPTP Ditjen Binalattas”.

Data dan informasi yang kami peroleh akan digunakan hanya untuk
kepentingan ilmiah dan tidak untuk kepentingan lainnya yang dapat merugikan
pihak Balai Latihan Kerja di UPTP Ditjen Bina Lattas,

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2009
Hormat kami

(Widjanarko)
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lanjutan

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Sistem Pelatihan Kerja

Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Nama BLEK ¢ ceveiiienerarnrescsccoronsnsnne

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Nyatakan pendapat anda dengan memberi tanda silang (x) pada alternatif jawaban

yang telah disediakan.

1.

Apakah menurut anda, penyaluran komunikasi dari Ditjen Binalattas tentang
penyelenggaraan pelatihan harus selalu berdasarkan Standar Kompetensi
Kerja sudah baik dilaksanakan?

a. sangat baik

b. batk

c¢. agak baik

d. tidak baik

e. sangat tidak baik

Apakah menurut anda, informasi yang anda terima dari Ditjen Binalattas
mengenai Standar Kompetensi Kerja sudah cukup jelas dan cukup dimengerti?
a. sangat jelas dan sangat mengerti

b. jelas dan mengerti

c. agak jelas dan agak dimengerti

d. tidak jelas dan tidak mengerti

e. sangat tidak jelas dan sangat tidak mengerti

Apakah Standar Kompetensi Kerja sudah mengarah kepada persepsi yang
sama untuk dapat dilaksanakan dalam Sistem Pelatihan Kerja Nasional?

a. sangat mengarah’

b. mengarah

¢. agak mengarah

tidak mengarah

e. sangat tidak mengarah

&
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lantjutan

4. Menurut anda, dalam menerapkan Standar Kompetensi Kerja dalam proses
pembelajaran pelatihan sudah dapat dimengerti oleh para instruktur?
a. sangat dimengerti
b. dimengerti
¢. agak dimengerti
d. tidak dimengerti
e. sangat tidak dimengerti

5. Dalam melaksanakan program pelatihan, apakah sudah ada kejelasan tentang
kewenangan para instruktur untuk menjalankan Standar Kompetensi Kerja
dalam proses pembelajaran?

a. sangat jelas
b. jelas

agak jelas

a0

tidak jelas

e. sangat tidak jelas

6. Dalam melaksanakan Standar Kompetensi Kerja kedalam suatu program
pelatihan , apakah para instruktur sudah mendapatkan informasi yang sangat
jelas tentang petunjuk yang harus dilaksanakan?

a. sangat jelas

b. jelas

c. agak jelas

d. tidak jelas

e. sangat tidak jelas

7. Menurut anda, dalam menetapkan Standar Kompetensi Kerja kedalam
program pelatihan apakah sudah cukup tersedia sarana dan prasarana (Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang dibutuhkan?

a. sangat tersedia
b. tersedia

c. agak tersedia
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d.

e.

Lanjutan

tidak tersedia
sangat tidak tersedia

8. Menurut pendapat Bapak/Ibu, bagaimana sikap para instruktur dalam

10.

11.

penerapan Standar Kompetensi Kerja dalam pelatihan kerja, apakah sudah

menerima dan melaksanakan dengan baik?

a

b.
c.
d.

€.

sangat baik

baik

agak baik

tidak baik
sangat tidak baik

Dalam menerapkan Standar Kompetensi Kerja perlu adanya petunjuk

pelaksanaan. Apakah petunjuk pelaksanaan sudah dijalankan dengan baik?

a.
b.

sangat baik

baik

agak baik

tidak baik
sangat tidak baik

Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan Standar Kompetensi Kerja,

disyaratkan tidak adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan. Apakah hal

tersebut sudah berjalan dengan baik?

a
b.

2l O

sangat baik

baik

agak baik

tidak batk
sangat tidak baik

Menurut pendapat anda, penyaluran informasi dari Ditjen Binalattas tentang

Pelatihan Berbasis Kompetensi sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik?

a.

sangat baik
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12.

13.

14,

lanjutan

b. baik

c. agak baik

d. tidak baik

e. sangat tidak baik

Menurut anda, apakah kejelasan informasi tentang Pelatihan Berbasis
Kompetensi sudah dapat dipahami dengan baik?

a. sangat baik

b. baik

c. agak baik

d. tidak baik

e. sangat tidak baik

Apakah menurut anda, Pelatthan Berbasis Kompetensi sudah dapat
dilaksanakan secara konsisten di Balai Latihan Kerja UPTP?
a. sangat konsisten
b. konsisten
agak konsisten
d. tidak konsisten

e. sangat tidak konsisten

Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, menurut pendapat
saudara/i apakah instruktur sudah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan
sikap kerja yang memadai?

sangat memadai

a
b. memadai

e

agak memadai

~

tidak memadai

e. sangat tidak memadai
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lanjutan

15. Dalam melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi, apakah sudah dipahami

16.

17.

18.

dengan baik tugas dan kewenangan masing-masing instruktur?

a

b.
C.
d.

e.

sangat paham
paham

agak paham

tidak paham
sangat tidak paham

Menurut pendapat anda, dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi

apakah sudah tersedia informasi (petunjuk, tata cara pelaksanaan) yang

dimiliki oleh setiap pelaksana ?

a.

b.

Ao

o

sangat tersedia
tersedia

agak tersedia

. tidak tersedia

sangat tidak tersedia

Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, menurut anda, apakah

sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik?

o o

sangat baik
baik

¢. agak baik

=

tidak baik
sangat tidak baik

Dalam melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi, apakah para pelaksana

memberikan dukungan untuk mencapai tujuan pelatihan yang diharapkan?

a
b.

o

Lo

sangat mendukung
mendukung

agak mendukung

tidak mendukung
sangat tidak mendukung
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19.

20.

21.

22.

lanjutan

Menurut pendapat anda, apakah para pelaksana terbantu dalam melaksanakan
Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan adanya petunjuk pelaksanaanya?
sangat terbantu

a.
b. terbantu

o

agak terbantu
tidak terbantu

A

e. sangat tidak terbantu

Apakah dalam melaksanakan Pelaihan Berbasis Kompetensi sudah ada
pembagian tanggung jawab secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih
pekerjaan/tanggung jawab?

a. sangat jelas

b. jelas

c. agak jelas

d. tidak jelas

e. sangat tidak jelas

Apakah saudara/i mengerti informasi dari Ditjen Binalattas tentang sertifikasi
kompetensi, dan para peserta pelatihan sudah mulai dikenalkan dalam proses
pembelajaran pelatihan?

a. sangat mengerti dan sudah dilaksanakan

b. mengerti dan dilaksanakan

134

agak mengerti dan agak dilaksanakan

i

tidak mengerti dan belum dilaksanakan

&

sangat tidak mengerti dan belum dilaksanakan

Sertifikasi Kompetensi harus dilakukan melalui uji kompetensi oleh lembaga
yang independen. Apakah kejelasan informasi mengenai petunjuk pelaksanaan
dalam uji kompetensi sudah diketahui dengan baik?

a. sangat baik

b. baik

c. agak baik
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23.

24,

25.

lanjutan

d. tidak baik
e. sangat tidak baik

Menurut pendapat anda, hasil dari sertifikasi kompetensi sudah dapat diakui
dalam menjamin mutu lulusan?

a. sangat diakui

b. diakui

c. agak diakui

d. tidak diakui

e. sangat tidak diakui

Dalam mempersiapkan sertifikasi kompetensi bagi para peserta pelatihan,
menurut pendapat anda, apakah jumlah dan kualifikasi yang dimiliki aparat
pelaksana di BLK UPTP yang saudara/i pimpin sudah memadai? :
a. sangat memadai
b. memadai

agak memadai
d. tidak memadai

e. sangai tidak memadai

Menurut pendapat anda, bagaimanakah pembagian kewenangan para
pelaksana dalam menyelenggarakan pelatihan untuk mempersiapkan
sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan sudah berjalan dengan baik?

a. sangat baik

b. baik
c. agak baik
d. tidak baik

e. sangat tidak baik
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26.

27.

28.

29.

lanjutan

Menurut anda, bagaimanakah informasi yang diberikan pelaksana kepada
peserta dalam mengikuti pelatihan kerja mengarah pada sertifikasi
kompetensi?

a. sangat baik

b. baik

c. agak baik

d. tidak baik

e. sangat tidak baik

Bagaimanakah sarana dan prasarana yang dimiliki BLK-UPTP untuk
sertifikasi kompetensi, sudah cukup memadai?

a. sangat memadai

b. memadai

agak memadati

A

tidak memadai

e. sangat tidak memadati

Dalam melaksanakan program sertifikasi kompetensi, apakah Lembaga
Sertifikasi Profesi mendapat dukungan penuh dari para pelaksananya?

a. sangat didukung

b. didukung
agak didukung
d. tidak didukung

e. sangat tidak didukung

Struktur birokrasi yang ada memudahkan kegiatan koordinasi serta dapat
menjamin terselenggaranya sertifikasi kompetensi?
sangat menjamin

a
b. menjamin

o

agak menjamin

A

tidak menjamin

e. sangat tidak menjamin
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lanjutan

30. Dalam melaksanakan program sertifikasi kompetensi, apakah Iembaga

sertifikasi profesi telah melakukan pembagian tanggung jawab secara tegas

sehingga tidak terjadi tumpang tindih, antara tugas dengan kewenangan?

a
b.

C.

o

sangat tegas
tegas

agak tegas

tidak tegas
sangat tidak tegas
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Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMBINAAN SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

1. Bagaimana proses dan mekansme perumusan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (Sislatkernas)?

2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sislatkemas? Dan apa tugas
dan fungsinya?

3. Menurut Bapak apakah tugas-tugas dalam pelaksanaan kebijakan Sislatkemnas telah
ditetapkan degnan jelas dan dipahami dengan baik oleh pelaksana?

4. Bagaimana pembinaan terhadap BLK UPTP dalam pelaksanaan Sislatkernas?

5. Bagaimana peranan sumber daya (SDM, kewenangan, informasi dan sarana prasarana)
dalam mendukung keberhasilan sislatkernas di BLK UPTP?

6. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi Sislatkernas?

7. Bagaimana kompetensi dari pelaksana kebijakan? Apakah pelaksana dapat memahami
tugas dengan baik?

8. Bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan?

9. Bagaimana dengan penyebaran tanggung jawab tentang Sis_!atkemas jika daerah juga
di wajibkan melaksanakan implementasi Sislatkernas?

10. Bagaimana komitmen organisasi terhadap pelaksanaan Silslatkernas?

11. Apakah kebijakan ini dianggap berhasil?
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CORRELATIONS
/VARIBABLES=KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOMS KOM& KOM7 KOM8 KOMS KOMTOT
/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE .

Correlations KOM

Lampiran 3

Correlations

KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO
M1 i M2 | M3 | Mal M5 | MB | M7 | MB | MO | KOMTOT
KOM1 Pearson 714 667 | 688 -
Correlation 1 ™ 429 | 408 | 408 | ,333 ™1™ 556 760(%
Sig. (2-tailed) 020,217 | 242 | 242 | 347 | 035 | 028 [ ,095 011
N 10| 10t 410! 10| 10| 10| 10} 10] 10 10
KOM2 Pearson 714 905 { 688
Correlation ™ 1| .388 | 467 | 467 | 429 P s .365 785(")
Sig. (2-tailed) | 020 268 | 174 | 174 | 217 | 000 | 028 | 300 ,007
N 10| 10| 10| 10| 101 10| 10| 10| 10 10
KOM3 Pearson 158 841 A,
Correlation 429 | 388 1| 467 ™ 429 | 429 | 524 ) 785(*%)
Sig. (2-taited) | 217 | 268 A74 (041 | 217 § 217 | 120 | 002 007
N 10f 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 10
KOM4 Pearson ,748
Correlation A08 | 467 | 467 11,583 ™ 408 | 421 | 499 702(9
Sig. (2-tailed) 1 242 | 174 | 174 077 | ,013 | 242 | 225 | 142 024
N 10| 10| 10| 40| 10| 10| 10 10| 10 10
KOMS Pearson 758 748 726
Correlation 408 | 467 ) 583 1 P 408 | 421 ) 793(")
Sig. {2-tailed) | 242 | 174 { 011,077 013 | 242 | 225 | 017 006
N 10| 10| 10| 10| 10| 10§ 10| 10{ 10 10
KOME Pearson 748 | 748 -
Comelation 333 | 429 | 429 e 1 | 444 | 459 | 481 T715(%)
Sig. (2-tailed) | 347 | 217,217 | ,013 | .013 ,198 | ,182 | ,159 020
N 10| 10| 10| 10! 10| 10| 10| 10| 10 10
KOM7 Pearson B67 | 905 650 -
Correlation | 429 | 408 | 408 | 444 1 ™ 481 ,789(*%)
Sig. (2-tailed) | 035! .000|.217 | .242 | 242 | ,198 042 | 159 007
N 10} 10| 10} 10| 10} 10| 10| 10| 10 10
KOMSB Pearson 688 | 688 650
Corvelation ol ™ 524 | 421 | 421 | 459 ™ 1,306 764(%
Sig. (2-tailed) | ,028 | 028,120 | 225 | ,225 | ,182 | 042 390 010
N 10| 10] 10| 10| 10| 10| 10| 10] 10 10
KOMZ Pearson 841 726 .
Correlation 556 | ,365 ) 499 ") 481 | 481 | 306 1 JT4(™)
Sig. (2-tailed) | 095 | 300 | ,002 | ,142 | 017 | ,159 | ;159 [ ,390 008
N 10| 10| 10| 10] 10| 40| 10| 10| 10 10
KOMT Pearson 760 |.785|.785|,702 | ,793 | ,715 | ,789 | ,764 | .774 4
oT Correlation TN O i T O i T O O/ 0 O 0 8 I e O 0 3 O
Sig. (2-ailed) | ,011 | ,007 | ,007 | ,024 | ,006 } ,020 ; ,007 | ,010 | ,009
N 10| 10| 10| 10| 10f 10} 101 10| 10 10

* Correlation is significant at the 0.05 leve! (2-tailed).

** Comrelation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.




Avesspisanss

o b m L m ! b 1 L L 1 ) 1 N
o'  [s00' |ooo* {soo' |ooo' |00’ | oo el0' |00 |o00'  jo00'  |100' | (peym-z) Bis
(o' | GJeL | Gwle' [ (arez | Gaoss' | Gappe' | Gareg' |1 Ges [Gasie (o | (aze' | (ages | “MEEES o
01 1 ! ! m ! m 5 ! n 1 h b N
600|000 |e' w0 |eoo’ |00’ [0t ek g00'  |800' |800'  |s00' | (penerz) Bis
(ozz | <988 | Qzes | Goes | ez | Gves |(ee | Qe | (e |Gosrs | Gere | Gsee | "Lty cas
oL b ! 1 m ) L 1) 1 L m m m N
e’ [so0'  [ooo' [z |00 {0’ [lw0'  |ooot | so0 000' |o00'  |000' | (payer-z) Bis
(eve' | GBsr | (Wers' | (Jezz' | (wlors' | (w)ose' | (wees' | (usie’ | luses |1 (wlogs | Cgse |Goos' | “hofeaa  pas
o 1 m ) m 1 I L ! 1 L m m N
ozo'  |s00' [ooo' .|sw0' [eoo' fooo' |eoo' {ooo'  |soo' | o000 000 | 100' | (peyerz) Bis
Webs | G0 | (wv2s' | (889 | (808" | (906" | (uhi6L' | (9LB' | (b | CudogS' | 1 (woes' | Gees' | “UCeeg  eqs
01 b 1 m L ) h ! h Ll 1 ) 1 N
010' #00' 100' zoo’ £00' 000 00’ 060" 800° 000' 000" 000’ {pauey-z) ‘Bis
(J2or | (w882 | (Jpos' |(wgze’ | (w808’ | (68 | (wiese' |(weis' | (uevs |(wses' |(uoes' |1 (w868 | “losres  zas
o ) ) m L 1L 1) 1! 1y 1 m 1 ) N
€10’ 500° 100' 000° 100" Loo* 000" 100" 500' 000' 100" 000’ (paner-z) ‘Bis
(a2’ | (82 | (838" | 268 | ()OPE' | ()a88" | (W)2b6' | Gu)ses' | Gulaze' | (w006 | wlBEs | (wiBsE' |1 osees 108
I0IGS | 2vds | was | oGS | 6as | 8ds | Z0s | 9as | a5 | ¥as | €as | 2as | 10s

suonejaLIo)

eAeq JoquIng suolIBjaII0)

¢ USIMAIVA=ONISSIH/
DISON TIVLOMI=ILNI¥a/
LCLAS ¢Tds TTI4S 0148 6ds 84S tds 94dSs €0S kUS €AS ZAS TJS=5S3ATHYIUYA/

SNOLLYTITIOD

., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.

Analisis implementasi..



lanjutan

"(pallel-Z) [0A8] GO'0 B4} J8 Juedyjubis s) uopejauy
“(payiel-2) |9As} LO"0 8yl e Jueoyubis s) uopepuo) |,

ol

200"
(.Jzgs'

Ol
L00'

(w)zss

oL
AN

{502

ol
200’

(w)ogs’
oL

zzo'
{Jgoz'

oL
oLo'

(w292

OF

(wzas
L

L
vio'

(MrAYA

(43
L0

{(Jezs’

L
LL0°

{.Jooz’

L
100’

(.Jzo8'

3
oLo'

{res!

4]
100

{(.)28s’

1
147

{2
(N

3

b
GLo'

(JzozL'

b
100’

(«.)808"
bi

L00"
(w)9es'
L

000"
(pL8'

ob
€20’

{Jsos'

3!
Lo’

{ezs’

q’
S0’

MTIVA
L

b
b

000'
{v.)648'
)
200'
(192’
X1

000
(w806’

oL
zao'

(v.)0s8'

3
10

(.Joos'

bl
100’

{..)808"
)

(se)B28"
i

g
200

(w)ig2'
1L

(w898’

ob
zz0*
{.)g0."

L
L0o'

(w)Zo8'

L
00’

(ss)0E8'

3
200’

]3-74

Ll
200’

()iG2
L

I

Ll
200’

(woes'

ol
oLo’

(we)292'

1!
010'

(Jves

Ll
000"
()78

2
000°

(..)808"

Ll
+0o'

{..)808"

q
z00'

{wloes’
L

1412
oLo’

(w502

L
S00"

GleLs

L
000'

(¥ L6’

b
500

(3182
L
000"
{+»)088'

Ll
L00'

(s)t¥8’
b
000"
(w188’

ol
600

(wl022'

17
000’

{w)os6’

b
8L0'

(Jz69'

bk
L0

(Joez'

L
600°

(..)ees!

L
Loo'

(es)bO8'

bl
L10°

(268"

ol
£10'

(Jsp'

Ll
500"

(.)8is

Ll
000’

(wEbs'

32
e’

{Jeee’
)

Lo’
{Jovg'
b

100"
(s.)558"

(3
L00'

{wioEg’

]
0zo'

.Cm A
LL

800"
{)oss'

i
000

{en)¥Z8'

b
610'

{\)eso’

kL
€00’

()808"
3

000*
{w.)o0s"

193
£00°

(w262

ol
oLo’

{Wees'
b

#00'
{88!

Vi
100’

{wlyog’

i
Z00'

(w828

3
£00'

{s.)808"

(%
000"

{)168'

L
100*

(w.)858"

oL
g0’

{Jsye'

q
S00'

(8Ll

Ll
1oo'

{858
I
000"
(w)2se’

L
+00'

(Jove'

(2]
Loo'

{w)gg8’

Ll
0o0*

(s0)218"

N
(paym-z) ‘Bis
uone|auon
uosiesd

N
{poliel-z) ‘Bis
uoneelos
Uosiea

N

(palimy-z) ‘Bis
([alv[=][=TH]e}p]
uosigad

N

(poye)-2) 'BIs
uone|sLo)
uosieay

N

(pejie)-g) ‘BiS
uopejsuos
uosiead

N

(peliey-g) ‘BiIs
HoneeuLo)
UosIESd

N

(paym-z) Bis
uofe|ello)
uosieed

olas

21as

as

0ias

83ds

80s

Z3s

., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.

Analisis implementasi..



CORRELATIONS

/VARTABLES=SIKAP1 SIKAPZ

/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PRIRWISE .

SIKAP3 SIKAPTOT

lanjutan

Correlations SIKAP
Correlations
SIKAP1 SIKAP2 SIKAP3 | SIKAPTOT
SIKAP1 Pearson Comelation 1 449 447 J73(™)
Sig. (2-tailed) - 193 195 009
N 10 10 10 10
SIKAP2 Pearson Comelation 449 1 602 B873("
Sig. (2-tailed) 193 066 001
N 10 10 10 10
SIKAP3 Pearson Correlation A47 602 1 ,793(™
Sig. (2-tailed) ,195 066 ,006
N 10 10 10 10
SIKAPTOT Pearson Correlation J73( ,873(*) T793(") 1
Sig. (Z‘tailed) |009 |001 .0%
N 10 10 10 10

** Comelation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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CORRELATIONS
/VARIABLES=STRUK1 STRUK2 STRUK3 STRUK4 STRUKS STRUK6é STRUKTOT
/PRINT=TWOTARIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE .

Correlations STRUKTUR BIROKRASI

Lanjutan

Correlations
STRUK
STRUK1 | STRUK2 [ STRUK3 | STRUK4 | STRUKS | STRUKS | TOT
STRUK1 Pearson Correlation 1 530 557 667(%) 4591 [778(™) | .824("
Sig. (2-taited) 115 094 ,035 182 008 003
N 10 10 10 10 10 10 10
STRUK2 Pearson Carrelation 530 1 413 318 267 JA2M | 742
Sig. (2-tailed) 115 235 371 455 014 014
N 10 10 10 10 10 10 10
STRUK3 Pearson Cormelation 557 413 1 ,681(" | ,809(™) 557 | ,830(™)
Sig. (2-tailed) ,094 ,235 030 005 094 ,003
: N 10 10 10 10 10 10 10
STRUK4 Pearson Correlation BE7(*) 318 B681(" i ,650(%) A81 | 765(*Y
Sig. (2-tailed) 035 271 030 042 ,159 010
N 10 10 10 10 10 10 10
STRUK5 Pearson Correlation 459 267 | .809(™) i 650(" 1 306 | ,722(%
Sig. (2-tailed) 182 455 005 042 390 018
N o 10 10 10 10 10 10 10
STRUKB Pearson Correlation {  778(") 742(%) 557 ABY 306 1| .837(™)
Sig. (2-tailed} ,008 014 084 ,159 ,390 ,003
N 10 10 10 10 10 10 10
_?TRUKTO Pearson Comelation 824(™) 74209 | 8sor | zes(m | 7220 | sare 1
Sig. (2-tailed) 003 014 003 010 018 ,003
N 10 10 10 10 10 10 10

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant 2t the 0.01 level (2-tailed).
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RELIABILITY

/VARTABLES=KOM1 KOM2 KOM3 KOM4 KOMS KOM6& KOM7 KOMB8 KOMS
/SCALE (*ALL VARIABLES')

Reliability KOMUNIKASI
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

ALL/MODEL=ALPHA.

N %
Cases  Valid 10 80,9
Excluded(
a) 1 9,1
Total 1" 100,C

a listwise deletion basad on all variables in the procedure.

Reliabllity Statistics

Cronbach's
Aloha N of ltems
lmo 9
RELIABILITY

Lampiran 4

/VRRIABLES=SD1 SD2 SD3 SD4 SD5 SD6 SD7 SD8 SCS SD10 $D11 sSDi2

/SCALE ( *ALL VARIABLES')

Reliability SUMBERDAYA

ALL/MODEL=ALPHA.

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases  Valid 40 90,9
Excluded(
a) 1 9,1
Total 11 100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure,

Rellability Statistics

Cronbach's
Alpha

N of ltems

927

12
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Lanjutan

RELIABILITY
/VARIARBLES=SIKAP1 SIKAP2 SIKAP3
/SCALE ("ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA.

Reliability STRUKTUR BIROKRASI

Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases  Valid 10 90,9
Exciuded(
a) 1 2.1
Total 11 100,0

a Llstwise deletion based on all variables in the procedure.
Rellabillty Statistice :

Cronbach's
Alpha N of ltems
,851 6
RELIABILITY

/VARIABLES=STRUK1 STRUK2 STRUK3 STRUK4 STRUKS STRUKG
/SCALE {'ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA.

Reliability STRUKTUR BIROKRASI
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases  Valid 10 90,9
Excluded(
a) 1 8,1
Total 11 100,0

a Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliabllity Statistics

Cronbach's
Alpha N of ltems

,851 6
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Lampiran 5

REKAPITULASI DATA KUESIONER

Variabe! Komunikasi

Total

35

35

35

33

30

36
32

29

43

38

36

23

22

21

13

11

Nomor Perfanyaan
12

1

No
Responden

10
i1

Variabel Sumber Daya

Total

38

47

43

39

37

51

37

51

47

17 124 | 25 | 26 | 27

16

Nomor Pertanyaan
15

14

7

4

No
Responden

10
11

Variabel Sikap

Total

1
12
10
10
12
11
10
14
32
12

Nomeor Pertanyaan

8

28

18

No
Reponden

10
1

., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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Variabel Struktur Birokrasi

Lanjutan

No
Responden

Nomor Pertanyaan

19

20

Total

20

24

24

21

17

27

17

20

26

24
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Lampiran 6
Wawancara Informan 1

1. Bagaimana proses dan mekanisme perumusan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (Sislatkernas)?
Kebijakan sislatkemas merupakan amanat dari UU No.13 tentang ketenagakerjaan,
karena suatu kesisteman artinya banyaknya yang terkait satu dengan lainnya. berproses
satu dengan lainnya. Mengenai proses dan mekanisme, dalam proses melalui tahapan
menyiapan materi dan apa yang akan diatur, apa yang harus di laksanakan untuk
dipikirkan secara jauh-jauh dengan yamg mengacu dari UU 13, merupakan suatu
langkah yang strategis dalam kaitan untuk peningkatan kualitas SDM di dunia kerja,
dan perlu diatur dengan kesisteman. Proses dan melkanisme melibatkan departemen-
departemen teknis lainnya untuk menciptakan pelatihan yang dapat berjalan dengan
efektif dan aplikatif.

2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sislatkernas? Dan apa tugas
dan fungsinya?
Pihak yang terkait adalah pihak yang terkait secara teknis, yang mengerti secara
subtansi untuk pembuhasan tentang Sistem Pelatihan Kerja, sebagai contoh
mengundang departemen EDSM, Ditjen Migas, Pemerintah menyiapkan dari satuan
teknis untuk mempersiapkan sumber-sumber daya manusia di pelatihan agar pencari
kerja akan siap kerja. Itulah fungsi dari pelatihan kerja.

3. Menurut Bapak apakah tugas-tugas dalam pelaksanaan kebijakan Sislatkernas telah
ditetapkan degnan jelas dan dipahami dengan baik oleh pelaksana?
Karena suatu proses, maka ketika turun suatu ketetapan, yang tertuang dari PP 31 thn
2006, maka perlu disosialisasikan, kepada masing2 departernen ke satuan kerja teknis
lainnya, contoh, dari SKK yang ditetapkan dari minyak dan gas sudah 10 skkni, dan ini
harus di jalankan oleh pelaksana. Ini sudah dapat dijadikan indicator bahwa
Sislatkernas ini sudah dipahami oleh pelaksana.

4. Bagaimana pembinaan terhadap BLK UPTP dalam pelaksanaan Sislathkernas?
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BLK kita dengan 11 UPTP, di dorong terus dalam pelaksanaan sislatkemnas.
Pembinaan disini untuk mendorong, meningkatkan tugas dan fungsi dari BLK, dari
Ditjen Binlaatass telah mengeluarkan pedoman, standar, dan BLK tersebut kita dorong,
kita fasilitasi, dengan 130 program pelatihan dan 450 modul yang sudah kita fasilitas
dan kita berikan ke UPTP, dan ini jadi acuan dari PBK. Ini salah satu dalam penyiapan
software. Di 2009, Ditjen Binalattas membuat suatu pilot project untuk implementasi
pelatihan kerja berbasis kompetensi .Dimana PBK mengacu ke standar kompetensi
untuk itu. BLK UPTP kita dorong untuk melaksanakan mengembangkan dari program,
kurikulum dan modul yang dibutuhkan masyarakat. Ini adalah wujud pembinaan dari
UPTP. Dismaping pembinaan di sarana dan prasananya dan pembinaan instruktur dan
tenaga kepelatihan.

Bagaimana peranan sumber daya (SDM, kewenangan, informasi dan sarana
prasarana) dalam mendulkung keberhasilan sislatkernas di BLK UPTP?

Sumber daya pelatihan terdiri dari SDM, saran dan fasilitas, manajemen, program
pelatihan dan dana. Ini sangat penting, dan salah satu yang terkait dengan penyiapan
infrastruktur terutama bidang program pelatihan, Ditjen Lattas kecukupan dan
kesiapan dari sumber daya tersebut. Dari SDM juga berperan, jika sarlat bagus, sdm
tidak ada pelatihan tidak akan berhasil. Dengan batasan2 yang ada di bidang sarlat,

kita sangat yakin sdm kita dapat mensiasati dengan bekerja sama dengan perusahaan

bagaimana sarlat dapat difungsikan untuk mencapai apa yang ingin dicapai dalam
program pelatihan tsb. Dalam memanfaatkan dalaam sumber daya, perlu informasi,
kerjasama, inovasi terhadap pembinaan sumber daya, disamping perlu Skala prioritas
contoh SDM penting, sarlat penting. Namun kita bisa melaksanakan dengan OJT dan
kerjasama dengan perusahaan.

Bagaimana sikap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi Sislatkernas?
BLK sangat mendukung, karena dari tugas dan fungsi, bahwa pelatihan itu harus
mencapai standar, yang sesuai dunia kerja. Persyaratan kompetensi di dunia kerja.
Bagaimana kompetensi dari pelaksana kebijakan (Kepala BLK dan instruktur)?
Apakah pelaksana dapat memahami tugas yang diamanatkan oleh Ditjen Binalattas?
Kita harus mengakui bahwa kemajuan iptek dan tuntutan persyaratan kerja harus

relevan dengan kompetensi yang dimiliki pelaksana kebijakan. Ditjen Binalattas
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10.

mendorong sekali kemampuan kompetensi pelaksana kebijakan dengan melalui.
melakukan diklat, sosialisasi, workshop, ini sebagai indikator bahwa dari pelaksana
berusaha meningkatkan kompetensi karena tuntutan pelaksanaan pekerjaan. Karena
para pelaksana harus mengatisipasi perubahan jaman dan perkembangan teknologi
oleh karena itu perlu membangun kerjasama dan jejaring dengan dunia industri.Ini
sangat perlu karena merekalah garda paling depan dalam pelaksanaan pelatihan
tersebut.

Bagaimana komunikasi antara pembuat kebijakav dengan pelaksana kebijakan
apakah sudah berjalan dengan baik ? apakah ada kendala?

Komunikasi merupakan fungsi sangat penting dalam mencapai.apa yang diinginkan.
Komunikasi Ditjen Binalattas sudah sangat bagus, ini dilaksanakan dalam pembuatan
suatu regulasi, pedoman, dan juklak. Yang terpenting dalam kesisteman adalah
implementasi dari system dan kelembagaan. Pembuatan pedoman, modul dan juklak
melibatkan dari sector industri, asosiasi profesi dan pakar, dunia pendidikan yang
bertujuan untuk pengembangan SDM melalui pelatihan kerja.

Bagaimana dengan penyebaran tanggung jawab tentang Sislatkernas? Apakah daerah
Juga di wajibkan melaksanakan implementasi Sislatkernas?

Memang dalam PP 3! diamanatkan agar ada pelaksanaan sislatkernas di daerah.
Pembagian kewenangan dipusat dan daerah ini juga ada dalam pelatihan. Terkait
dengan itu peran pusat adalah melakukan pelatihan dengan skala nasional, didalam
regulasi tersebut sudah tertera di sislatkernas. Peranan antara pusat dan daerah harus
sinergi. Sistem pelatihan harus ada SKKNInya, kualifikasi harus ada, standar
kompetensi, dan ini menjadi tugas pusat, didaerah juga bagaimana
mengimplementasikan standar kompetensi tersebut, dengan pusat sebagai fasilitasi
dalam pelaksanaan pelatihan. Daerah juga harus menggali potensi2 yang ada didaerah
terkait implementasi yang ada.

Bagaimana komitmen organisasi terhadap pelaksanaan Sislathernas?

Ditjen binalattas mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk pedoman-pedoman
untuk pelaksanaan sislatkernas itu sendiri. Dengan membangun jejaring, networking
dengan dunia industri. Dengan pedoman tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan

dalam melaksanakan sislatkernas, hal ini dibuat agar tidak terjadi kesalapahaman
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dalam pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan
sislatkernas.

11. Apakah kebijakan ini dianggap berhasil?
Sislatkernas baru muncul 2006 Tolak ukur sislatkarnas sangat luas, salah satunya
adalah output dari pelatihan sudah match dengan di dunia kerja. Cakupan persyaratan
kompetensi dua atau 3 tahun yang akan datang. Intinya dari peserta pelatihan
memenuhi suatu persayaratan yang ada di dunia kerja. Ini menjadi suatu tolak ukur

dan ini sudah mengacu ke kebutuhan riil di industri dan terserap di pasar kerja.
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Lampiran 7

Wawancara Informan 2

1. Bagaimana proses dan mekanisme perumusan kebijakan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (Sislatkernas)?
Cikal bakalnya dari sertifikat. Dimana departemen-depatemen teknis lain
mengeluarkarn sertifikat pelatihan dan menjamin kualitas dari peserta peiatihan itu.
Untuk mengatur itu, periu kebijakan yang menjamin kualitas dan merupakan kontrol.
Untuk itu dibentuk BNSP yang merupakan amanat dari UU 13 tahun 2003. BNSP
sebagai quality control, yang mengacu sistem standar kompetensi, berkualitas dan
berorientasi kepada pasar. Untuk itu suatu sistem yang mengatur tentang standar,
programm, pelatihan yang mengacu pada standar hingga terbentuklah sislatkernas
seperti yang diamanatkan dalam UU 13 tahun 2003.

2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sisiatkernas?
Peran industri sangat dominan, karena disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Contoh
industri otomotif dimana stake holder seperti Hyundai, Honda, Toyota duduk bersama
untuk membuat standar kompetensi kerja nasional indonesia, yang dijadikan acuan
dalam menyusun standar yang ditetapkan dalam suatu pelatihan maupun uji
kompetensi. Standar ini disusun melalui dalam pelatihan kerja dalam menyusun
program, modul dan jenis pelatihan yang berdasarkan kompetensi.

3. Standar ini disusun untuk pelatiham kerja. Apakah ini sudah disampaikan oleh Ditjen
Binalattas untuk dilaksanakan di pelatihan kerja ?
Dengan adanya pedoman-pedoman yang dalam pelaksanaan pelatihan berbasis
kompetensi seerti pedoman penyusunan program, pelaksanaan pelatihan berbasis
kompetensi dan menyusun standar maka BLK diperintahkan untuk mengacu ke
pedoman itu.

4. Bagaimana peranan sumber daya (SDM, kewenangan, informasi dan sarana
prasarana) dalam mendukung keberhasilan sislatkernas di BLK UPTP?
Ada yang belum paham benar dengan PBK, ini terjadi ketika dalam Bimtek, dimana

masih ada intruktur belum dapat membuat modul pelatihan PBK, namun dengan
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bimtek inilah kita mengeahui kualitas instruktur. Instruktur sudah cukup mengerti apa
yang harus dilakukan dalam PBK, namun itu tadi belum paham akan filosopi dari PBK,
jadi kadang dalam membuat modul, mereka asal tebal saja, tidak mengetahui apa saja
yang cukup ditulis dalam membuat modul, jadi mereka tulis semua yang ada
hubungannya dengan materi yang akan ditulis.misal dalam membuat kopi, cukup
bahannya adlah gula, kopi dan air. Kita tidak mempermasalahkan kopinya dari mana,
namun kadang instruktur menulis kopinya harus torabika dst. Itu berarti tidak
memahami filosopi.Sedangkan dari sarana dan prasarana, diharapkan BLK juga
menjadi tempat uji kompetensi, karena peralatan yang harus disediakan oleh PBK
harus yang standar dengan apa yang akan kita latih. Begitu pula dengan TUK, alatnya
harus standar dengan uji kompetensi dan peralatan itu tidak berbeda jauh antara PBK
dan TUK.

Bagaimana sikap pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi Sislatkernas?
Sikapnya sangat mendukung, karena sudah dapat diuji hasilnya bahwa lulusan
pelatihan PBK lebih dapat diserap dibandingkan dengan pelatihan yang konvensional.
Pelatihan PBK mengacu pada standar yang ditetapkan industri sedangkan yang
konvensional tidak.

Bagaimana kemampuan dari pelaksana kebijakan (Kepala BLK)?‘ Apakah pelaksana
dapat memahami tugas yang diamanatkan oleh Ditjen Binalattas? h
Kepala BLK harusnya sudah mengikuti diklat pengelola BLK, ini merupakan
pendidikan bagaimana mengelola BLK yang baik dan benar. Sehingga nanti ketika
mereka memimpin BLK sudah tahu apa yang dimaksud dengan pelatihan. Untuk
BLK-UPTP rasanya sudah aman, karena tahun 2008, mereka juga di kirim ke Turin,
yang salah satu materinya adalah untuk mengetahui bagaimana mengelola suatu
pelatihan yang baik. Yang agak jadi kendala adalah di daerah, dengan adanya otoda,
pusat tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menunjuk kandidat dalam memimpin
suatu BLK. Banyak yang tidak tahu pelatihan, memimpin BLK. Kita coba undang
untuk mengikuti Bimtek, namun belum lama ikut bimtek sudah diganti lagi atau
mutasi ke bagian lain, sehingga mereka belum dapat melaksanakan apa yang didapat

dari bimtek atau mentransfer ilmunya kepada orang lain. Sedangkan dana yang
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dimiliki pusa sangat terbatas, tidak dapat menjangkau seluruh daerah . Paling banyak
peserta bimtek 20 sdangkan paketnya Cuma 2, jadi hanya 40 orang yang terakomodir.
Bagaimana prosedur pelaksanaan dari Sislatkernas? Apakah ada intervensi dari luar?
Standar pelaksaan sislatkernas sudah jelas. Dimana BLK melaksanakan pelatihan
berbasis kompetensi, sedangkan di pusat melakukan harmonisasi dengan negara lain,
terkait dengan disamakannya standar kita dengan standar negara lain.dimiliki oleh
orang indonesia dapat diakui juga di negara lain. Begitu juga dengan jabatan-jabatan
tertentv yang sudah dilakukan mutual recognition aggrement dengan negara lain
terutama untuk beberapa jabatan teknis.

Sedangkan untuk hambatan ini biasanya dari daerah. Dalam penerapan
sislatkernas,terjadi hambatan karena perputaran orang yang membidangi pelatihan
ditempatkan bukan dibidang pelatihan. Pusat tidak bisa berbuat apa, karena itu
kewenangan daerah, namun harapannya adalah dapat ditempatkannya orang pelatihan
untuk membidangi masalah pelatihan di tingkat propinsi, kabupatan atau kota. Kadang
orang daerah menganggap bahwa sislatkernas adalah tanggung jawab pusat saja,
sedangkan dana pusat terbatas, maka ketika ada sosialisasi, bimtek maupun workshop
diharapakan orang daerah yang diundang mengestafetkan apa yan dirﬁiliki untuk dapat
ditularkan kepada orang lain didaerahnya. Pedoman tentang sislatkernas juga harus
segera diterbitkan dan disosialisasikan agar daerah mengerti tugas dan tanggung
jawabnya terhadap pelatihan.

. Apakah kebijakan ini dianggap berhasil?

Hal ini butuh wakiu bila ingin berhasil secara menyeluruh. Banyak yang harus
dipersiapkan salah satunya program, instruktur maupun peralatan, schingga untuk itu

perlu pendanaan dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM PELATTHAN KERJA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Vienimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor-32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara chifb]ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikat Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4408);

MEMUTUSKAN :

enetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PELATIHAN
KERJA NASIONAL.
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PRESIDEN
REPUBLIK {NDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuod dengan :

1. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
Kerja, Produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
kcterammwlian tertentu sesuai dengan jenjang dan _
_l_c_u_a]iﬁka:ijiabatar_l— atau pekerjaan, '

2. Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat
Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen
pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.

3. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum
atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
pelatihan kerja.

4. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang revelan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

6. Sertifikat komponen kerja adalah proses pemberian sertifikat
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif malalui uji
kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,
Standar Internasional dan.atau Standar Khusus.

o S 7. Sertifikat .......
Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh
lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa
seseorang telah menguasai kompetnsi kerja tertentu sesuai dengan
SKKNL

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat .
KKNI, adalah kerangka, perjenjangan kualifikasi kompetensi yang
dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara «
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja »
dalam rangka pemberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan
struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang
mentiiikberatkan pada penguasaan kemapuan kerja yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Akreditasi jadalah proses pemberian pengakuan formal yang
menyatakan bahwa suatu lcmbéga telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan kegiatan pelathan kerja.

'Pemerintah Pusatiyang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden ¢

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Badan Nasional Sertifikat profesi yang selanjutnya disingkat BNSP,
adalah lembaga independen yailg bertugas melaksanakan sertifikat
kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
di bidang ketenagakerjaan.

/Bab II

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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BABII
TUJUAN
Pasal 2

‘Sislatnas bertujuan untuk g

mewujudkan pelatihan kerja nasional vang efektif dan efesien
dalain rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja;

memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan,
dan pengendalian pelatihan kerja;

mengoptimalkan pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber
daya pelatihan kerja.

BAB Il
PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA
Pasal 3

Prnsip dasar pelatihan kerja adalah :

(1)
(2)
(3)
(4)

berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM;
berbasis pada kompetensi kerja;

tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah, dan
masyarakat; B
bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

BAB IV
PROGRAM PELATIHAN KERJA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4

Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar
Internasional dan/atau Standar Khusus,

Program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang mengacu
pada jenjang KKNI.

Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang disusun berdasarkan
unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.

Bagian kedua ...
Analisi§4r11plementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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Bagian Kedua
KKNI
Pasal §

Dalam rangka mengembangkan kualitas tenaga kerja ditetapkan KKNI
yang disusun berdasarkan jenjang kualifikasi kompetensi kerja dari
yang terendah sampai yang tertinggi.

KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 (sembilan)
jenjang yang dimulai dengan kualifikasi seriifikat 1 (satu) sampai
dengan sertifikat 9 (sembilan)

KKNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Presiden.

Pasal 6

KKNI sebagaimena dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi acuan
dalam penetapan kualifikasi tenaga kerja.

Dalam hal sektor dan/atau profesi tertentu tidak memiliki atau tidak
memerlukan seluruh jenjang pada KKNI, dapat memilih kualifikasi
tertentu.

Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
menggunakan KKNI.

Bagian Ketiga
SKKNI
Pasal 7

SKKNI disusun berdasarkan kebutuhan lapangan usaha yang sekurang-
kurangnya memuat kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap kerja.
SKKNI dikelompokkan ke dalam jenjang kualifikasi dengan mengacu
pada KKNI dan/atau jenjang jabatan

Pengelompokan SKKNI ke dalam jenjang kualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan
pelaksanaan pekerjaan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab pekerjaan.

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pas&@arj&%@&@
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(4) Rancangan SKKNI dibakukan melalui forum konverensi antar asosiasi
profesi, pakar dan praktisi untuk sektor, subsektor dan bidang tertentu
dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menjadi acuan
dalam penyusunan program pelatihan kerja dan penyusunan materi uji
kompetensi.

BABV
PENYELENGGARAAN
Pasal 9

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang
relevan, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai standar kompetensi
kerja.

(2) Metode pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada (1) dapat berupa
‘pelatihan di tempat kerja dan/atau pelatihan dilembaga pelatihan
kerja,

(3) Metode pelatihan di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat diselenggarakan dengan pemagangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Perturan Menteri.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan sarana dan
 prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menjamin tercapainya
standar kompetensi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri

Pasal 11 .......

Analisis iméalementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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Pasal 11

Penyelenggaraan pelatihan kerja harus didukung dengan tenaga -
kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai
dengan bidang tugasnya.

Kualifikasi kompetensi tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup kompetensi teknis, pengetahuan, dan sikap
kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kualifikasi kompetensi
tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan
kerja swasta yang telah memiliki izin dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
memperoleh akreditas dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah
melalui proses akreditasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga
pelatihan kerja pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta
dan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PESERTA PELATIHAN KERJA
Pasal 13

Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan
kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

(2) Untuk .......

Analisis irjjplementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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(2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja, peserta wajib memenuhi

persyatatan sesuai dengan jenis dan tingkat program yang akan diikuti.

(3) Peserta pelatihan kerja yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau

(1)
@)

3)

)

&)

(6)

(1)

mental tertentu dapat diberikan pelayanan khusus sesuai dengan
keterbatasannya.

BAB VII
SERTIFIKAT
Pasal 14

Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pelatihan berhak
mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atausertifikat kompetensi kerja.
Sertifikat pelatihan kerja diberikan oleh lembaga pelatihan kerja
kepada peserta pelatthan yang dinyatakan lulus sesuai dengan program
pelatihan kerja yang diikuti.

Sertifikat kompetensi kerja diberikan oleh BNSP kepada lulusan
pelatihan dan/atau tenaga kerja berpengalaman setelah lulus uji
kopetensi. —~
BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikat profesi
yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melaksanakan sertifikat
kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Dalam hal lembaga sertifikat profesi tertentu belum terbentuk maka
pelaksanaan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan oleh BNSP.

Pelaksanaan sertifikat kompetensi ketja sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) harus mengacu pada pedoman sertifikat
kompetensi kerja yang ditetapkan oleh BNSP.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 15

Menteri mengembangkan sistem informasi pelatihan kerja nasional
untuk mendukung pelaksanaan Sislatkernas.

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarja%gu‘s,%%n
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(2) Sistem informasi pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya memuat data dan informas
tentang :

a.  SKKNI dan KKNI;

b. program pelatihan kerja;

c. ‘penyelenggaraan pelatiban kerja;
d. tenaga kepelatihan; dan

e. sertifikat. ¢

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun dar semua
pihak yang terkait dengan pelatihan kerja baik instansi pemerintah,
pemerintah daerah maupun swasta, serta informasi dari lembaga di
luar negeri.

Pasal 16

Kegiatan sistem informasi pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan
penyebarluasan data dan informasi. “

Pasal 17

Sistem informasi pelatihan kerja nasional harus menjangkau sasaran
yang luas, murah, dan mudah diperoleh masyarakat '

'BABIX
PANDANAAN
Pasal 18

(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja baik yang menyangkut pembinaan
maupun penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif,
efisien, akuntabilitas,transparansi, dan berkelanjutan.

(2) Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belajna Daerah dan/atau penerimaan lain
yang. sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisis implementasi..., Widjanarko,‘ Pasca/s%'rjaKngtﬁ[l%%g. """"
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendanaan sistem
pelatthan kerja diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 19

Pembinaan Sislatkernas diarahkan untuk meningkatkan relevansi,
kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja serta standardisasi sertifikasi
kompetensi kerja.

Pembinaan Sislatkernas sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri
dari pembinaan umum dan pembinaan teknis.

Pembinaan umum terhadap Sislatkernas dilakukan oleh instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Sislatkernas di masing-masing

- sektor dilakukan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor

(5)

(1)

2)

yang bersangkutan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
melalui perencanaan, bimbingan, konsultasi, fasilitasi koordinasi dan
pengendalian,

BAB X1
KOORDINASI
Pasal 20

Koordinasi pelatihan kerja dilakukan oleh lembaga koordinasi pelatihan
kerja nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden.
Koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain meliputi koordinasi dalam perencanaan, penyelenggaraan,
pemberdayaan, dan pendanaan pelatihan kerja.
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BAB XII
PELAKSANAAN SISLATKERNAS DI DAERAH
Pasal 21

Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Sislatkernas di daerahnya sesuai dengan tugas dan wewenang
penyelenggaraan otonomi daerah dibidang ketenagakerjaan.
Pelaksanaan Sislatkernas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlandaskan pada pedoman penyelenggaraan Sislatkernas yang
ditetapkan dalam Peraturan Menteri. :

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, sSemua peraturan
perundang-undangan yang mengaur tentang pelatihan kerja yang
telah ditetapkan oleh instansi teknis dan/atau lembaga lain dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau
diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Penyesuaian peraturan tentang pelatihan kerja yang bertentangan
dengan Peraturan Pemerintah ini, wajib disesuaikan paling lama 1
(satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

BAB XIV -
KETENTUAN PENUTUP
" Pasal 23

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

~-11-
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Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia,
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 67
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Bidang Politik dan Kesra,

isnu Setiawan

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2009.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM PELATIHAN KERJA NASIONAL

UMUM

Pelaihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin,
sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, pelatihan kerja
merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas serta mengembangkan
karir tenaga kerja.

Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertampu pada tiga pilar utama,
yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi .
kompetensi oleh lembaga yang independen. Standar Kompetensi kerja perlu
disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi, dengan mengacu
pada kebutuhan industri atau perusahaan. Hal ini penting, agar standar kompetensi
kerja dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun
internasional.

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam
mengembangkan program pelatihan. Untuk keperluan pengembangan pelatihan
berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan
unsurnya dalam satu kesatuan sistem pelatihan berbasis kompetensi. Untuk
mengetahui sejauh mana lulusan pelatihan telah memenuhi standar kompetensi
yang ditetapkan, perlu dilakukan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.

Sertifikasi kompetensi tersebut di atas dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi
yang independen. Hal ini penting, agar tidak terjadi konflik kepentingan antara
penyelanggara pelatihan sebagai produsen dan lembaga sertifikasi sebagai penjamin
mutu lulusan.

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, sooketiga ...
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Ketiga pilar pengembangan kualitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud di atas,
perlu disenergikan ke dalam suaiu sistem pelatihan kerja nastonal (Sislatkernas).
Sistem pelatihan Kerja Nasional merupakan panduan arah kebijakan umum bagi
terselenggaranya pelatihan secara terarah, sistematis, dan sinergis dalam
penyelenggaraan pelatihan di berbagai bidang,, sektor, instansi dan penyelenggaraan
pelatihan dalam melakukan kegiatannya sehingga tujuan pelatihan nasional dapat
dicapai secara efisian dan efektif.

" Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah ini memuat antara
lain:

- Tujuan Sislatkernas.

- Prinsip dasar pelatihan kerja.

- Program pelatihan kerja.

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

- Penyelenggaraan pelatihan kerja.

- Peserta pelatihan kerja.

- Sertifikasi.

- Sistem informasi, pendanaan, dan pembinaan Sislatkernas.
- Pelaksanaan Sislatkernas di daerah

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 2ooé,yat ...
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Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Penerapan kualifikasi sertifikat 1 (satu) sampai dengan 9
(sembilan) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-
masing sektor. ‘
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pelatihan di tempat kerja” adalah pelatihan
yang diselenggakan diman peserta pelatihan dilibatkan secara langsung
dalam proses produksi dengan bimbngan instruktur dan/atau pekerja
senior sesuai dengan program pelatihan yang telah ditetapkan,
Ayat (4) |
Yang dimaksud dengan “Pemagangan” adalah bagian dari sistem
pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan
di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah
bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih
berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di
perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian
tertentu. |

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ulg%gl 10.....
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Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dmaksud dengan “tenaga kepelatihan” dalam pasal ini antara
lain instruktur, tenaga perencana, penganalisis kebutuhan pelatihan,
pengembang kurikulum, pengadministrasi, pemelihara sarana,
pengelola pelatihan,penyelia, dan pengelola lembaga pelatihan.
Ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penerimaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam ayat ini termasuk penerimaan yang bersumber

Analisis implementasi..., Widjanarko, Pascasarjana Ul, 20odari ......
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dari masyarakat yang dikelola langsung oleh lembaga pelatihan
swasta, '
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pembinaan umum” adalah pembinaan yang
bersifat nasional yang berlaku di semua sektor dan daerah yang
menjamin terlaksananya Sislatkernas secara keseluruhan.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pembinaan teknis” adalah pembinaan yang
bersifat sektoral yang menjamin terlaksananya Sislatkemas disektor
yang bersangkutan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional pada ayat ini sebagai amanat
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
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